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Sabaruddin, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 
Brawijaya, 2014. Pengembangan kapabilitas Unit Pengelola Sistem Informasi 
Manajemen Keuangan Terpadu (Integrated Financial Management Information 
Systems), Studi kasus pada penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (SPAN)  di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pembimbing 1: 
Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, Pembimbing 2: Dr. Kertahadi M.Com.  
Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak Negara termasuk Indonesia, telah 
memulai, dan sedang menerapkan agenda reformasi di Negara masing-masing, 
khususnya pada manajemen keuangan publik. Hal ini telah membuat penerapan 
IFMIS (Integrated Financial Management Information Systems) menjadi satu 
agenda terpenting. IFMIS dapat meningkatkan pelayanan publik dalam hal 
meningkatkan tingkat kepuasan layanan yang dibutuhkan oleh seluruh pemangku 
kepentingan. Disisi lain IFMIS dapat memberikan informasi keuangan yang akurat 
dan tepat-waktu kepada manajer baik di kantor pusat, di kantor wilayah dan di 
kantor kabupaten atau kota dimana kantor pelayanan berada, serta dapat 
meningkatkan kinerja dan kapabilitas pengambilan keputusan. Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia saat ini sedang menerapkan IFMIS yang dikenal 
dengan nama SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), dimana 
ERP-COTS telah dipilih sebagai landasan (platform) pengembangan sistem. 
Salahsatu area terpenting dalam penerapan IFMIS adalah pada proses deployment, 
termasuk penyiapan dan pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS dalam 
menghadapi kesiapan penerapan, khususnya menghadapi fase Go-Live.  
Tujuan penelitian ini adalah membangun sebuah model pengembangan 
kapabilitas untuk Unit Pengelola IFMIS, dalam rangka mendukung penerapan IFMIS 
di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tahapan Go-Live. Penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif, dengan metode penelitian Action Research (AR), yang 
dipergunakan untuk membentuk dan mengeksplorasi sebuah model pengembangan 
kapabilitas dalam tiga fase. Keseluruhan fase dikembangkan paralel dengan fase 
penerapan IFMIS. Beberapa temuan dalam penelitian ini menunjukkan, bahwa 
terdapat beberapa tantangan termasuk didalamnya kurangnya personel yang 
berkualifikasi, kemunduran jadwal penyelesaian kustomisasi ERP-COTS, resistensi, 
dan isu-isu lainnya dalam pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS.   
Hasil penelitian ini berupa sejumlah refleksi yang sekaligus menjadi 
pengetahuan yang diperoleh peneliti, pada setiap fase pelaksanaan penelitian AR 
ini. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, sebuah model yang relevan dikembangkan,  
yang memungkinkan berhasilnya proses pengembangan kapabilitas, khususnya 
kapabilitas dari setiap anggota Unit Pengelola IFMIS, guna mengelola IFMIS 
sebagai sebuah sistem informasi baru dalam fase Go-Live. 
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Sabaruddin, PostGraduate Program, Faculty of Administrative Science, University 
of Brawijaya Malang, 2014.  ―Capability Development of Integrated Financial 
Management Information Systems  Management Unit‖ (A Case study in 
implementation of State of Budget and Treasury Systems  (SPAN)  in Ministry of 
Finance, Republic of Indonesia. Supervisor : Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, Co-
Supervisor : Dr. Kertahadi M.Com.  
In recent years, many countries including Indonesia have to implement their 
reform agenda, especially in Public Financial Management. It makes Integrated 
Financial Management Information Systems (IFMIS) implementation become one of 
the important agenda. It is printed out IFMIS can improve public sector services in 
term of services satisfaction level that need by all stakeholders. On the other hand 
IFMIS by providing accurate, real-time financial information to managers both in 
head quarter office, regional and municipal office can enhance their work 
performance as well as decision-making capabilities. The Ministry of Finance of 
Republic of Indonesia is currently in the process of the implementation of an IFMIS 
called as SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), where ERP-
COTS has been chosen as a development platform. One of the important areas in 
IFMIS Implementation is on deployment including the preparation and development 
of IFMIS Management Unit capability to cope with implementation readiness, 
especially in Go-Live phase. 
The aim of this research is to develop a capability development model for 
IFMIS Management Unit in term of to support the IFMIS implementation in 
Indonesia, especially in Go-Live Phase. This is a qualitative research, where action 
research method is used to configure and explore the proposed model into three 
phases of capability development. All phases are developed parallel with IFMIS 
implementation processes. The findings of this research indicate that there are a 
number of challenges including lack of qualified people, set back in customization of 
ERP-COTS, resistance, and other issues involved with the capability development 
of IFMIS Management Unit.  
The result of this research is a list of reflections as well as knowledge that 
researcher acquired for each phase of this Action Research. Based on the result of 
this research, a relevant model is developed that may make the process of 
capability development more successful, especially in the capability of member of 
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1.1 Latar Belakang Penelitian 
1.1.1 Gambaran umum dan permasalahan dalam penerapan IFMIS  
Sistem informasi IFMIS (Integrated Financial Management Information 
Systems) atau juga dikenal dengan GIFMIS (Government Integrated Financial 
Management Information Systems) merupakan sistem informasi yang 
dipergunakan untuk pengelolaan keuangan pada sebuah Negara. IFMIS 
merupakan komputerisasi dari proses manajemen pembiayaan publik (public 
expenditure management), termasuk diantaranya formulasi anggaran, 
pelaksanaan anggaran, dan akuntansi dengan bantuan dari sistem yang 
terintegrasi, untuk manajemen keuangan dari seluruh kementerian dan lembaga 
pengguna anggaran lainnya (Diamond and Khemani, 2005). 
Sebagai sebuah sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi 
untuk penggunaan di pemerintahan, IFMIS secara utuh melingkupi (bundles) 
seluruh fungsi-fungsi manajemen keuangan Negara  dalam sebuah sistem 
aplikasi (IFMIS News, 2006).  IFMIS dapat pula dilihat sebagai sebuah 
penerapan teknologi informasi dan komunikasi, dalam area proses pengelolaan 
keuangan Negara.  Selaras dengan pendapat Diamond et al., (2005), Rodin-
Brown (2008) menyatakan, bahwa IFMIS merupakan komputerisasi proses 
manajemen keuangan publik (Public Financial Management), seperti 
Perencanaan Anggaran atau Penyiapan Anggaran (Budget Preparation), 
Pelaksanaan Anggaran (Budget Execution) dan Pelaporan Keuangan 





manajemen keuangan di seluruh kementerian, satuan kerja (spending agencies) 
dan badan pelaksana layanan publik lainnya. Bank Dunia mendefinisikan IFMIS 
atau FMIS sebagai berikut (The World Bank, 2011, Hal.1):   
“Financial management information systems (FMIS) can be broadly defined 
as a set of automation solutions that enable governments to plan, execute, 
and monitor the budget by assisting in the prioritization, execution, and 
reporting of expenditures, as well as the custodianship and reporting of 
revenues. Accordingly, FMIS solutions can contribute to the effciency and 
equity of government operations” 
 
 
Dari definisi diatas, Bank Dunia menekankan IFMIS sebagai sebuah solusi 
otomatis bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan (monitoring) 
anggaran Negara, dengan membantu dalam hal melakukan prioritas, 
pelaksanaan dan pelaporan pembiayaan Negara, termasuk didalamnya 
penerimaan Negara.   
Fenonema penerapan IFMIS, tidak dapat dipungkiri merupakan bentuk 
adopsi dan penerapan best-practices dari lingkungan bisnis atau swasta (private) 
ke dalam lingkungan kepemerintahan (government). Keberhasilan penerapan 
sistem informasi di lingkungan bisnis mendorong adopsi teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK), ke dalam proses tata-kelola kepemerintahan. Dimana TIK 
dipergunakan dalam mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan 
sebuah Negara. Fenonema ini sangat terlihat seperti yang terjadi di Negara-
negara Afrika (Tanzania, Ghana, Ethiopia, Zambia, Malawi, Burkina Faso), di 
Asia (Mongolia, Vietnam, Kamboja, Filipina, Malaysia, Timor Leste), di Amerika 
Latin (Argentina, Brazil, Kolumbia, Ekuador, Guatemala, Honduras) maupun di 
Benua Eropa seperti di Hungaria, Albania, Azerbaijan, Kosovo, Slovakia, dan 





Manfaat penerapan IFMIS secara fundamental, ada pada integrasi yang 
tercipta dari hasil penerapan tersebut. Integrasi tidak hanya terbangun pada 
tingkat operasional proses, tetapi juga pada data dan informasi. Integrasi pada 
kedua hal pokok tersebut, telah memberikan hasil berupa efektifitas dan efisiensi 
dalam operasional pengelolaan keuangan. Jika IFMIS dapat berfungsi secara 
menyeluruh, maka informasi keuangan dan fungsi keuangan lainnya seperti 
formulasi anggaran, dan manajemen sumberdaya keuangan dapat dilakukan 
secara efektif (Rodin-Brown, 2008).  Efektifitas dan efisiensi operasional 
pengelolaan keuangan, pada tingkat selanjutnya akan memberikan dampak 
peningkatkan kecepatan dalam  proses pengambilan keputusan, yang pada 
akhirnya berpengaruh pada meningkatnya mutu layanan kepada masyarakat. 
Khususnya dalam hal kecepatan pelayanan informasi yang terkait dengan 
pengelolaan keuangan Negara, seperti  pada proses pencairan dana (misalnya, 
realisasi anggaran pembangunan), yang secara langsung memberikan efek 
percepatan pelaksanaan pembangunan.  
Manfaat lain dari penerapan IFMIS adalah memberikan dampak pada 
peningkatan transparansi, mengurangi campur tangan (kebijakan) politik (political 
discretion), dan bertindak sebagai pencegah (deterrent) untuk korupsi dan 
kecurangan (fraud) (Rodin-Brown, 2008). Dalam pengelolaan  dan administrasi 
publik, transparansi dibutuhkan agar sebuah lembaga dapat diawasi secara 
terus-menerus oleh publik. Jika prinsip keterbukaan (openness) mengarah 
kepada kesediaan pelaksanaan administrasi untuk diawasi pihak lain (outside 
scrutiny), maka transparansi mengarahkan agar ketika pengawasan dan 
pemeriksaan  dilakukan, segala sesuatunya berada dalam keadaan untuk bisa 





dan keterbukaan itu sendiri (OECD, 1999).  Transparansi secara dasar berarti 
terlihat atau dapat dilihat secara jelas tanpa halangan (Bessire, 2005). 
Transparansi adalah sebuah cara operasional yang mudah untuk dilihat (tidak 
ditutup-tutupi), dan dapat diawasi oleh pihak lainnya, tentang bagaimana 
operasional tersebut dilaksanakan. Dalam konteks keterbukaan saat ini yang 
berkembang di Indonesia, maka penerapan IFMIS, tidak hanya akan 
memberikan manfaat terbangunnya pengelolaan keuangan Negara yang efektif 
dan efisien, tetapi juga akan memberikan manfaat kepercayaan pada lembaga 
pengelola Keuangan Negara dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk dapat 
lebih dipercaya oleh masyarakat. Bentuk kepercayaan  ini umumnya di wujudkan 
dalam bentuk mekanisme akuntabilitas.  
Akuntabilitas atau accountability dalam kamus Inggris-Indonesia 
diterjemahkan sebagai ―keadaan untuk dipertanggungjawabkan, atau keadaan 
untuk dapat dimintai pertanggungjawaban‖ (Echols dan Shadily, 2005). Dari 
aspek linguistik accountability berarti kewajiban dan kemampuan untuk  
memberikan penjelasan atas tindakan yang telah dilakukan, atau keputusan 
yang telah dibuat, dan sekaligus konsekuensi dari penjelasan tersebut 
(http://www.webster-dictionary.org/definition/accountability, diakses tanggal 10 
Agustus 2013). Dengan kata lain akuntabilitas tidak hanya menyajikan sebuah 
jawaban atau penjelasan atas apa yang telah dilakukan, namun juga melekatkan 
suatu bentuk pertanggungjawaban, yang sekaligus pada saat yang sama 
menekankan sebagai sebuah kewajiban (keharusan), dalam memberikan 
informasi (yang dapat berupa penyediaan data, laporan, maupun publikasi) 





Akuntabilitas  tidak dapat dilepaskan dari transparansi. Transparansi adalah 
penyokong utama sebuah akuntabilitas. Dari perspektif manajemen sistem 
informasi, transparansi membuat data, transaksi (aktifitas yang terkait dengan 
pemrosesan data) menjadi mudah untuk dilihat (diawasi).  Dengan transparansi  
selanjutnya memberi kemudahan dalam menentukan (justification), apakah 
sebuah tindakan yang sedang atau telah selesai dilakukan tersebut, benar atau 
tidak. Mekanisme transparansi dan akuntabilitas sangat tergantung  pada  sistem 
yang mendorong komitmen seluruh komponen yang terlibat (stakeholders) 
terhadap aturan-aturan formal pemerintah (The World Bank,1998). Dengan kata 
lain sebuah sistem sangat diperlukan untuk melahirkan sebuah mekanisme yang 
transparan dan akuntabel.  
Dalam konsep pengolahan keuangan Negara Republik Indonesia, sistem 
yang mengelola keuangan Negara haruslah berdasarkan pada Undang-Undang, 
yang telah disetujui sebelumnya oleh pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan 
Rakyat). Pada tingkat selanjutnya transparansi dan akuntabilitas akan 
memberikan pondasi yang kuat dalam terciptanya tata-kelola pengelolan 
keuangan Negara yang baik (Good Governance). Republik Korea Selatan, telah 
membuktikan manfaat penerapan IFMIS dengan terintegrasinya pengelolaan 
keuangan Negara, sehingga mampu meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara tersebut, dengan pengelolaan 
transaksi secara elektronik dan tepat waktu (PEMNA, 2012). Dari penjelasan 
diatas, terlihat bahwa besarnya perubahan (magnitude) yang ditimbulkan oleh 
penerapan IFMIS adalah sangat luas, sehingga dapatlah dikatakan bahwa 





transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara (The World Bank, 
2011).  
Namun manfaat yang diperoleh dari penerapan IFMIS, tentunya bukan 
sebuah keberhasilan yang datang begitu saja. Bank Dunia, yang merupakan 
salah satu donor utama untuk program IFMIS di dunia, terutama di negara-
negara berkembang, mencatat terdapat 94 proyek IFMIS di 51 negara dalam 
kurun waktu 1984 – 2010 (The World bank, 2011). Dari 94 proyek tersebut 55 
telah selesai, dan sisanya belum selesai (32 masih dikerjakan, dan 7 proyek 
dalam masa pengembangan). Gambar 1.1 mengilustrasikan, dari 55 proyek 
IFMIS yang telah selesai dilaksanakan, ditemukan data 80 %, atau 44 dari 55 




Gambar 1.1 Perpanjangan periode penyelesaian proyek IFMIS (1984 -2010) 
(Sumber : The World Bank, 2011, Hal. 9) 
 
Banyak faktor yang menyebabkan sebuah penerapan IFMIS tidak berjalan 
seperti yang diharapkan (misalnya, melebihi waktu penyelesaian yang telah 
direncanakan). Besarnya area cakupan (scope), dan kesiapan sumberdaya 
menjadi kendala utama. Kenyataan menunjukkan bahwa penerapan IFMIS 





dari sebelumnya, yaitu dari sistem informasi yang terpisah (silos) ke sistem yang 
sepenuhnya terintegrasi. Penerapan IFMIS, dapat menjadi sebuah perubahan 
besar bagi Negara-negara yang belum siap menerima perubahan tersebut. 
Kesiapan organisasi, baik dalam menerima perubahan, dan khususnya kesiapan 
sumberdaya manusia atau personel yang akan menjalankan dan mengelola 
sistem informasi setingkat IFMIS, perlu menjadi pertimbangan utama bagi 
Negara yang akan menerapkan IFMIS. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 
Bank Dunia, yang mencatat  bahwa ada empat faktor utama yang menunjang 
kesuksesan penerapan IFMIS (khususnya pada 55 proyek IFMIS yang telah 
disebutkan sebelumnya), yaitu (i) a proper attention to capacity building and 
training plans, (ii) close World Bank supervision of the projects, (iii) strong 
leadership and a conducive political environment, (iv) flexibility in the way the 
project was designed and managed (The World Bank, 2011). Tabel 1.1 
menunjukkan sukses faktor proyek IFMIS ini. 
 
Tabel 1.1 Faktor Sukses dalam penerapan proyek IFMIS (1984 -2010) 







Di sisi lain guna melengkapi data mengenai faktor kesuksesan dalam proyek 
IFMIS, Bank Dunia juga menerbitkan hasil penelitian yang menunjukkan faktor 
kegagalan dalam penerapan IFMIS (Tabel 1.2). Laporan faktor kesuksesan 
selaras dengan faktor kegagalan proyek IFMIS, menempatkan secara umum 
pembangunan (pengembangan) kapasitas dan pelatihan (capacity building and 
training) sebagai faktor utama. Pembangunan (pengembangan) kapasitas dan 
pelatihan meliputi seluruh aspek kapasitas manusia dan organisasi, baik dalam 
mengelola proses penerapan (manajemen proyek) maupun dalam 
pengembangan kemampuan pengguna dan pengelola sistem informasi IFMIS. 
Terkait dengan hasil penelitian Bank Dunia tersebut, dengan tetap 
memperhatikan faktor-faktor lainnya, pengembangan kemampuan pengguna dan 
pengelola sistem informasi IFMIS, perlu mendapat perhatian khusus dan 
seharusnya menjadi fokus utama bagi Negara yang menerapkan IFMIS. Unit 
Pengelola IFMIS, merupakan unit yang mempunyai tanggungjawab utama 
mengelola seluruh aspek sistem informasi IFMIS, agar dapat berjalan sesuai 
dengan unjuk kerja yang diharapkan, dan memastikan sistem IFMIS dijalankan 













Tabel 1.2  Faktor penyebab kegagalan dalam penerapan proyek IFMIS 
(1984 -2010) (Sumber : The World Bank, 2011, Hal. 43) 
 
 
Dari penjelasan hasil studi Bank Dunia, terlihat bahwa kesiapan pengelola 
dalam hal ini team proyek penerapan ERP sangat tergantung pada kapasitas 
dan kapabilitas seluruh anggota team. Tidak dapat dipungkiri sebagai sebuah 
hasil inovasi teknologi informasi, ERP menyodorkan sebuah produk yang sarat 
pengetahuan yang merupakan hasil rekayasa teknologi informasi terbaru. 
Sebagai sebuah hal yang baru, tentu kapasitas dan kapabilitas dalam 
menjalankan dan mengelola ERP menjadi tantangan tersendiri.  Kondisi ini 
menjadi sangat kritikal ketika sumberdaya manusia yang dimiliki oleh sebuah 
organisasi, khususnya pada unit yang bertugas mengelola ERP, tidak sesuai 
dengan apa yang menjadi tuntutan sebuah produk teknologi yang kompleks 
seperti ERP.  
1.1.2 Gambaran umum penerapan IFMIS di Indonesia  
Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik 





COTS. Penerapan IFMIS berbasis ERP-COTS ini, merupakan pengalaman 
pertama bagi Kementerian keuangan. Karena itu aspek manajemen perubahan 
menjadi salah satu pondasi kritikal dalam proses penerapan IFMIS, khususnya 
dalam pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS. Sebagai teknologi baru, 
tentunya pemilihan ERP-COTS akan memberikan pengaruh bagi proses 
pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, khususnya mengenai proses 
mendapatkan (acquiring) pengetahuan dan keahlian pengelolaannya.  
Adapun ERP yang dipilih adalah Oracle-EBS (Enterprise Business Suite) 
Release 12. Guna pemenuhan kebutuhan bisnis, organisasi melakukan proses 
penyesuaian atau kustomisasi terhadap Oracle EBS. Hasil kustomisasi inilah 
yang akan diterapkan sebagai sebuah sistem informasi IFMIS. Dalam proses 
pemahaman sistem yang baru, hasil kustomisasi merupakan sumber materi 
pengetahuan yang harus dikuasai oleh Unit Pengelola IFMIS. Dengan kata lain 
hasil kustomisasi akan mempengaruhi proses pengembangan kapabilitas Unit 
Pengelola IFMIS, khususnya dalam hal bagaimana materi pengetahuan tersebut 
di sampaikan kepada Unit Pengelola IFMIS.  
Sistem informasi IFMIS yang diperoleh dari kustomisasi ERP-COTS yang  
diterapkan di Indonesia, dan menjadi pusat telaah dalam penelitian ini, dikenal 
dengan sebutan SPAN yang merupakan singkatan dari Sistem Perbendaharaan 
dan Anggaran Negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia-DJPB,  
2010). Sebagai sebuah hasil kustomisasi, SPAN melingkupi fungsi manajemen 
keuangan Negara yang ada pada dua direktorat, yaitu Penyiapan Anggaran  
(Budget Preparation) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dan 
Pelaksanaan Anggaran (Budget Execution) yang dikelola oleh Direktorat 





Dari sisi sumberdaya manusia, walaupun organisasi (Kemenkeu) telah 
memiliki personel yang menguasai beberapa pengetahuan umum mengenai 
teknologi sumberdaya IT, namun pengetahuan dalam pengelolaan sistem 
informasi IFMIS adalah pengetahuan yang baru bagi organisasi. Disisi lain 
penerapan SPAN, merupakan pengalaman pertama bagi organisasi dalam 
mempergunakan ERP-COTS dengan cakupan yang sangat luas, sehingga 
proses pengembangan kapabilitas perlu direncanakan dan dilaksanakan secara 
tepat dalam waktu periode penerapan.   
Ruang lingkup penerapan IFMIS, meliputi seluruh aktifitas perbendaharaan 
Negara yang tersebar di 177 KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) 
dan 30 Kantor Wilayah Perbendaharaan (keduanya merupakan instansi vertikal 
DJPBN) di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu juga melibatkan unit Kantor 
Pusat yang lain, seperti direktorat di bawah DJPBN yaitu APK (Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan), PKN (Pengelola Kekayaan Negara), SMI (Sistem 
Manajemen Investasi), Satuan kerja dalam lingkup Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia seperti DJPU (Direktorat Jenderal Pengelola Utang), DJKN 
(Direktorat Jenderal Kas Negara), dan DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) 
(Kementerian Keuangan Republik Indonesia-DJPB,  2010). Luasnya area fisik 
geografis penerapan SPAN, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke atau 
setara dengan luas area dari kota London di Inggris hingga Ankara di Turki, ikut 
memberikan pengaruh kepada kompleksitas penerapan, khususnya dalam hal 
teknologi infrastruktur yang dipergunakan (Gambar 1.2). Jumlah potensial 
pengguna akhir SPAN adalah 11.000, yang merupakan jumlah data keseluruhan 
karyawan DJPBN (Sudarto, 2012). Jumlah pengguna ini kemudian akan 





saat SPAN di operasikan. Pengguna cadangan adalah mereka yang akan 
menggantikan pengguna utama, bilamana mereka berhalangan.  
 
 
Gambar 1.2  Area Penerapan SPAN (Sumber : APEC Forum 2013, Hal. 3)  
 
1.1.3 Motivasi dan alasan pemilihan judul penelitian  
Sebagai sebuah sistem informasi dengan area cakupan yang sangat besar, 
yaitu meliputi pengelolaan keuangan sebuah Negara, tentunya dana yang 
diperlukan untuk penerapan IFMIS juga sangat besar.  Bank Dunia mencatat, 
dari 55 proyek IFMIS yang telah dilaksanakan (seperti disebutkan sebelumnya) 
menghabiskan 44% untuk total biaya teknologi informasi dan komunikasi dengan 
jumlah biaya berkisar pada 612 juta dollar Amerika, dengan 324 juta Dollar 
diantaranya khusus dalam pengembangan sistem aplikasi (The World Bank, 
2011). Melihat data-data hasil penelitian Bank Dunia seperti dijelaskan 
sebelumnya, walaupun dengan biaya rata-rata jutaan dollar Amerika, tidak ada 





Dari  keseluruhan penjelasan yang telah disampaikan diatas, penulis 
memilih penelitian fokus pada pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, 
yang menjadi salah satu elemen penting dalam membangun kemampuan 
organisasi dalam menyukseskan penerapan IFMIS di sebuah Negara. Penelitian 
ini mengambil judul ―Pengembangan Kapabilitas Unit Pengelola Sistem Informasi 
Manajemen Keuangan Terpadu (Integrated Financial Management Information 
Systems)‖. Judul ini dipilih dengan beberapa alasan yaitu; (i) Laporan faktor 
kesuksesan dan faktor kegagalan dalam penerapan proyek IFMIS, yang 
menempatkan faktor kapasitas dan pelatihan (termasuk didalamnya kapabilitas 
Unit Pengelola IFMIS) sebagai hal yang paling utama, menjadi fokus perhatian 
pada setiap Negara yang telah menerapkan IFMIS. (ii) Jumlah dana yang 
dikeluarkan untuk IFMIS, sekaligus pada saat sama menunjukkan potensi 
kerugian (secara ekonomis), bila proyek IFMIS mengalami kegagalan. (iii) 
Manfaat dari keberhasilan penerapan IFMIS yang sangat besar bagi sebuah 
Negara, khususnya Indonesia dalam hal membangun akuntabilitas dan 
transparansi di bidang pengelolaan keuangan Negara. 
1.2    Perumusan Masalah 
Dari penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pengembangan 
kapabilitas kemampuan Unit Pengelola IFMIS, merupakan bagian yang bersifat 
wajib (mandatory) bagi sebuah Negara yang menerapkan IFMIS. Tidak dapat 
dipungkiri berbagai aspek penerapan terdahulu (hasil studi Bank Dunia), aspek 
kondisi internal organisasi, seperti penerapan IFMIS yang merupakan 
pengalaman pertama, dan luasnya cakupan penerapan IFMIS, akan  
mempengaruhi proses pengembangan kapabilitas dari Unit Pengelola IFMIS. 





IFMIS, maka penelitian ini berusaha untuk memperoleh jawaban atas 
pertanyaan, yang pada hakekatnya merupakan rumusan masalah dalam 
penelitian ini, yaitu  bagaimanakah proses pengembangan kapabilitas Unit 
Pengelola IFMIS dalam penerapan IFMIS berbasis ERP-COTS? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan penjelasan yang menguraikan arti pentingnya penerapan 
IFMIS pada bagian latar belakang, dan pertanyaan pada bagian rumusan 
masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan model proses 
pengembangan kapabilitas Unit Pengelola sistem informasi IFMIS dalam 
mendukung keberhasilan proses operasionalisasi IFMIS (deployment), 
khususnya di masa Go-Live.  
1.4  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai 
berikut : 
1.4.1 Manfaat  Teoritis 
a. Hasil penelitian ini secara teoritis dapat menjadi kajian penerapan 
sistem informasi berbasis ERP, khususnya Sistem Informasi 
Manajemen Keuangan Negara atau IFMIS. 
b. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi sumbangan 
pengembangan ilmu, umumnya pada pengelolaan sistem informasi 
(pada area Sistem Informasi Manajemen), dan khususnya pada 
proses pengembangan kemampuan (kapabilitas) pengelola Sistem 





c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi 
peneliti lainnya. 
1.4.2 Manfaat  Praktis 
a. Menjadi referensi bagi proses penyiapan dan pengembangan 
pengelola IFMIS pada Kementerian Keuangan  (Ministry of Finance) 
di Negara lain, khususnya di Negara dengan batasan dan kondisi 
lingkungan (constraint and environment) yang tidak jauh berbeda 
(sejenis) dengan Indonesia. 
b. Menjadi referensi dalam penyusunan rencana pelatihan dan 
pengembangan kapabilitas pengelola sistem informasi di Kementerian 
lainnya di Indonesia 
c. Menjadi referensi bagi pemasok (vendor) ERP, konsultan dalam 
implementasi ERP, maupun komunitas penerapan ERP-COTS, dalam 
memahami proses penyiapan dan pengembangan Unit Pengelola 
ERP, khususnya pada penerapan sistem informasi berbasis ERP di 
organisasi dan institusi pemerintah lainnya dalam lingkup 







2.1 Tinjauan Teoritis 
2.1.1 Gambaran umum Sistem Informasi IFMIS  
Sebagai sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan sebuah Negara,   
IFMIS mempunyai beberapa kemampuan antara lain, mampu melakukan 
pelacakan (tracing) kejadian (transaksi) keuangan, dan menyajikan ringkasan 
informasi, mendukung pembuatan laporan keuangan bagi manajemen, 
khususnya dalam penentuan sebuah kebijakan, dan penyiapan  audit laporan 
keuangan Negara (Dorotinsky, 2003; Rodin-Brown, 2008).  Secara umum IFMIS 
merujuk pada otomasi operasi (pengelolaan) keuangan (Dorotinsky, 2003). Bank 
Dunia, seperti yang telah dikemukakan di Bab I mendefinisikan IFMIS sebagai 
solusi atomasi yang memampukan pemerintah untuk merencanakan, 
melaksanakan, dan mengawasi anggaran dengan melakukan prioritasi, 
pelaksanaan, dan pelaporan biaya, dimana hal yang sama juga dilakukan pada 
penerimaan (revenue) dan pelaporan penerimaan itu sendiri (The World Bank, 
2011). 
Secara umum IFMIS memiliki subsistem atau modul inti   yaitu  general 
ledger, budgetary accounting, accounts payable, accounts receivable, 
sedangkan subsistem non-intinya adalah  payroll system, budget development, 
procurement, project ledger dan asset module (Diamond et al., 2005; Dorotinsky, 
2003). Namun dalam kenyataan penerapannya, pemisahan modul inti dan non-
inti ini menjadi kabur, karena masing-masing Negara mempunyai IFMIS yang 





masing-masing Negara. Desain IFMIS Indonesia misalnya memasukkan budget 
development dan cash management ke dalam modul inti sistem aplikasi IFMIS-
nya. Hal yang sama dilakukan oleh Kementerian Keuangan Rusia (Artyukhin, 
2011). Gambar 2.1, menunjukkan  komponen IFMIS (Rodin-Brown, 2008).  
 
 




Berikut ini penjelasan mengenai komponen inti dalam IFMIS menurut Rodin-
Brown, khususnya pada komponen manajemen kas, pengendalian komitmen, 
rekening pembayaran, dan rekening penerimaan.  
1). Manajemen Kas (Cash Management), merupakan komponen yang 
melakukan perencanaan kebutuhan keuangan dan pengawasan  aliran 
kas (cash flows), serta melakukan rekonsiliasi rekening IFMIS dengan 
bank pembayar (operational bank), maupun dengan bank sentral (central 
bank). 
2). Pengendalian komitmen (Commitment control), merupakan komponen 
yang memastikan ketersediaan dana sesuai dengan jumlah anggaran 





penggunaan anggaran atau pembelian (purchase or procurement) 
dilakukan. Dalam hal ini umumnya pengguna anggaran mengirimkan 
komitmen terlebih dahulu. Secara umum komitmen tersebut berupa 
perjanjian kontrak antar pengguna anggaran dengan pemasok atau 
kontraktor (supplier). Dalam model Rodin-Brown, kedua komponen ini 
disatukan menjadi satu komponen. 
3).  Pembayaran (Accounts payable), merupakan komponen yang berfungsi 
untuk melakukan pembayaran (generates payments), dengan terlebih 
dahulu melakukan pengecekan terhadap kesesuaian bukti tagihan 
(invoice) dengan komitmen yang telah diajukan sebelumnya oleh 
pengguna anggaran.  
4). Pengelolaan Rekening Penerimaan (Accounts Receivable), adalah 
komponen yang memproses penerimaan Negara, termasuk penerimaan 
bukan pajak, hasil usaha dari badan Negara, maupun fee yang menjadi 
hak penerimaan Negara.  
2.1.2 Manajemen Perubahan dalam Penerapan IFMIS  
Peran manajemen perubahan, tidak dapat dipungkiri merupakan pondasi 
dari hampir keseluruhan rencana penerapan IFMIS. Brar (2010), seorang 
spesialis IFMIS dari World Bank (Lead Financial Management Specialist), 
mengemukakan temuan dari laporan penerapan IFMIS di beberapa Negara 
Afrika (Tanzania, Ghana), menunjukkan manajemen perubahan adalah salah 
satu isu yang harus kelola dengan baik dalam penerapan IFMIS. 
Manajemen perubahan adalah proses penyiapan organisasi untuk berubah, 
menghadapi resistensi dengan mempergunakan komunikasi, dan penyadaran 





perubahan adalah rangkaian proses yang secara dasar fokus pada sumberdaya 
manusia, khususnya dalam mengubah cara pandang, hingga dapat menerima 
dan ikut serta dalam sebuah perubahan. Deloitte (2012), mengidentifikasikan 
faktor manusia merupakan tantangan bagi organisasi dalam penerapan ERP. 
Manajemen perubahan adalah mengenai bagaimana mengelola sebuah transisi, 
dengan membangun tingkat rasa memiliki (ownership) terhadap ERP dan 
penerapan ERP itu sendiri. Kotter dan Cohen (2002) menyatakan bahwa 
merubah perilaku manusia adalah tantangan utama dalam manajemen 
perubahan. Menurut Kotter et al., (2002), merubah perilaku adalah memberi 
tuntunan kepada orang yang terlibat, untuk melakukan analisis yang akan 
mempengaruhi pemikirannya, membantu mereka melihat (mendapatkan) 
kebenaran (akan gagasan dan maksud perubahan) sehingga merubah 
perasaannya (influence their feelings), begitu juga dengan cara pandangnya. 
Manajemen perubahan adalah penggunaan proses terstruktur dan alat 
tertentu dalam memampukan (enable) individu atau kelompok untuk berpindah 
(transition) dari sebuah kondisi saat ini (current state) ke kondisi yang dituju 
(future state), misalnya mencapai sebuah hasil yang diharapkan 
(http://www.prosci.com/change-management/definition/). Menurut Kotter et al., 
(2002), manajemen perubahan merujuk pada serangkaian alat-alat dasar atau 
struktur yang dimaksudkan untuk menjaga setiap usaha untuk berubah tetap 
terkendali. Menurut Kotter, tujuan manajemen perubahan adalah 










2.1.2.1 Ciri umum  Manajemen Perubahan dalam penerapan IFMIS  
IFMIS yang dikembangkan dari ERP-COTS, merupakan produk teknologi 
informasi yang membawa perubahan pada proses bisnis, perubahan pada 
struktur organisasi, budaya kerja termasuk merubah pola-pikir (mindset), perilaku 
kerja, dan cara kerja. Luasnya perubahan yang yang terjadi, menjadikan 
teknologi informasi bagai sebuah intervensi terhadap organisasi, dalam hal ini 
teknologi informasi menyebabkan perubahan besar pada organisasi (Markus and 
Benjamin, 2003), dan menghasilkan (mengharuskan) sebuah perubahan yang 
fundamental pada aktifitas sebuah organisasi (Gopalakrishnan and Damanpour, 
1997). Kemampuan organisasi dalam mengelola seluruh perubahan yang terjadi 
pada penerapan IFMIS, akan menentukan tingkat keberhasilan penerapan 
IFMIS. Hal ini telah menjadikan manajemen perubahan menjadi perhatian utama 
dari banyak organisasi yang terlibat dalam penerapan ERP (Aladwani, 2001). 
Dalam penerapan ERP-COTS manajemen perubahan meliputi seluruh 
organisasi, dimana eksekutif (top manajemen) dan para manajer harus 
melaksanakan bagiannya (pekerjaannya), begitu juga setiap individu pengguna 
harus mengerjakan bagiannya (Markus et. al, 2003). Dengan demikian setiap 
individu didalam organisasi mempunyai peran perubahannya masing-masing. 
Terdapat hubungan yang kuat antara perubahan, dan lingkungan atau budaya 
organisasi (Rye, 2001).  
Melihat area cakupan perubahan yang terjadi yang diakibatkan oleh 
penerapan IFMIS meliputi keseluruhan organisasi, maka manajemen perubahan 
yang terjadi akibat penerapan IFMIS, dapat disebut sebagai manajemen 
perubahan organisasi (organizational change management). Karakteristik 





Menurut  Rye (2001), perubahan memiliki beberapa karakteristik yaitu perubahan 
adalah sebuah proses yang berkesinambungan dan bukan sebuah kejadian 
sesaat (event). Manajemen perubahan dapat dikelola secara top-down, yaitu 
dengan perintah langsung dari manajemen puncak, atau partisifatif (participatory) 
dengan menyertakan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang 
terdampak oleh perubahan tersebut (Rye, 2001). Karena menyangkut aspek 
manusia, maka peran komunikasi sangat penting dalam penerapan manajemen 
perubahan (Rye, 2001; Aladwani, 2001) 
Dalam pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, manajemen 
perubahan merupakan proses yang terencana dan terstruktur dalam merubah 
cara-pandang (mind-set) seluruh sumberdaya manusia yang terlibat, sehingga 
mampu menerima dan memahami perubahan (tujuan dan maksud perubahan) 
yang akan terjadi. Proses merubah cara pandang ini dilakukan dengan 
mekanisme transisi, sesuai dengan pola penerimaan perubahan yang umumnya 
terjadi pada setiap individu.  
2.1.2.2 Proses Manajemen Perubahan dalam penerapan IFMIS 
Dalam manajemen publik, di beberapa Negara berkembang (bahkan 
dinegara maju), manajemen perubahan dengan pendekatan informal sangat 
dominan, hal ini membuat perubahan pada sistem administrasi publik menjadi 
lambat (Allen and Tommasi, 2001). Proses manajemen perubahan di sektor 
publik perlu memperhatikan lingkungan dan karakteristik organisasi, guna 
membangun pendekatan informal, selain pendekatan formal yang umumnya 
menjadi basis pendekatan dalam penerapan ERP.  
Sebelum memulai sebuah proyek ERP, adalah sangat kritikal untuk 





strategi yang digunakan (Deloitte, 2012).  Komunikasi memainkan peran sentral 
dalam memastikan setiap pengelola dan pengguna di seluruh tingkatan dalam 
organisasi memahami seluruh informasi yang terkait dengan perubahan.   Dalam 
penerapan ERP COTS, terdapat tiga kelompok utama yang perlu mendapatkan 
perhatian dalam manajemen perubahan. Pertama adalah para pengambil 
keputusan, kedua adalah team penerapan ERP (termasuk didalamnya Unit 
Pengelola IFMIS), dan ketiga adalah para pengguna IFMIS.  Keberhasilan dalam 
pendekatan yang dilakukan kepada ketiga kelompok tersebut akan memberikan 
dukungan keberhasilan penerapan ERP. Sebaliknya seluruh pengguna yang ada 
pada ketiga kelompok tersebut dapat menjadi sumber resistensi, jika pendekatan 
yang ditempuh kurang memadai.  
Resistensi dari pengguna adalah aspek yang harus diperhatikan dalam 
penerapan ERP (Aladwani, 2001; Alouah and Smith, 2010). Jika para pengambil 
keputusan tidak memberikan dukungan yang cukup terhadap perubahan yang 
akan dilakukan, maka akan sulit sekali mendapatkan hasil yang memuaskan. 
Aladwani (2001), mengusulkan untuk mengatasi resistensi pengguna, 
manajemen puncak (top management) perlu melakukan studi terhadap struktur 
dan kebutuhan pengguna, dan penyebab potensial resistensi diantara pengguna, 
menyesuaikan dengan situasi yang ada, dengan menggunakan strategi dan 
teknik yang tepat dalam memperkenalkan ERP secara berhasil, dan melakukan 
evaluasi status dari usaha-usaha manajemen perubahan yang telah dilakukan. 
 
2.1.3 Definisi dan Konsep Kapabilitas dalam Pengelolaan IFMIS  
Kapabilitas atau capability berarti kualitas pelaksanaan sebuah pekerjaan, 





capable) (http://www.webster-dictionary.org/definition/capability, diakses tanggal 
10 Agustus 2013). Kapabilitas menunjukkan wujud dari kapasitas seseorang atau 
organisasi dalam menjalankan fungsi tertentu. Sedangkan kapasitas dari sisi 
individu meliputi segala aspek yang dimiliki seseorang seperti keahlian, 
pengetahuan, sikap dan perilaku, emosi, inovasi, yang dapat dianggap sebagai 
sumberdaya. Kapasitas hanya dapat dinilai (dibuktikan) lewat wujudnya yaitu 
kapabilitas. Curtis dan Hefley (2001) dalam P-CMM (People-Capabilty Maturiry 
Model), mendefinisikan kapabilitas sebagai tingkat pengetahuan, keahlian dan 
kemampuan proses yang dimiliki untuk dapat melaksanakan aktifitas bisnis 
organisasi. 
 Definisi Curtis et al., (2001), merujuk kapabilitas sebagai kapabilitas 
tenagakerja (workforce capability). Kapabilitas ini menunjukkan tiga hal utama 
yaitu kesiapan dalam melaksanakan aktifitas bisnis yang sangat kritikal, hasil 
yang ditunjukkan dalam pelaksanaan aktifitas bisnis tersebut, dan potensi untuk 
memberikan keuntungan (kepada organisasi) dari investasi dalam peningkatan 
proses, atau pengembangan teknologi (Curtis et al., 2001). Kapabilitas dalam 
sistem informasi, harus dapat memampukan organisasi untuk secara 
berkesinambungan menggerakkan dan menghasilkan nilai bagi organisasi 
melalui teknologi dan sistem informasi (Peppard dan Ward, 2004). 
Penerapan ERP-COTS adalah sumber utama yang mendorong munculnya 
kapabilitas yang dipergunakan untuk mengelolanya. Gambar 2.2 menunjukkan 
aliran proses (process flow) penerapan ERP-COTS atau IFMIS. Kapabilitas 
dalam pengelolaan teknologi, khususnya di area infrastruktur pendukung IFMIS, 
telah menjadi keharusan, ketika keputusan penerapan IFMIS dengan basis ERP-





dalam pengelolaan infrastuktur teknologi sistem informasi (new IT capabilities) 
bagi Unit Pengelola IFMIS, yang meliputi instalasi (installation), pengoperasion 
(operation) dan pemeliharaan (maintenance).  
Penerapan IFMIS dalam bentuk ERP-COTS, juga telah mengharuskan 
adanya proses kustomisasi terhadap ERP-COTS tersebut, guna menghasilkan 
sistem informasi IFMIS yang sesuai dengan kebutuhan organisasi (business 
requirement) yang dibangun berdasarkan hasil proses bisnis yang terintegrasi 
yang dihasilkan dari proses BPR (Business Proces Reengineering). Hasil dari 
proses kustomisasi adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi dan real-
time serta sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Hal ini selanjutnya menuntut serangkaian kapabilitas baru bagi Unit 
Pengelola IFMIS dalam menguasai seluruh operasional sistem yang telah 
dihasilkan. 
Disisi lain proses bisnis yang dihasilkan, mengharuskan perubahan pada 
struktur organisasi dimana IFMIS diterapkan. Perubahan pada struktur organisasi 
dengan sendirinya memperbaruhi peran dan fungsi posisi yang ada didalamnya, 
baik dalam bentuk penambahan fungsi baru yang diperlukan (enlargement) 
maupun peningkatan peran dan tanggungjawab pada fungsi yang telah ada 
sebelumnya (enrichment). Perubahan peran dan fungsi, pemakaian teknologi 
baru, mendorong perlunya perubahan disisi pengguna, khususnya pada pola-
pikir (mindset), cara dan budaya kerja baru. Karena fungsi pengembangan 
kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem menjadi bagian dari Unit 
Pengelola IFMIS, maka dengan sendirinya kapabilitas dalam melakukan 






Dalam konteks pengelolaan IFMIS, maka Unit Pengelola IFMIS harus 
memiliki kapabilitas aspek pengelolaan dalam ketiga area tersebut yaitu 
infrastruktur, proses bisnis, dan sistem aplikasi hasil kustomisasi. Khusus dalam 
area sistem aplikasi, selain harus memiliki kapabilitas dalam operasional sistem 
aplikasi sehari-hari, Unit Pengelola IFMIS juga harus mempunyai kapabilitas 
dukungan pengguna. Hal ini meliputi, baik dalam proses pelatihan terhadap 
seluruh pengguna, maupun dalam dukungan terhadap isu dan masalah yang 
mungkin dihadapi pengguna sehari-hari, khususnya dalam mengelola transisi 
(perilaku penggunaan) dari sistem lama ke sistem baru.  
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Gambar 2.2 Aliran proses penerapan ERP-COTS (Sumber : Data diolah) 
  
Dalam pengelolaan IFMIS, konsep kapabilitas tidak hanya meliputi 
kemampuan dalam mengelola IFMIS secara teknis, tetapi juga secara non 
teknis, seperti manajemen sumberdaya teknologi informasi dan pelatihan kepada 





kapabilitas dinamis, yang harus selalu dapat dikembangkan, mengikuti 
perkembangan teknologi IFMIS itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Peppard et al., (2004), dan pernyataan Curtis et al., (2001), mengenai kapabilitas 
harus mempunyai potensi untuk dikembangkan(continous improvement). Untuk 
mencapai kapabilitas dinamis, dan kemampuan yang selalu dapat 
dikembangkan, maka setiap personel Unit Pengelola IFMIS, harus mempunyai 
kemampuan untuk belajar mandiri (self-learning), khususnya dalam pemecahan 
masalah. Kemampuan belajar mandiri sangat diperlukan melihat karakterisitik 
sistem informasi berbasis ERP yang begitu kompleks (Boersma dan Kingma, 
2005) dan penguasaannya tidak dapat dilakukan dalam satu rentang waktu 
tertentu (misalnya satu hingga 3 bulan). Dalam kenyataannya, ketika sebuah 
ERP selesai di operasionalkan (deployment), sering ditemui permasalahan baik 
pada saat Go-Live, maupun pada tahap pemeliharaan (maintenance). 
Permasalahan tersebut terkadang merupakan hal yang baru dan belum pernah 
diketahui (dalam pelatihan) sebelumnya. Untuk itu kemampuan belajar mandiri 
harus menjadi karakteristik dari kapabilitas yang dimiliki oleh seluruh anggota 
Unit Pengelola IFMIS. Kemampuan belajar mandiri juga sangat penting dalam 
pemanfaatan dan pemuktahiran sistem informasi, yang akan terus dilakukan 
sebagai ciri alamiah dari sebuah sistem,  guna memenuhi tuntutan organisasi.  
 
2.1.4 Unit Pengelola IFMIS  
Unit Pengelola IFMIS dapat diibaratkan sebagai IT Departemen pada 
sebuah perusahaan bisnis. Dalam penerapan IFMIS, sebuah organisasi yang 
memadai (sesuai dengan luasnya cakupan area IFMIS), perlu di bangun guna 





and Tommasi, 2001). Struktur organisasi dari Unit Pengelola IFMIS sangat 
tergantung pada Negara yang bersangkutan, khususnya seberapa besar area 
aktifitas pengelolaan keuangan Negara yang diterapkan. Tidak ada standar 
khusus dalam struktur organisasi ini. Namun Allen et al., (2001) mencatat dalam 
konteks reformasi manajemen keuangan perlu ada tiga struktur dalam 
pengelolaan penerapan IFMIS yaitu steering group, core unit dan working group. 
Working group adalah unit yang secara khusus ditunjuk menangani proses 
penerapan IFMIS secara langsung. Steering group berfungsi sebagai layaknya 
sponsor proyek, dimana fungsi pengarahan dan pengawasan berada pada unit 
ini. Sedangkan core group, melakukan tugas manejemen proyek seperti 
layaknya PMO (Project Management Office).   
Dari penjelasan Allen et al. diatas, Unit Pengelola IFMIS adalah working 
group. Dalam proses pengelolaan IFMIS, Unit Pengelola IFMIS merupakan 
tulang punggung operasionalnya, mengingat peran yang sangat penting dan 
strategis bagi kelangsungan pemanfaatan IFMIS bagi organisasi.  Struktur 
organisasi yang dibangun khusus untuk mengelola IFMIS dapat dijumpai dalam 
beberapa nama, seperti di Georgia dikenal dengan FAS (Financial Analytical 
Service) (Talero, 2012), MoF-PFMRU Project Team di Sierra Leone, dan 
Implementation Working Group di Federasi Russia.  
Sering dijumpai penerapan ERP menjadi salah arah, karena tidak dibahas 
dan tidak diciptakannya struktur organisasi yang kuat di tahap-tahap awal 
penerapan ERP.  Struktur organisasi harus mencakup seluruh area yang terlibat 
dalam pengelolaan IFMIS. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dari 
sebuah Unit Pengelola IFMIS, maka akan memperjelas otoritas pengelolaan 





gagal karena ketidakjelasan dalam unit mana yang akan bertanggungjawab dan 
mempunyai kewenangan utuh dalam penerapan IFMIS (Chene, 2009).  
Tanggungjawab dan peran yang terdefinisi dengan baik, adalah sangat 
kritikal bagi sebuah organisasi (unit) yang mengelola ERP (Boyer, 2001). Hal 
yang sama tentunya juga berlaku bagi peran dan tanggungjawab setiap personel 
yang ada dalam Unit Pengelola IFMIS, yang perlu didefinisikan secara jelas.  
Peran dan tanggungjawab tersebut harus memperlihatkan kompetensi dan 
kapabilitas yang diperlukan. Kompetensi dan kapabilitas setiap anggota team 
atau unit yang dipersiapkan untuk mengelola ERP sangat mendukung 
keseluruhan proses penerapan ERP, khususnya pada pelatihan pengguna, Pilot 
dan Roll-Out (Wong, Scarbrough, Chau, and Davison, 2005). 
  
2.1.5 Kapabilitas Unit Pengelola  IFMIS 
Unit Pengelola IFMIS dalam penerapan IFMIS, terkait dengan dukungan 
yang akan diberikannya pada proses operasionalisasi IFMIS (deployment) 
terutama dimasa Go-Live, mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai pengelola 
sistem informasi IFMIS dan pelatih bagi seluruh pengguna. Sebagai pengelola 
sistem informasi IFMIS, unit ini akan memberikan dukungan penuh terhadap 
seluruh isu dan masalah teknis yang akan muncul selama Go-Live. Sedangkan 
sebagai pelatih bagi seluruh pengguna IFMIS, unit ini akan memberikan seluruh 
pelatihan baik yang menyangkut masalah teknis infrastruktur, maupun cara 
dalam mengoperasikan sistem IFMIS, termasuk penjelasan mengenai integrasi 
proses bisnis yang melandasi operasional sistem.  
Penentuan area kapabilitas utama Unit Pengelola IFMIS dapat ditinjau dari 





area pokok yaitu infrastruktur sistem informasi, proses bisnis, dan sistem aplikasi 
(Peppard and Ward, 2002). Dalam model IT business value, IFMIS sebagai 
sebuah hasil inovasi IT dan hasil kustomisasi ERP-COTS yang kompleks, 
membawa perubahan baru dalam aspek teknologi, proses maupun dalam 
prasyarat kualifikasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan dalam 
pengelolaannya (Melville, Kraemer, and Gurbaxani, 2004). Sebagai sebuah 
sistem yang membawa perubahan, maka pemahaman terhadap segala aspek 
perubahan, terutama dalam menyikapi dan mengelola perubahan perlu dipahami 
dengan baik oleh seluruh anggota Unit Pengelola IFMIS.  
Caldeira dan Ward (2001), dalam pendekatan model basis-sumberdaya 
(resource-based model), menyatakan tiga tingkat kapabilitas yaitu kapabilitas 
individu, kapabilitas unit atau departemen1 (organisazional level), dan kapabilitas 
bisnis. Kapabilitas Unit Pengelola IFMIS (organization level), terdiri dari area 
pengelolaan teknikal (technical process) dan area pengelolaan organisasi 
(organizational process). Kedua area tersebut dibangun dari kompetensi di 
tingkat individu yang meliputi kemampuan di area teknikal IT, manjerial IT, dan di 
area manajemen umum dan bisnis  
Unit Pengelola IFMIS dalam fungsinya sebagai pelatih para pengguna 
IFMIS, haruslah memiliki kemampuan komunikasi, presentasi dan keahlian 
(softskill) dalam memberikan pelatihan fungsi-fungsi yang ada pada sistem IFMIS 
kepada pengguna. Kemampuan kepelatihan dan pemahaman yang baik 
terhadap konsep manajemen perubahan akan sangat membantu dalam melatih 
para pengguna, dalam mengenalkan IFMIS sebagai sebuah sistem baru. 
Sedangkan kapabilitas teknikal ERP (infrastruktur, proses bisnis, dan sistem 
                                                             
1  Organizational level  di terjemahkan dalam kapabilitas unit atau departemen dengan melihat 





aplikasi) akan sangat membantu dalam membangun kredibilitas di hadapan 
pengguna dan mengefektifkan pelaksanaan manajemen perubahan (Markus et. 
al, 2003). 
 Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa, area kapabilitas utama Unit 
Pengelola IFMIS, ada pada area infrastruktur, proses bisnis, dan sistem aplikasi, 
khususnya dalam hal kemampuan teknis. Dalam hubungannya dengan fungsi 
manajemen teknologi informasi (IT Management), Unit Pengelola IFMIS harus 
mampu mengelola secara  profesional seluruh aspek manajemen operasional 
sehari-hari di ketiga area tersebut. Selain itu seluruh anggota pada area tersebut, 
harus memahami konsep manajemen perubahan dengan baik, sebagai pondasi 
dalam mengelola seluruh aspek perubahan yang secara alamiah (nature) 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tiga area kapabilitas yang telah 
disebutkan diatas. Anggota atau personel Unit Pengelola IFMIS yang terkait erat 
dengan dukungan kepada pengguna, khususnya dalam pengembangan 
kemampuan pengguna, harus memiliki kapabilitas kepelatihan, guna mendukung 
fungsinya sebagai pelatih pengguna.  Tabel 2.1 memberikan jenis, area dan 
elemen kapabilitas Unit Pengelola IFMIS secara keseluruhan. 






Teknis Infrastruktur Networking, Server, IT Security, Application 
Software, System Installation 
Proses 
Bisnis 




System Setup and configuration, User 
management, Transaction prosessing 
Non Teknis IT 
Management 
Manajemen operasional IFMIS sehari-hari, 




Pengembangan kemampuan pengguna 
(pelatihan dan bantuan/help desk) 
Fundamental Manajemen 
Perubahan 
Pemahaman manajemen perubahan (why, 





2.1.5.1 Kapabilitas di Area Infrastruktur 
Kapabilitas di area infrastruktur meliputi kemampuan dalam mengoperasikan 
dan mengelola seluruh perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 
(software) yang dipergunakan dalam mendukung operasional sistem aplikasi 
IFMIS. Termasuk didalam kategori infrastruktur ini adalah  jaringan komputer 
baik jaringan lokal atau LAN (Local Area Network) maupun WAN (Wide Area 
Network), server sistem aplikasi, server DBMS, sistem keamanan teknologi 
informasi (IT Security) termasuk server pengaman jaringan (firewall dan proxy), 
server database (termasuk yang di-cluster), dan peralatan infrastruktur lainnya. 
Infrastruktur yang diterapkan dalam penerapan IFMIS umumnya di buat dalam  
Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC). DC terdiri dari seluruh 
perangkat keras dan perangkat lunak infrastruktur yang dipergunakan langsung 
oleh pengguna sehari-hari. Sedangkan DRC adalah perangkat keras dan 
perangkat lunak infrastruktur yang dipergunakan ketika DC dalam kasus tertentu, 
tidak dapat dipergunakan oleh pengguna (misalnya bencana alam dsbnya).  
Kapabilitas personel Unit Pengelola IFMIS di bidang jaringan komputer, 
antara lain meliputi pemasangan dan pengujian peralatan jaringan komputer, 
pemantauan bandwith, dan pengamanan jaringan. Sedangkan kapabilitas dalam 
pengelolaan server sistem aplikasi antara lain meliputi pemasangan (installation) 
sistem aplikasi, konfigurasi sistem aplikasi dan pemantauan berkala unjuk kerja 
server.    
2.1.5.2 Kapabilitas di Area Proses Bisnis 
Kapabilitas di area proses bisnis meliputi kemampuan dalam rekayasa 
proses bisnis. Proses bisnis merupakan aktifitas-aktifitas utama dalam 





informasi. Proses bisnis merujuk pada sekumpulan logika yang berhubungan 
dengan aktifitas dan perilaku yang dibangun oleh organisasi guna memberikan 
hasil bisnis (Laudon et al., 2012). Proses bisnis adalah serangkaian proses 
(kegiatan) bisnis yang secara bersama memungkinkan penciptaan dan 
pengiriman produk atau layanan organisasi ke konsumen atau pemakainya 
(Gelinas, Sutton, and Fedorowicz, 2004).  
Dalam IFMIS proses bisnis mencakup tiga area utama yaitu penyiapan 
anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan laporan keuangan Negara. 
Hashim dan Allan (2001), menjelaskan beberapa proses bisnis utama dalam 
siklus IFMIS (Gambar 2.3). Siklus IFMIS umumnya berlaku dalam satu tahun 
anggaran.   
 
Gambar 2.3 Siklus IFMIS dalam Manajemen Keuangan Negara 
(Hashim et al., 2001. Hal. 27) 
 
 
Berikut ini penjelasan dari siklus IFMIS tersebut diatas, dalam manajemen 
keuangan Negara menurut Hashim et al., 2001. 





(a) Penyiapan Anggaran (Budget Preparation) 
Secara teknis siklus manajemen keuangan Negara  (IFMIS), diawali dengan 
penyiapan anggaran. Sebelum proses penyiapan anggaran dimulai, terdapat 
sebuah proses tersendiri berupa penyusunan prinsip-prinsip dan kebijakan 
anggaran (Allen et al., 2001). Termasuk didalamnya besaran indikator makro-
ekonomi dsbnya,  namun hal ini tidak dibahas dalam siklus ini.  Penyiapan 
anggaran merupakan sebuah proses penyusunan anggaran pemerintah 
(government budget) atau di Indonesia dikenal dengan nama APBN (Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara). Secara umum penyiapan anggaran 
memasukkan seluruh usulan rencana kerja dan anggaran dari seluruh  
Kementerian dan Lembaga yang berada dalam lingkup yang didanai oleh 
anggaran pemerintah.  Dalam praktek di Indonesia proses penyiapan anggaran, 
dikenal dengan sebutan RKA-KL, atau penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran- Kementerian dan Lembaga. Dalam proses penyusunan anggaran, 
seluruh Kementerian dan Lembaga mengajukan rencana kerja berserta 
anggaran-nya masing-masing, ke Kementerian Keuangan, khususnya ke 
Direktorat Jenderal Anggaran. Kementerian Keuangan kemudian melakukan 
proses penyiapan anggaran dengan melakukan pengecekan kesesuaian usulan 
anggaran dengan area tugas, fungsi, dan tanggungjawab kementerian atau 
lembaga pengguna anggaran. Selanjutnya pengesahan anggaran dilakukan oleh 
parlemen (di Indonesia kewenangan ini ada di DPR). Berdasarkan persetujuan 
parlemen Kementerian Keuangan mengeluarkan daftar anggaran untuk setiap 
Kementerian dan Lembaga pengguna anggaran (Spending Agencies), di 








(b) Manajemen Otorisasi Anggaran (Budget Authorization Management)  
Tahap kedua dalam siklus manajemen keuangan IFMIS adalah manajemen 
otorisasi anggaran. Anggaran yang telah disetujui tersebut (DIPA), oleh 
Kementerian Keuangan didetailkan sesuai dengan klasifikasi tertentu (misalnya 
klasifikasi ekonomi) dan dibagi menjadi 12 bagian yang merepresentasikan bulan 
dalam satu tahun anggaran, serta dikelompokkan dalam empat bulanan atau 
kwartal (apportioned over time). Hal ini kemudian di komunikasikan dengan 
kementerian atau lembaga pengguna anggaran, untuk kemudian masing-masing 
kementerian atau lembaga tersebut, mengomunikasikan porsi alokasi pendanaan 
(allotment) untuk masing-masing satuan kerjanya (spending units) dalam satu 
tahun fiskal, dalam komposisi bulanan.  
Seiring periode berjalan, secara periodik kementerian dan lembaga 
mengajukan permintaan dana sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut Kementerian Keuangan memberikan 
jaminan alokasi dana (warrant allocation). Dimana jaminan alokasi dana ini 
disesuaikan  kondisi hasil reviu anggaran, revisi atas proyeksi penerimaan 
Negara, dan kondisi akhir keuangan Negara. Pengendalian permintaan dana 
juga dilakukan dalam batas anggaran yang telah disetujui sebelumnya (spending 
limits). Dalam kondisi tertentu, Kementerian dan Lembaga sesuai dengan 
Undang-Undang yang berlaku, diperkenankan melakukan transfer dana antar 












(c) Manajemen Komitmen (Commitment of Funds)  
Pada tahap ini, sebagai bentuk realisasi penggunaan anggaran, setiap 
pengguna anggaran mengajukan sebuah inisialisasi penggunaan anggaran, 
yang umumnya dalam manajemen keuangan Negara dikenal dengan istilah 
komitmen. Komitmen secara khusus, menunjukkan bahwa setiap pemakai 
anggaran, akan memenuhi pemakaian anggaran yang telah direncanakan 
sebelumnya (DIPA), dan siap mempertanggungjawabkan pemakaian anggaran, 
sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Bentuk komitmen ini berupa 
pengajuan data pemasok (supplier) dan seluruh dokumen kontrak (yang 
menunjukkan terjadinya initialisasi pembelian barang atau jasa) oleh pengguna 
anggaran. Dokumen pemasok atau kontraktor secara umum meliputi identitas 
masing-masing, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Nomer Rekening dan Bank, 
serta identitas lainnya yang diperlukan. Dalam praktek di dunia bisnis, komitmen 
ini mirip dengan pengajuan order pembelian (purchase order), dimana 
kesepakatan awal sudah dicapai antara pembeli (pengguna anggaran) dengan 
penjual (kontraktor/supplier), namun proses pelaksanaan pengiriman atau 
pelaksanaan pekerjaan belum dimulai. Komitmen ini akan dipergunakan oleh 




(d) Manajemen Pembayaran dan Penerimaan (Payment and Receipt 
Management)  
 
Seiring dengan berjalannya tahun anggaran, pada tahap ini, masing-masing 
satuan kerja didalam kementerian pengguna anggaran, mengirimkan tagihan 
sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh 





dikenal dengan nama SPM (Surat Perintah Membayar). Seluruh tagihan yang 
masuk, akan dipergunakan oleh Kementerian Keuangan (pada siklus 
Manajemen Kas) untuk menyusun kebutuhan dana (cash requirement) jangka 
pendek (misalnya  3 atau 4 bulan).  
Berdasarkan jatuh tempo masing-masing tagihan, akan dibuatkan perintah 
pembayaran (di Indonesia dikenal dengan nama SPPD atau SP2D- Surat 
Perintah Pencairan Dana). SP2D akan dikirim ke Bank pembayar (operational 
bank) atau Bank komersial (commercial bank) (Hashim et al., 2001), sesuai 
dengan bank dimana rekening supplier atau kontraktor didaftarkan. Mekanisme 
pembayaran ini dilakukan dengan pemindahan sejumlah uang (sesuai SP2D) 
dari rekening pemerintah di Bank pembayar ke rekening pemasok. Bank 
pembayar adalah Bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan 
pembayaran ke rekanan pemerintah, dengan persetujuan pemerintah. Di 
Indonesia hal ini dilakukan oleh Menteri Keuangan sebagai BUN (Bendahara 
Umum Negara), dengan pelaksana teknis DJPBN (Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Negara). Salinan SP2D juga dikirim ke pemasok, dan satuan 
kerja Kementerian dan Lembaga yang bersangkutan.  
Penerimaan Negara, yang umumnya diproses pada tahap ini adalah 
penerimaan yang bersumber dari pajak dan potongan lainnya. Misalnya bagi 
pembayaran ke pemasok yang memiliki potongan pajak, maka dalam SP2D yang 
diterbitkan akan disertakan besar potongan pajaknya. Selanjutnya Bank 
pembayar akan memotong sejumlah pajak tersebut, dan menyetorkannya ke 
rekening Keuangan Negara di Bank Sentral (di Indonesia Bank Sentral adalah 








(e) Manajemen Kas (Cash Management)  
Manajemen Kas merupakan mekanisme perencanaan dan pengeluaran kas 
guna mengefektifkan dan mengefisienkan dana anggaran. Mekanisme 
manajemen kas digunakan untuk mengontrol dana anggaran, menerapkan 
anggaran secara efisien, meminimalkan biaya dari pinjaman pemerintah, dan 
memaksimalkan kesempatan atau kemanfaatan dari biaya yang telah 
dikeluarkan untuk pengelolaan sumberdaya (opportunity cost) (Allen. et.al, 2001). 
Manajemen Kas berhubungan dengan Manajemen Komitmen dan Manajemen 
Pembayaran. Manajemen Komitmen mendorong Manajemen Kas melakukan 
perencanaan kebutuhan dana (alokasi dana) guna mencukupi tagihan yang akan 
muncul pada saat pembayaran akan dilakukan di kemudian hari. Rencana 
kebutuhan dana ini kemudian di komunikasikan ke Bank Sentral, untuk dilakukan 
pemindahan dari rekening pemerintah di Bank Sentral ke rekening pemerintah 
(temporary) di Bank pembayar.  
Dalam kondisi tertentu, menyangkut likuiditas keuangan Negara, 
Manajemen Kas juga dapat menghasilkan kebijakan dalam penundaan atau 
pengalihan anggaran (dalam program kerja satuan kerja yang sama) pada tahun 
fiskal berjalan sesuai Undang Undang. Hal ini diatur dalam mekanisme 
virements. Pada tahun anggaran yang sama, Manajemen Kas juga dapat 
mendorong adanya pemotongan atau penambahan anggaran, akibat proyeksi 
defisit fiskal tahun berjalan. Mekanisme perubahan anggaran, khususnya pada 
besar anggaran yang telah disetujui sebelumnya, dilakukan dengan persetujuan 
parlemen. Di Indonesia hal ini dilakukan dengan pengajuan APBN-P (APBN-
Perubahan). Dalam siklus manajemen keuangan Negara, hal ini akan mengubah 





komitmen), dan selanjutnya akan merubah otorisasi anggaran (Hashim et al., 
2001). 
 
(f) Manajemen Utang dan Bantuan (Aid and Debt Management)  
Pada tahap ini, manajemen utang dan bantuan dikelola melalui koordinasi 
dengan Manajemen Kas.  Pada mekanisme koordinasi ini, pengawasan 
kebutuhan likuiditas (current and forecast liquidity) berinteraksi dengan program 
pinjaman dan penerbitan pinjaman jangka pendek pemerintah (short-term 
government securities) (Hashim et al., 2001).  Utang dan bantuan secara umum 
merupakan komponen pendukung dalam postur keuangan sebuah Negara.  
Hashim et al., (2001), menjelaskan bahwa manajemen utang memiliki dua aspek 
yaitu, pertama operasi peminjaman oleh Bank Sentral sebagai bagian dari 
kebijakan keuangan (monetary policy), dan kedua, peminjaman yang dilakukan 
pemerintah yang terkait dengan defisit fiskal. Dalam konsep IFMIS, pencatatan 
(register) terhadap   seluruh rincian pinjaman dan bantuan, baik dalam hal 
pencairannya (disbursement) dilakukan dengan mekanisme yang mirip seperti 
pada manajemen komitmen. 
 
(g) Reviu Anggaran dan Pelaporan Keuangan (Budget Review and Fiscal 
Reporting)  
 
Dengan sistem informasi IFMIS secara periodik laporan fiskal yang secara 
komprehensif menyajikan seluruh penerimaan dan pembiayaan di hasilkan. 
Secara umum, dalam kondisi operasional seluruh laporan dan reviu dapat 
dilakukan setiap waktu, bila dibutuhkan. Dalam sistem informasi keuangan yang 
dibangun dengan basis ERP, laporan keuangan yang dihasilkan dengan 





Bagan Akun Standar (BAS) merupakan salah satu elemen terpenting dalam 
meng-konfigurasi-kan sistem informasi IFMIS, disamping aturan akuntansi-nya 
(business rule). Hal ini sangat mendasar, karena akan mempengaruhi seluruh 
bentuk pelaporan keuangan (fiscal report) yang akan dihasilkan dari IFMIS. BAS 
dalam IFMIS umumnya disusun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing 
Negara, misalnya memasukkan sumber dana, organisasi pengguna anggaran, 




(h) Audit dan Evaluasi (Audit and Evaluation)  
Secara umum audit terhadap seluruh transaksi IFMIS dilakukan oleh bagian 
audit tersendiri (government audit). Dalam mekanisme audit transaksi IFMIS, 
secara internal dilakukan oleh bagian audit tersendiri dalam Kementerian 
Keuangan sebuah Negara (Internal Audit). Sedangkan secara eksternal,  
dilakukan oleh sebuah lembaga audit Negara (Supreme Government Audit), 
seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Indonesia. 
2.1.5.3 Kapabilitas di Area Sistem Aplikasi  
Kapabilitas di area sistem aplikasi, merupakan seluruh kemampuan dalam 
pengelolaan sistem sehari-hari. Termasuk dalam kapabilitas sistem aplikasi 
adalah administrasi sistem aplikasi secara keseluruhan, dan administrasi pada 
setiap modul sistem aplikasi. Kapabilitas dalam administrasi sistem aplikasi 
meliputi antara lain, manajemen pengguna sistem termasuk didalamnya set-up  
User-ID untuk login, password, dan sebagainya. Administrasi modul sistem 
aplikasi merupakan kapabilitas dalam pengoperasian fungsi-fungsi sistem 





dalam masing-masing modul (internal), maupun yang terkait dengan fungsi antar 
modul (cross-module). 
Dalam sistem IFMIS terdapat beberapa modul yang umumnya dijumpai dari 
hasil kustomisasi berdasarkan proses bisnis IFMIS yaitu, Modul Perencanaan 
atau Penyiapan Anggaran (Budget Preparation Module),  Modul Manajemen 
Otorisasi Anggaran (Budget Authorization Management Module),  atau dalam 
beberapa sistem IFMIS dikenal juga dengan Spending Authority Module, Modul 
Manajemen Komitmen (Commitment Management Module), Modul Manajemen 
Kas (Cash Management Module), Modul Pembayaran (Payment Module), Modul 
Penerimaan (Receipt Module), Modul Manajemen Hutang (Debt Management 
Module), Modul Manajemen Bantuan (Aid Management module), dan Modul 
Pelaporan Keuangan Pemerintah (Financial Government Report Module).  
2.1.6 Konsep dan Metode Pengembangan Kapabilitas Unit Pengelola 
IFMIS 
Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa setiap posisi personel yang 
ada pada Unit Pengelola IFMIS, harus didukung oleh kapabilitas yang sesuai 
dengan peran dan tanggungjawabnya. Dan setiap kapabilitas dari masing-
masing posisi tersebut harus memiliki standar kompetensi. yang disyaratkan oleh 
peran dan tanggungjawabnya. Pengembangan kapabilitas sangat erat 
hubungannya dengan kompetensi. Hamel dan Prahalad (1990), memberikan 
perhatian khusus pada proses pembelajaran kolektif dalam organisasi, guna 
mengembangkan integrasi keahlian dan teknologi. Konsep kompetensi inti (core 
competences) berhubungan dengan cara organisasi (firms) dalam belajar dan 
mengumpulkan keahlian baru dalam membangun kapabilitas organisasi. Dalam 





kapabilitas. Konsep pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS 
menekankan pada pembangunan kompetensi sesuai dengan posisi masing-
masing. Pengembangan kapabilitas berbasis kompetensi (competency 
approach),  memperhatikan keseluruhan aspek dari manajemen individu sebagai 
sebuah elemen yang terintegrasi dari sistem manajemen kinerja, dan 
menunjukkan perubahan budaya yang menekankan self-direction dan 
tanggungjawab dan upaya mencapai kemampuan terbaik dari pada sekedar 
unjuk-kerja yang standar (Horton, Hondeghem, and Farnham, 2002).  
Penerapan IFMIS yang selalui disertai dengan penerapan manajemen 
perubahan, turut mempengaruhi metode pengembangan kapabilitas Unit 
Pengelola IFMIS. Metode pengembangan kapabilitas dapat dimulai dengan 
pembentukan pola pandang dan pola pikir tentang perlunya sebuah perubahan 
(why), kemudian diikuti dengan yang bagaimana melakukan perubahan tersebut 
dengan ERP (what and how). Covey (1989) menegaskannya dengan kalimat 
yang sangat terkenal ―All things are created twice‖. Kalimat tersebut 
menggambarkan bahwa mental creation atau pembentukan pola pikir dan 
pandang mengenai sebuah perubahan sangat penting untuk ditanamkan terlebih 
dahulu, sebelum physical creation, atau pengembangan kapabilitas berupa 
pengetahuan, keahlian dan aspek lainnya di lakukan.  
Infosys (2011) mengilustrasikan pengembangan kapabilitas dalam tiga 
tingkat utama (gambar 2.4) yang disebut sebagai mental model for knowledge 
hierarchy. Pengetahuan mengenai konsep perlu di sampaikan di awal, diikuti 
pengetahuan yang lebih tinggi, dan yang ketiga adalah variasi dalam penerapan 
pengetahuan. Pengetahuan tentang konsep dalam penerapan IFMIS dapat 





keterkaitan data dan informasi antar proses bisnis. Pengetahuan yang lebih 
tinggi (advanced) dapat berupa pengenalan praktikal, bagaimana sistem bekerja 
sesuai dengan aliran proses secara umum. Sedangkan variasi penerapan 
berupa penanganan masalah khusus terkait dengan data, memperbaiki transaksi 
yang salah, pembatalan transaksi, dan hal-hal lainnya yang sangat variatif.  
 
Gambar 2.4 Mental model for knowledge hierarchy  (Infosys, 2011, Hal. 9) 
 
Metode pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS juga harus 
memperhatikan tingkat pengetahuan IT, yang rata-rata secara fundamental 
umumnya telah dimiliki oleh personel Unit Pengelola IFMIS yang direkrut. Karena 
itu metode pengembangan kapabilitasnya sangat berbeda dengan metode 
pengembangan kapabilitas pengguna. Dimana pengguna umumnya tidak 
memiliki dasar pengetahuan IT yang setingkat dengan anggota Unit Pengelola 
IFMIS.  Memperhatikan tingkat pengetahuan IT rata-rata yang dimiliki oleh setiap 
anggota Unit Pengelola IFMIS, serta tantangan kedepan dimana setiap anggota 
harus mampu secara mandiri dan berkesinambungan mengembangkan 





learning), dipergunakan dalam konsep pengembangan kapabilitas. Prinsip 
pembelajaran untuk dewasa, menekankan pada kemampuan belajar mandiri 
(self-directed), mempergunakan materi pelatihan yang bersifat praktis 
disesuaikan dengan proses pekerjaan yang akan dijalankan kelak (Lieb, 1991). 
Adult learning juga menekankan pada sisi cara pandang dan polapikir (mindset), 
dimana alasan dan latarbelakang dalam melakukan sebuah pekerjaan menjadi 
bagian yang perlu dijelaskan sebelum proses pelaksanaannya. Dengan prinsip 
ini metode pembelajaran yang dibangun menggunakan sistem secara langsung 
(hands-on), diskusi masalah dan pemecahan langsung dilapangan, dan simulasi. 
Adult Learning pada saat yang sama juga menekankan manajemen perubahan 
sebagai inti dalam pembelajaran (Rogers, 2007).   
Pengelolaan IFMIS yang memerlukan pola kerjasama team (team-work), 
dilakukan sesuai prosedur atau manual pelaksanaan, kolaborasi, dan menuntut 
pemecahan masalah dalam beberapa tindakan dengan berbasis pada 
pengetahuan (knowledge-based), yang merupakan respon terhadap sistem yang 
sedang berjalan, maupun terhadap permintaan dan pertanyaan pengguna. 
Karena itu metode pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS juga harus 
merefleksikan kejadian sesungguhnya dalam operasional pengelolaan sehari-
hari.  
Pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS sangat tergantung pada 
kesiapan sistem aplikasi IFMIS dan seluruh infrastruktur pendukungnya. Sistem 
informasi IFMIS secara utuh (fixed), diperoleh setelah proses UAT (User 
Acceptance Test), yaitu pengujian oleh perwakilan pengguna terhadap 
keseluruhan fungsi operasional sistem (gambar 2.5). Dengan 





dalam penentuan waktu atau periode proses pengembangan kapabilitas ini, yaitu 
dilakukan secara paralel dengan proses penerapan IFMIS (dalam hal ini periode 
kustomisasi), atau dilakukan setelah sistem aplikasi siap (telah melewati seluruh 
pengujian sistem). Pilihan kedua merupakan pilihan yang jarang diambil oleh 
sebuah organisasi dalam penerapan ERP secara umum, dan IFMIS khususnya, 
karena organisasi harus menunggu proses pelatihan Unit Pengelola IFMIS 
sebelum sistem di operasionalkan. Hal ini sangat beralasan mengingat secara 
psikologis dan ekonomis, segera setelah proses kustomisasi selesai dan sistem 
















Gambar 2.5 Fase penerapan IFMIS secara umum (Sumber : Data diolah)  
Proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS yang dilakukan 
secara paralel dengan proses kustomisasi, memiliki beberapa tantangan yang 
harus dipertimbangkan. Organisasi perlu memperhatikan dengan cermat fase 
penerapan IFMIS, dalam mengatur periode, program dan aktifitas 
pengembangan kapabilitas. Organisasi perlu memisahkan program pelatihan 
teknis dan non teknis yang berhubungan dengan kapabilitas setiap anggota Unit 
Pengelola IFMIS. Kedua bentuk pelatihan ini dapat dikelolah dengan 


















































Gambar 2.6 Diagram metode pengembangan kapabilitas Unit Pengelola 
IFMIS 
 
Berdasarkan penjelasan diatas konsep pengembangan kapabilitas Unit 
Pengelola IFMIS menekankan pada peningkatan kompetensi individu dari setiap 
anggota, berdasarkan pada peran dan tanggungjawab dari posisi masing-masing 
dalam struktur organisasi Unit Pengelola IFMIS. Sedangkan metode 
pengembangan kapabilitas yang dipergunakan didasarkan pada beberapa hal 
yaitu: 
1. Mempergunakan konsep manajemen perubahan sebagai konsep dasar 
metode pengembangan 
2. Secara paralel mengikuti proses penerapan IFMIS 
3. Menggunakan proses pelatihan ERP yang memberikan pengetahuan 
proses bisnis dan dilanjutkan dengan pelatihan praktikal secara 
langsung, serta proses pelaksanaan pengelolaan ERP yang 
mengedepankan team-work, dan kolaboratif. 





5. Mengadopsi prinsip adult learning yang menekankan self-directed.  
6. Mempertimbangkan periode (lamanya ) proses penerapan IFMIS. 
 
2.1.7 Proses Pengembangan Kemampuan Teknis Operasional Unit 
Pengelola IFMIS 
Kemampuan teknis operasional adalah inti dari pengembangan kapabilitas 
Unit Pengelola IFMIS dalam fungsinya sebagai pengelola IFMIS. Dalam 
beberapa penelitian sebelumnya proses pelatihan, pembelajaran formal dan 
informal, secara konsisten teridentifikasi merupakan faktor sukses yang kritikal 
(critical success factors)  dalam penguasaan sistem ERP (Esteves and Pastor, 
2001; Umble, Haft  and Umble, 2003; Amoako-Gyampah, 2004; Alouah et al., 
2010). 
Pendekatan yang ditempuh dalam proses pengembangan kapabilitas Unit 
Pengelola IFMIS juga sangat dipengaruhi oleh area kapabilitas masing-masing. 
Area Infrastruktur misalnya dapat lebih segera melakukan pelatihan dasar, tanpa 
menunggu selesainya kustomisasi ERP-COTS (IFMIS). Dalam kondisi yang 
memungkinkan, area Proses Bisnis bahkan dapat melakukan pelatihan dasar 
sebelum proses BPR (Business Process Reengineering) dilaksanakan. 
Selanjutnya pelatihan anggota area Proses Bisnis, dapat dilanjutkan dengan 
pemahaman mendalam melalui on-the job training sebagai tandem (co-team) 
konsultan BPR pada saat BPR dilaksanakan. Sedangkan proses pengembangan 
kapabilitas personel di area Sistem Aplikasi, perlu di sinkronisasikan dengan 
kondisi atau status kustomisasi ERP-COTS. Hal ini dapat dilakukan dengan 
menyiapkan agenda pelatihan dasar, dengan memperhitungkan tingkat 





segera diikuti dengan pelatihan yang mempergunakan sistem informasi hasil 
kustomisasi.  
Pengembangan kemampuan teknis bagi Unit Pengelola IFMIS yang 
dilakukan melalui pelatihan atau training, sangat berperan dan memastikan 
pemakai ERP (disemua tingkatan, termasuk pengelola), agar dapat menjalankan 
(mengoperasikan) sistem ERP secara benar (Schaffer and Scherer, 2000).  
Melalui pelatihan seluruh fungsi IFMIS, prosedur dan tahapan pelaksanaan  
IFMIS, dapat dipahami, khususnya pada sisi praktikalnya. Dalam beberapa 
penelitian mengenai faktor-faktor kritis dalam implementasi ERP, strategi 
pelatihan (baik pendekatan yang ditempuh maupun program pelatihan yang 
dikembangkan), menempati salah satu faktor yang sangat krusial, seperti halnya 
pengelolaan perubahan (managing change), faktor manajemen proyek, 
dukungan manajemen dan keikutsertaannya dalam keseluruhan proyek, serta 
pendefinisian proses bisnis dan kebutuhan bisnis (Mashari et. al, 2003; Mohan, 
2003; Mabert et. al, 2003).  
Pelatihan teknis dalam sebuah proyek penerapan ERP, tidak hanya 
mengadaptasikan pemakai pada sebuah sistem ERP baru, tetapi juga membantu 
proses perubahan organisasi (Esteves, Pasto, and Casanovas, 2002).  Esteves 
et.al, (2003), lebih jauh menyatakan, bahwa pelatihan dapat membantu 
pengguna (dan pengelola) ERP untuk mendapatkan pengetahuan mengenai 
sistem ERP, sebelum Go-Live (periode operasional IFMIS), sehingga 
mengurangi ketidakpastian (mengenai apa yang harus dilakukan pengguna atau 
pengelola), dan menyertakan pengguna (dan pengelola) dalam bentuk partisipasi 





Kompleksitas dalam penerapan ERP, dan karakteristik penerapan yang 
kadang berbeda antara organisasi satu dengan organisasi lainnya memerlukan 
pendekatan yang berbeda, termasuk dalam pelatihan pengguna dan unit 
pengelola-nya. Dalam IFMIS, perbedaan dalam pendekatan pelatihan tentunya 
akan berbeda antara satu Negara dengan Negara lainnya. Pemilihan pendekatan 
(rencana) pendidikan dan pelatihan merupakan tantangan tersendiri dalam 
penerapan ERP (Mashari et.al, 2003). Model yang berbasis kompetensi 
(competency model) dapat dipergunakan dalam pengembangan kapabilitas unit 
pengelola ERP (Albadri and Abdallah, 2009).  
Sumber utama kompetensi dalam pengembangan kapabilitas  Unit 
pengelola IFMIS adalah dari para implementer IFMIS, baik individu maupun 
organisasi yang berfungsi sebagai implementer. Karena itu transfer pengetahuan  
(knowledge transfer) dan transfer keahlian (expertise transfer), menjadi hal yang 
sangat penting untuk dikelola dengan baik dalam proses pengembangan 
kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, khususnya dalam hal komitmen implementer. 
Pelatihan adalah sarana yang tepat bagi transfer keahlian. Menurut Albadri et al., 
(2009), siklus sebuah pelatihan, minimal memiliki tahapan proses seperti 
identifitikasi kebutuhan pelatihan, perancangan (design) solusi pelatihan, 
pelaksanaan pelatihan dan evaluasi dari pelatihan yang diberikan.   
Menurut Noe (2002), identifikasi kebutuhan pelaltihan atau dikenal pula 
dengan TNA (Training Need Analysis) adalah hal yang paling utama yang harus 
dilakukan sebelum memulai merancang sebuah pelatihan. Dalam konteks Unit 
Pengelola IFMIS, TNA harus dapat memberikan kompetensi apa saja yang 
diperlukan untuk dua peran utama, yaitu sebagai pengelola sistem dan sebagai 





berdasarkan karakteristik ERP yang dibangun dalam bentuk modul. Sedangkan 
untuk peran kedua yaitu pelatih para pengguna, sangat tergantung pada peran 
setiap pengguna. Karena itu peran (role) setiap pengguna perlu di identifikasi 
terlebih dahulu.  
 
2.1.7.1 Perancangan pelatihan dalam Pengembangan Kemampuan Teknis 
Operasional IFMIS 
 
Kemampuan teknis operasional IFMIS atau ERP (ERP-COTS) memerlukan 
metode pelatihan yang menggabungkan pengetahuan mengenai konsep kerja-
sistem atau proses bisnis dan cara menjalankan sistem (tahapan pelaksanaan). 
ERP tidak dapat dipelajari hanya dengan memahami cara menjalankannya saja. 
ERP memiliki proses bisnis yang dikode-kan (coding) dalam aplikasi yang 
bersifat executable. Tata cara memasukkan data (data entry) dan hasil dapat 
dengan mudah di pahami, namun proses dan formula yang dipergunakan yang  
dilakukan oleh coding tidak ditampilkan. Karena itu   dalam pelatihan ERP, 
mempelajari proses bisnis dan cara menjalankan aplikasi adalah dua hal yang 
tak terpisahkan. Hal ini juga mengharuskan pelatihan terhadap konsep (proses 
bisnis) dilakukan lebih dulu diikuti dengan pelatihan teknikal. Proses bisnis, 
aturan dan regulasi, yang terkait dengan peran (role) dari pengguna IFMIS 
sangat  diperlukan, disamping kemampuan teknis pelaksanaan sistem aplikasi 
IFMIS (Diamond et al., 2005). 
Sebuah ERP secara umum di buat (develop) dalam bentuk modul yang 
terintegrasi, misalnya Oracle EBS Financials terdiri atas lima  modul yaitu AP 
(Account Payable), AR (Account Receivable), CM (Cash Management), GL 





tersedia adalah dalam bentuk modul atau Module-Based Training (MBT). Namun 
konsep pelatihan ini, menjadi tidak sesuai ketika ERP diterapkan di sektor area 
publik. Kewenangan dalam otorisasi sebuah transaksi yang umumnya ada pada 
satu departemen, seperti  yang dijumpai di sektor bisnis, di sektor publik hal 
tersebut sering dijumpai tersebar pada beberapa unit. Pola integrasi pada unit 
(agencies) dan sistem di sektor publik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis 
(private) ini, membutuhkan pendekatan dan model yang berbeda (Wagner and 
Antonucci, 2004), khususnya dalam pelatihannya.  Hal ini mengharuskan 
pengguna untuk memahami konsep integrasi atau cross-module yang ada. 
Sebagai contoh seorang pengguna di sebuah unit yang melakukan pembayaran 
dengan modul AP, harus mengetahui posisi keuangan (kas) yang dikelola di 
modul CM. Karena itu guna mendukung efektifitas pelatihan, pengelola IFMIS 
sebagai pelatih pengguna, perlu melakukan konfigurasi ulang materi pelatihan 
yang berbasis modul (MBT), ke dalam bentuk konfigurasi berbasis peran 
pengguna (Role-Based Model). 
Jumlah dan kompleksitas variasi jenis transaksi yang terjadi pada 
pengelolaan keuangan Negara sangat banyak. Untuk memudahkan pelatihan 
terhadap setiap jenis transaksi, diperlukan sebuah skenario yang mewakili 
masing-masing transaksi keuangan. Skenario menggambarkan tahapan dan 
peng-inputan (data entry) setiap transaksi keuangan termasuk hasil (output) yang 
dikehendaki. Secara umum dalam pelatihan ERP, peralatan utama (instance 
server) yang dipergunakan untuk operasional sesungguhnya tidak 
memungkinkan untuk dipergunakan sebagai peralatan pelatihan. Karena itu 
diperlukan sebuah peralatan yang merepresentasikan kondisi riil dari peralatan 





Pelatihan teknis operasional ERP juga dapat dilakukan dengan sebuah simulasi 
(Alouah et al., 2010). Namun dari pengalaman, simulasi bukanlah cara yang 
efektif untuk melatih, para pengguna lebih menginginkan sebuah pengalaman 
langsung mempergunakan sistem (hands-on experience) dengan data 
sesungguhnya dalam lingkungan sandbox  (Bearing Point, 2004).  Simulasi 
memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai tahapan proses untuk 
setiap pelaksanaan fungsi sistem, dan memberikan kejelasan mengenai tindakan 
apa saja yang harus dilakukan terkait dengan respon sistem, terhadap setiap 
inputan (data maupun pelaksanaan tahapan proses).  
2.1.7.2 Pelaksanaan pelatihan dalam Pengembangan Kemampuan Teknis 
Operasional IFMIS 
Pelaksanaan pelatihan merupakan sebuah proses yang dimaksudkan untuk 
memastikan proses pembelajaran dan transfer pengetahuan berjalan baik 
(Albadri et al., 2009). Efektifitas pelaksanaan pelatihan sangat tergantung pada 
kehadiran para peserta, karena itu team pelaksana pelatihan harus selalu 
berkomunikasi dengan para peserta pelatihan, untuk memastikan kehadirannya. 
Komunikasi dibutuhkan untuk menangani isu-isu penting dalam penerapan ERP, 
khususnya pelatihan (Aleen, Kern, and Havenhand, 2002). Hal lain yang perlu 
dipertimbangkan dalam pelaksanaan pelatihan adalah kesiapan infrastruktur 
(seperti jaringan LAN, WAN), kesiapan seluruh skenario pelatihan hands-on, 
setting-up instance server dan kesiapan data (dummy data) yang dipergunakan 
dalam pelatihan. Sering dijumpai kegagalan infrastruktur, baik karena kegagalan 
peralatan jaringan dan internet down, menjadi kendala utama dalam pelatihan 
ERP, khususnya pada sistem IFMIS di Indonesia yang mengandalkan koneksi 





mengingat data yang disiapkan harus mengikuti skenario yang akan 
dipergunakan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelatihan ERP adalah 
kesiapan para pelatih, yang umumnya berasal dari para implementer atau vendor 
(pemasok yang melakukan kustomisasi ERP-COTS), dan fasilitas pelatihan 
(seperti ruangan, dan media pembelajaran yang mencukupi). 
Dalam penerapan ERP di area bisnis, Unit Pengelola yang disiapkan, 
umumnya mempunyai fokus tanggungjawab hanya pada pengelolaan ERP, 
dukungan kepada pengguna dan hal yang berhubungan dengannya. Hal yang 
sama seharusnya dilakukan pada penerapan di area pelayanan publik, seperti 
halnya dalam penerapan IFMIS. Namun bila anggota Unit Pengelola tersebut 
masih memiliki tanggungjawab pekerjaan harian, maka pelaksanaan pelatihan 
harus disesuaikan dengan waktu kerja masing-masing anggota. Dukungan 
manajemen sangat diperlukan dalam hal memastikan seluruh anggota Unit 
Pengelola IFMIS, dapat hadir sesuai dengan jadwal pelatihan. Karena sering kali 
proses pelatihan terkendala pada proses mengumpulkan setiap peserta sesuai 
dengan waktu pelaksanaan pelatihan (Williams and Williams, 2007). 
Proses pelatihan ERP, juga harus memperhatikan kemampuan penerimaan 
setiap anggota, karena penerapan ERP mengharuskan setiap anggota Unit 
menerima sebuah pengetahuan baru yang kompleks, mereka harus belajar untuk 
mengatasi perubahan organisasi yang disebabkan oleh penerapan ERP (Robey, 
Ross and Boudreau, 2002), disamping sisi teknikal ERP itu sendiri. Dalam hal ini 
proses pelatihan ERP, khususnya dalam penerapan IFMIS dapat dibuat lebih 
beragam, guna mengurangi tingkat kompleksitas, misalnya dengan membagi 






Pelatihan dalam penerapan ERP, juga dapat dilakukan dengan mengadopsi 
pola yang umum dilakukan dalam proses pengembangan sumber daya manusia 
seperti OJT (On-the-Job Training). Dalam penerapan ERP terdapat beberapa 
model OJT yang dapat dilakukan yaitu On-the-Job Reinforcement (Medsker and 
Holdsworth, 2001), yang secara  khusus diterapkan dalam hal perubahan 
perilaku penggunaan sebuah sistem. Dalam hal ini On-The-Job Reinforcement 
merupakan sebuah pelatihan pemodelan perilaku, dimana peserta (trainee) akan 
diminta untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian barunya (yang 
diperoleh dari pelatihan sebelumnya) oleh si pelatih (trainer), kemudian pelatih 
akan membantu peserta dalam mendiagnosis situasi kritikal dari pekerjaannya 
tersebut, dan menjadikan apa yang telah dilakukan sebagai sebuah model 
pelaksanaan pekerjaan bagi seluruh peserta lainnya. Model OJT yang lain 
adalah Handholding, dalam model ini si pelatih akan langsung memberikan 
contoh pelaksanaan sebuah pekerjaan, peserta berdasarkan keahlian baru hasil 
pelatihan sebelumnya, akan melakukan pencocokan prosedur dan berinteraksi 
dengan si pelatih untuk memastikan pemahamannya, setelah itu peserta akan 
melakukan pekerjaan selanjutnya dengan pola yang sama sesuai dengan apa 
yang telah dicontohkan.  
2.1.7.3 Evaluasi Pelatihan dalam Pengembangan Kemampuan Teknis 
Operasional IFMIS 
Evaluasi pelatihan menyangkut proses pengumpulan hasil dan dampak dari 
pelatihan untuk menentukan efektifitas pelatihan (Noe, 2010). Menurut 
Kirkpatrick dan Kirkpatrick (2006) evaluasi pelatihan dimaksudkan untuk 
menentukan apakah sebuah pelatihan yang telah dilakukan, akan dilanjutkan 





tahap berikutnya. Evaluasi pelatihan harus meliputi seluruh aspek, yaitu 
manajemen pelaksanaan pelatihan, proses pelatihan (baik di kelas maupun 
hands-on), peserta, pelatih serta aspek materi pelatihan. Aspek Manajemen 
pelaksanaan pelatihan meliputi persiapan kebutuhan pelatihan, undangan ke 
seluruh peserta, dan sisi administratif lainnya. Aspek peserta menyangkut reaksi 
dan pendapat peserta, terhadap proses pelaksanaan pelatihan dan tingkat 
pencapaian peserta. Aspek pelatih meliputi kemampuan penyampaian materi, 
manajemen suasana kelas, dan kemampuan dalam mengendalikan isu yang 
berkembang dalam proses transfer pengetahuan di kelas, maupun transfer 
keahlian pada saat hands-on. 
Berdasarkan waktu pelaksanaan evaluasi pelatihan, terdapat dua model 
evaluasi yaitu evaluasi formatif (formative evaluation) dan evaluasi sumatif 
(summative evaluation) (Noe, 2010). Evaluasi formatif dilakukan pada saat 
program dan agenda pelatihan dirancang, diawal dan ketika pelatihan 
berlangsung. Menurut Noe (2010), evaluasi formatif memastikan sebuah 
pelatihan dikelola dan dijalankan secara lancar, dan mengetahui tingkat 
kepuasan dan pembelajaran peserta pelatihan. Sedangkan evaluasi sumatif 
dilakukan diakhir pelatihan, guna memperoleh gambaran mengenai hasil 
pelatihan, seperti tingkat pengetahuan, keahlian, sikap dan perilaku (attitude and 
behavior), dan tujuan-tujuan lain dari pelatihan yang telah ditentukan 
sebelumnya. 
Dalam pelatihan ERP, terutama yang terkait dengan kemampuan peserta 
(Unit Pengelola IFMIS), yang harus dapat memenuhi kebutuhan penerapan 
IFMIS (dalam hal ini tahapan Go-Live), maka pelatihan tentang keseluruhan 





Kegagalan Unit Pengelola IFMIS dalam memastikan seluruh proses dalam 
tahapan Go-Live berjalan baik, akan memberikan dampak negatif pada proses 
penerapan IFMIS, khususnya pada penundaan proses Go-Live dan menurunnya 
semangat dan harapan pengguna. Terkait dengan hal ini evaluasi formatif sangat 
penting dalam memastikan kualitas hasil pelatihan.  
Kualitas kemampuan akhir peserta pelatihan ERP, adalah hal yang sangat 
kritikal, karena itu evaluasi pelatihan yang fokus pada proses peningkatan 
kualitas peserta perlu dilakukan secara khusus. Evaluasi four-level atau 
Kickpatrick Model (Kickpatrick and Kickpatrick, 2006), sangat sesuai untuk 
mengevaluasi peran dan proses peningkatan kemampuan peserta dalam proses 
pelaksanaan pelatihan. Kickpatrick Model memiliki empat tingkatan yaitu, 
Reaction, Learning, Behavior dan Result.  Evaluasi reaksi (reaction) dan hasil 
belajar (learning) dilakukan pada saat pelatihan dilakukan, sedangkan evaluasi 
terhadap perubahan perilaku (behavior) dan hasil pelatihan (result) dilaksanakan 
setelah proses pelatihan selesai dilakukan, dan peserta kembali ke tempat kerja 
masing-masing, atau melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan pelatihan 
dilakukan. Gambar 2.7 menunjukkan Kirkpatrick Model yang diperbaruhi di tahun 
2010 (USOPM, 2011). 






(a) Level 1 : Reaction 
Pada tingkat ini, reaksi peserta pelatihan di evaluasi, khususnya pada 
keterlibatan peserta (antusiasme, partisipasi, motivasi), tingkat kepuasan peserta 
terhadap program dan agenda pelatihan, dan relevansi pelatihan dengan 
kebutuhan organisasi. Reaksi dari peserta harus diukur pada keseluruhan 
program pelatihan untuk dua alasan, yaitu agar peserta mengetahui, bahwa 
pelatih menilai dan menghargai reaksi mereka, dan untuk mendapatkan saran 
perbaikan (Kirkpatrick et.al , 2006).   
  
(b) Level 2 : Learning 
Learning dapat didefinisikan sebagai kelanjutan dari tingkat sebelumnya 
(reaksi), dimana terjadinya perubahan pada sikap peserta, meningkatnya 
pengetahuan dan  keahlian peserta, sebagai hasil dari keikutsertaannya dalam 
program pelatihan (Kirkpatrick, et al., 2006). Evaluasi pelatihan pada tahap ini 
diarahkan untuk melihat tingkat pengetahuan dan keahlian yang telah dicapai, 
komitmen dan kepercayaan diri setiap peserta dalam menerapkan hasil 
pelatihan.     
 
(c) Level 3 : Behavior 
Setelah pelatihan selesai, setiap peserta akan kembali ke tempat kerja 
masing-masing. Untuk melihat hasil pelatihan, evaluasi perilaku setiap peserta 
perlu dilakukan guna melihat perubahan yang terjadi pada perilaku kerja, sesuai 
dengan pengetahuan, keahlian dan pelatihan sikap yang telah diberikan. 
Kirkpatrick et al., (2006) menyatakan bahwa untuk dapat menilai perubahan 
perilaku, organisasi harus memberikan kesempatan dan waktu bagi peserta 





Dalam proses evaluasi perilaku, sebagai sebuah proses peningkatan mutu 
secara terus menerus, dibutuhkan semangat belajar berkelanjutan dari setiap 
peserta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari (on-the-job learning) (USOPM, 
2011). Dalam konteks penerapan ERP, semangat belajar sendiri (self-learning) 
sangat diperlukan, mengingat kemampuan dan keahlian teknikal dalam 
pengelolaan ERP, diperoleh dengan mekanisme pelatihan dan pengalaman 
dalam pelaksanaan pengelolaan.  Hal lain yang perlu diperhatikan oleh 
organisasi dalam evaluasi  perubahan perilaku kerja adalah, faktor pendorong 
lainnya berupa proses dan sistem yang dapat memperkuat, mendorong, 
memantau dan memberikan imbalan bagi unjuk kerja dalam pelaksanaan tugas 
(USOPM,2011).  
 
(d) Level 4 : Result 
Evaluasi pada tingkat hasil (result) dimaksudkan untuk melihat sejauh mana 
hasil yang diperoleh dari proses pelatihan yang telah dilakukan. Hasil dapat 
ditentukan dengan beberapa faktor misalnya peningkatan kuantitas hasil kerja 
(produktifitas), dan peningkatan kualitas hasil kerja (Kirkpatrick and Kirkpatrick, 
2005).  Evaluasi hasil secara umum dilakukan dengan membandingkan hasil 
sebelum dan sesudah pelatihan, dan dilakukan secara periodik dalam jangka 
waktu tertentu, dengan mempergunakan beberapa indikator (USOPM, 2011). 
Evaluasi hasil dan perilaku seharusnya dilakukan dalam konsep pemantauan 
dan penyesuaian (monitoring and adjustment), dan berinteraksi secara erat 
dengan evaluasi perilaku (USOPM, 2011). Konsep pemantauan dan 
penyesuaian dilakukan dalam bentuk sebuah proses dengan basis peningkatan 






2.1.8 Proses Pengembangan Kemampuan Non Teknis Operasional Unit 
Pengelola IFMIS 
Sebagai pelatih dari seluruh pengguna IFMIS, Unit Pengelola IFMIS perlu 
dibekali dengan kemampuan yang terkait dengan proses dan cara pelatihan 
IFMIS, khususnya pelatihan ERP yang bercirikan teknologi (technology-based). 
Dalam proses kepelatihan tidak jarang seorang pelatih harus menjawab berbagai 
isu, baik pada soal teknikal pelaksanan IFMIS, maupun pada masalah non-
teknis, misalnya terkait dengan data yang tidak dapat di-entry dsbnya. Karena itu 
kemampuan dalam memberikan penjelasan, penyampaian materi, manajemen 
situasi kelas, sangat diperlukan.  Team yang melatih ERP harus sangat 
terorganisir dan memiliki keterampilan dalam hal komunikasi dan keluwesan 
dalam berinteraksi dengan para pengguna yang dilatih (communication and 
people skills) (ISC Technology, Inc.). 
Kemampuan dalam memberikan pelatihan dapat dilakukan dengan 
memberikan pelatihan softskill, mengenai bagaimana menjadi pelatih ERP yang 
baik. Pengetahuan mengenai regulasi terkait dengan peran masing-masing 
pengguna juga sangat diperlukan disamping kemampuan teknis pelaksanaan 
IFMIS (Diamond et al., 2005).  
2.2 Penelitian Terdahulu 
Tidak banyak penelitian IFMIS sebelumnya yang secara khusus menelaah 
pengembangan Unit Pengelola IFMIS. Penulis mengambil data dan informasi 
yang secara khusus tentang penerapan IFMIS dari laporan dan studi organisasi 
donor, seperti Bank Dunia (World Bank), International Monetary Fund (IMF), dan 
United Stated Agency International Development (USAID). Sumber lain yang 





dari Negara yang menerapkan IFMIS. Karena IFMIS sejatinya adalah ERP, maka 
penulis juga mengambil beberapa penelitian terkait dengan penerapan ERP dan  
pengembangan kapabilitas Unit Pengelola ERP, khususnya pada tema penelitian 
yang mempunyai relevansi kuat dengan area dan tujuan penelitian dalam tesis 
ini. Adapun tema penelitian ERP terdahulu yang dipergunakan dalam menyusun 
tesis ini, adalah yang terkait dengan manajemen perubahan dalam penerapan 
ERP, baik dalam hal pendekatan (approach), konsep, rencana (change 
management planning) maupun tindakan realisasi dilapangan (executing). Tema 
lainnya yang diambil adalah berkenaan dengan pelatihan (training) ERP yang 
dilakukan, baik dalam penyusunan konsep, pendekatan pelatihan, maupun 
dalam tindakan realisasi dilapangan, khususnya dalam menghadapi (coping with) 
berbagai kondisi dinamis dalam organisasi selama periode penerapan ERP.  
2.2.1 Penelitian terdahulu pada area manajemen perubahan dalam 
penerapan ERP dan  pengembangan kapabilitas Unit Pengelola ERP 
Manajemen perubahan berperan dalam membangun pondasi pengetahuan  
pengelola ERP, khususnya terkait dengan pola pikir (mindset) pemahaman akan 
perubahan yang menyertai penerapan ERP. Sehubungan dengan hal tersebut, 
berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan manajemen 
perubahan dalam penerapan ERP, khususnya yang terkait dengan 
pengembangan kapabilitas Unit Pengelola ERP.   
 
Tabel 2.2. Ringkasan Penelitian Terdahulu pada area Manajemen 














































Aladwani mengusulkan bahwa;  
1. Diperlukan adopsi konsep 
pemasaran (marketing) dalam 
buy-in dengan pengguna, 
khususnya pada struktur 
kebutuhan pengguna dan 
potensi penyebab resistensi 
2. Memperhatikan situasi (timing) 
dalam memperkenalkan ERP 
dengan menggunakan 
pendekatan strategis dan teknik 
(yang sesuai). 
3. Melakukan evaluasi terhadap 
usaha manajemen perubahan 



























bangan  ERP 
Perlunya manajemen yang efektif 
terhadap penyebab resistensi, 
dalam mengantisipasi kebingungan 
diantara pengguna, khususnya 
ditahap awal penerapan ERP, dan 
dilanjutkan pada tahapan proses 































Umble et al.,  menyatakan bahwa : 
1.  Pemahaman terhadap 
pengguna dan buy-in adalah 
sesuatu yang sangat penting 
(essential) dalam penerapan 
ERP 
2. Manajemen perubahan seharus-
nya telah diperkenalkan kepada 
seluruh stakeholders, lebih awal 
sebelum penerapan ERP, dengan 
program-program yang bersentu-
han dengan manajemen peruba-
han, baik dalam kebijakan, prose-










Al-Mashari et al.,  menyatakan 
bahwa : 





























sebuah rencana manajemen 
perubahan yang komprehensif 
dan  secara efektif dapat menge-
lola besarnya area perubahan 
2. Proses manajemen perubahan 
perlu dilakukan secara hati-hati, 
terencana dan  rinci guna  
mentransformasikan seluruh 
stakeholders.   
3. Pendekatan buy-in dan kepe-
mimpinan diperlukan pada 
individu dan champion yang 
dapat secara efektif menja-
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Ahmed et al.,  menyatakan bahwa : 
1. Organisasi harus menyiapkan 
program yang terstruktur guna 
mengedukasi seluruh pengguna 
mengenai manfaat potensial dari 
sistem baru, yang dapat 
menekan kemungkinan 
resistensi. 
2. Melibatkan (involving) karyawan 
(pengguna dan pengelola) 






nt in ERP 
Context: A 
Focus on 














Al-Mashari,  menyatakan bahwa : 
1. Kepercayaan (trust) dalam 
manajemen perubahan sangat 
penting, khususnya dalam 
membagi informasi antara mana-
jer dan bawahannya 
2. Melibatkan (involving) karyawan 
(termasuk pengelola) sistem 
baru, teknik hubungan sosial 
dan perubahan budaya, dibutuh-
kan dalam memudahkan proses 
transisi guna meminimalkan 
tingkat resistensi.  
3. Komunikasi memegang peran 
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manajemen perubahan. 
































Al-Nafjan et al.,  menyatakan 
bahwa : 
1. Resistensi dapat muncul dalam 
berbagai bentuk, karena itu 
pendekatan proaktif sangat 
dibutuhkan daripada sekedar 
tindakan reaktif. 
2. Pelatihan kepada seluruh 
karyawan (pengguna dan 
pengelola), memerlukan strategi 
yang proaktif dan menekan 
penyebab resistensi.  
3. Komitmen manajemen puncak 
dan pemahaman terhadap 
perubahan adalah sangat 
penting, karena pemberian 
pemahaman di tingkat bawah 
hanya akan berhasil bila 
manajemen puncak memahami 
dengan baik perubahan 
tersebut.  
4.  Seluruh karyawan (pengguna 
dan pengelola) harus menyadari 
(aware) hal-hal yang akan 
mempengaruhi mereka, 
perubahan-perubahan yang 
akan terjadi, dan kenapa harus 






























Al-Faweer,  menyatakan bahwa : 
1. Penerapan ERP dan perubahan 
budaya menunjukkan 
keterkaitan yang sangat kuat, 




penerapan ERP dan manajemen 
perubahan (budaya)  
2. Organisasi harus memiliki 
rencana perubahan budaya 
yang komprehensif dan 
















































Robey et al., mengidentifikasikan 
dua kategori hambatan 
pengetahuan (knowledge barriers) 
dalam manajemen perubahan, 
yang harus dihadapi dalam 
penerapan ERP yaitu : 
1. Tantangan konfigurasi, yaitu 
perlunya perusahaan akan 
sebuah team inti yang perlu 
diseleksi secara hati-hati, 
dimotivasikan  dengan insentif, 
dan diberdayakan untuk 
bertindak. Pada saat yang sama 
perusahaan juga perlu 
mengelola secara hubungan 
konsultansi yang efektif dengan 
konsultan.  
2. Hambatan asimilasi, dimana 
perusahaan  memerlukan 
sebuah bentuk pendidikan bagi 
karyawan secara intensif, dan 
dengan penerapan secara 
bertahap. Perusahaan tidak 
hanya perlu melibatkan para 
karyawan dalam menyerap dan 
membagi pengetahuannya 
dengan pengalaman secara 
praktikal. Namun juga harus 
mengetahui secara baik manfaat 
dari perubahan pada proses 






























Huang et al., menyatakan dalam 
temuannya bahwa : 
Kurangnya budaya pada organisasi 
yang memandang penerapan 
komputerisiasi (sistem) sebagai 
sebuah hal yang secara utuh 
mempengaruhi seluruh sendi 
(pervasive) dalam menjalankan 






































Betros et al., dalam temuannya 
menyatakan bahwa : 
1. Manajemen perubahan harus 
dilakukan dalam hal 
membimbing dan menyiapkan 
pengguna dalam upaya bekerja 
dengan karakteristik sistem baru, 
seperti budaya kerja baru dan 
dalam lingkungan yang 
kolaboratif. 
2. Dua hal penting dalam menekan 
resistensi adalah manajemen 
perubahan dan pelatihan 
pengguna yang efektif. 
3. Organisasi perlu memperhatikan 
sumber-sumber resistensi, 
mengelolanya dan mengarahkan 
attitude pengguna sesuai 



























Stapleton et al., dalam temuannya 
menyatakan bahwa : 
1. Manajemen perubahan, yang 
fokus pada sisi manusia dari 
penerapan ERP,  merupakan 
faktor kunci dalam keberhasilan 
penerapan ERP. 
2. Faktor-faktor yang menyangkut 
perubahan yang berdampak 
langsung pada proses kerja 
sehari-hari perlu dikelola dengan 
baik, dikomunikasikan guna 
membangun komitmen dari 
pengguna (buy-in) 
3. Pengguna (termasuk pengelola) 
ERP perlu disertakan dalam 
proyek penerapan. 
4. Dukungan manajemen puncak 
(eksekutif) sangat dibutuhkan 
dalam manajemen perubahan 












IIkka, dalam temuannya 
menyatakan bahwa : 
1. Tantangan mendasar dalam 
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teknologi, melainkan pada 
perubahan organisasi dan 
manusianya, yang jika salah 




2. Pada tingkat organisasi, terdapat 
dua penggerak utama dalam 
perubahan yaitu masalah politik 
(political problems) dan peruba-
han organisasi (organizational 
change). Masalah politik timbul 
diakibat-kan oleh perubahan 
pada struktur organisasi dan 
distribusi kekuasaan (distribution 
of power), sedangkan peruba-
han organisasi timbul karena 
ada-nya perubahan proses dan 
re-organisasi kerja dalam grup 
perusahaan. Kedua masalah 
tersebut mempunyai keterkaitan 
erat dimana perubahan orga-
nisasi memicu adalahnya 
masalah politik. 
3. Pada tingkat individu, perubahan 
pada peran dan pekerjaan yang 
disebabkan oleh penggunaan 
ERP, mengakibatkan adanya 
perubahan pengetahuan yang 
harus dimiliki oleh setiap individu 
sebagai penggerak perubahan 
(change driver).  
4. Pengelolaan upaya penerapan 
ERP, harus dipandang sebagai 
sebuah proses perubahan. 
Kurangnya pemahaman terha-
dap penerapan ERP sebagai 
sebuah strategi proses peruba-
han, kurangnya kepemimpinan 
dan komitment manajemen 
puncak, merupakan alasan kunci 
dari seluruh masalah yang 
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Ciric et al.,  dalam temuannya 
menyatakan bahwa : 
1. Manajemen perubahan adalah 
penting dan perlu diterapkan 
dengan memperhatikan kondisi 
karyawan dan tidak diterapkan 
dalam bentuk yang ekstrem (total 
resistance to change) 
2. Penerapan manajemen 
perubahan dengan menyertakan 
manajemen risiko dan metodologi 
pengembangan dan penerapan 
sistem informasi akan dapat 
bermanfaat dalam memfasilitasi 
dan merespon setiap tanggapan 




































Nah et al.,  menyatakan dalam 
temuannya bahwa : 
1. Manajemen perubahan berperan 
dalam menentukan area, jenis 
dan jumlah perubahan yang 
akan dilakukan, terutama 
mengenai dampak dari 
perubahan proses bisnis 
(Business Process Re-
engineering) 
2. Peran komunikasi (agenda dan 
programnya) sangat penting 
dalam mendukung dan 
memfasilitasi manajemen 
perubahan, khususnya dalam 
hal menjelaskan kepada seluruh 
pengguna mengenai dampak 
perubahan dari penerapan ERP.  
 
2.2.2 Penelitian terdahulu mengenai pelatihan teknis operasional dalam 
penerapan ERP dan pengembangan kapabilitas Unit Pengelola ERP 
Pelatihan teknis operasional sistem aplikasi ERP, merupakan bagian inti dari 





juga berlaku pada Unit Pengelola IFMIS. Tabel 2.3 berikut ini menyarikan temuan 
dari penelitian terdahulu, mengenai pengembangan kemampuan teknis 
operasional pengelolaan ERP, serta hal-hal yang terkait dengannya.  
 
Tabel 2.3. Ringkasan penelitian terdahulu pada area pelatihan teknis 


































Al-Mashari et al.,  menyatakan 
bahwa : 
1. Tantangan khusus dalam 
penerapan ERP adalah 
pemilihan rencana pelatihan 
ERP yang sesuai (bagi kondisi 
dan situasi organisasi). 
2. Tujuan dari pelatihan ERP 
adalah mema-hami proses 






























Somers et al., menjelaskan 
bahwa:  
1. Pelatihan ERP dilakukan 
dengan materi mengenai 
bagaimana ERP itu bekerja 
(tahapan prosesnya), dan 
hubungannya dengan proses 
bisnis, diawal penerapan. 
2. Perlunya sebuah pelatihan 
yang berkesinambungan 
dalam penerapan ERP 
3.  Perlunya penggunaan 
Implementation tools dari 
vendor ERP dalam transfer 
penge-tahuan (pelatihan), 
terkait dengan peng-gunaan 
perangkat lunak,  pemahaman 
proses bisnis dalam organisasi 
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Xialon et al., menjelaskan bahwa 
pembelajaran dengan 
menekankan pada peningkatan 
kapabilitas pe-serta dengan 
sebuah model pem-belajaran 
ERP sebagai berikut : 
1. Peserta dilatih langsung dalam 
sebuah simulasi yang sesuai 
dengan kondisi sesungguhnya. 
2. Para peserta dibagi atas 
kelompok tertentu yang 
menjalankan posisi tertentu 






























Umble et al.,  menyatakan bahwa 
: 
1. Penerapan ERP yang baik 
adalah dengan menyusun 
sebuah team yang memiliki 
keahlian, reputasi dan 
fleksibilitas  
2. Manajemen harus memberi 
dorongan dan secara konstan 
menjalin komunikasi dengan 
team tersebut. 
3. Pentingnya pelatihan ERP dan 
diakui sebagai faktor 
keberhasilan kritikal yang 
paling penting.   
4. Pelatihan operasional sistem 
harus diberikan secara 
proporsional dan dilakukan 




























Zhang et al., menyatakan bahwa 
: 
1. Pelatihan ERP, harus 
berhubungan dengan 
pemahaman pekerjaannya dan 
hubungannya dengan fungsi 
lainnya. 
2. Tiga aspek yang menjadi 
perhatian dalam pelatihan 













dan konsep ERP, fitur sistem 













































utama) dalam penerapan ERP 
sangat penting 
2. Tingkat pengetahuan 
(knowledge stock) di tahap 
awal yang dimiliki klien 
(termasuk team penerapan) 
sangat mempengaruhi proses 































Rosemann et al., menyatakan 
bahwa: 
1. Pengelolaan sistem ERP 
merupakan sebuah pekerjaan 
yang sangat mengandalkan 
pengetahuan dan 
membutuhkan banyak 
pengalaman  praktikal dari 
sejumlah orang baik dari 
departemen IT maupun bisnis 
2. Pengelolaan ERP memerlukan 
beberapa bidang pengetahuan 
seperti pengetahuan bisnis 
(business knowledge), 
pengetahuan teknis (technical 
knowledge) mengenai 
infrastruktur dan aspek teknikal 
lainnya dari ERP, pengetahuan 
tentang product (product 
knowledge) yaitu mengenai 
ERP itu sendiri, pengetahuan 
khusus mengenai perusahaan 
(company-specific knowledge) 
misalnya manajemen 
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ERP, pengetahuan mengenai 

































Schaffner et al., menyatakan 
bahwa :  
1. Pengetahuan mengenai 
proses bisnis perlu diberikan 
disamping keteram-pilan 
penggunaan sistem ERP 
2. Perlunya pelatihan yang 
berkesinambu-ngan sebelum 
dan setelah selesainya 
penerapan ERP 
3. Area pelatihan yang diperlukan 
adalah penanganan sistem 
ERP, proses bisnis, perubahan 
organisasi, proses 



































Fan et al., menyatakan bahwa :  
1. Perlunya pembelajar-an dalam 
bentuk studi kasus dalam 
pelatihan sistem ERP 
2. Keseimbangan dalam 
memberikan konsep dan teori 
dengan praktek penggunaan 
sistem aplikasi ERP 
3. Penggunaan simulasi dalam 
pengajaran ERP. 




















Vandaie menyatakan bahwa  :  
1. Organisasi harus dapat 
mengelola dengan baik tacit 
knowledge (khususnya yang 
ada di pihak implementer) dan 
pengetahuan mengenai basis 
proses yang ada pada 
organisasi maupun yang 
diterapkan di ERP. 
2. Keseimbangan dalam 
memberikan konsep dan teori 
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Kualitatif sistem aplikasi ERP 
3. Sharing dengan memanfaatkan 
fasilitator adalah salah satu 























Studi ini fokus 











keahlian staf IT 
sebagai 
pengelola ERP. 
Soltani et al., menyatakan bahwa 
:  
1. Partisipasi konsultan (terutama 
implement-ter), sangat besar 
dalam penerapan ERP, 
khususnya dalam pelatihan 
staf IT dan pengguna 
2. Konsultan harus memiliki 
kualitas dalam hal keahlian 
teknikal, kemampuan 
komunikasi dalam memberikan 






























Wang et al., menyatakan bahwa :  
1. Kombinasi antara 
pembelajaran dengan hands-
on dan proses bisnis melalui 
proses diskusi menjadi bentuk 
pembelajaran ERP yang efektif 
2.  Kurikulum dalam 
pembelajaran ERP berupa 
dasar-dasar sistem informasi, 
arsitektur sistem ERP, 
manajemen data dan infor-
masi, analisa sistem dan 
desain, manajemen proses 






















Bhatti menyatakan bahwa :  
1.  Pelatihan ERP tidak hanya 
hands-on tetapi juga harus 
meliputi proses bisnis dan 
pemahaman pada integrasi 
sistem, bagaimana pekerjaan 
























2. Team pengelola ERP terdiri 
dari seluruh departemen 

































multisite.   
Chen menyatakan bahwa :  
1. Team pengelola ERP terdiri 
atas personel IT dan bisnis 
yang bekerja secara 
kolaboratif. 
2. Pelatihan harus diberikan 
secara lengkap terkait fungsi 
keseluruhan ERP, disertai 
hands-on 
3. Penggunaan media 
komunikasi dalam memberikan 































Joseph et al., menyatakan bahwa  
sebagai sebuah pengetahuan 
teknikal, tujuan utama dari 
sebuah pelatihan ERP adalah :  
1. Menjelaskan prinsip ERP, 
arsitektur dan proses bisnisnya 
2. Mempergunakan lingkungan 
(environ-ment) pengembangan 
ERP guna mengem-bangkan 
prototype ERP 
3. Memahami dan menerapkan 
prosedur guna mengembang-
kan, mengintegrasikan dan 
mengevaluasi skenario bisnis 
4. Menjelaskan bagai-mana 
dampak sistem ERP terhadap 
proses bisnis dan pengaruh-
nya pada keputusan 
reengineering 
5. Mengembangkan pengetahuan 
partisipan (pengelola ERP), 
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suppliers dan customers-nya 
6. Familiarisasi  penggunaan 















text of an 


















Albadri et al., menyatakan bahwa  
:  
1.  Pelatihan ERP sedikitnya 
terdiri dari beberapa proses 
tahapan, yaitu identifikasi, 
desain, delivery,  penerapan 
dan evaluasi. 
2. Pengelompokan karakter 
(characterization) pengguna 
akan bermanfaat dalam 







KERANGKA KONSEPTUAL DAN MODEL  PENELITIAN   
 
 
3.1 Kerangka Konseptual Penelitian   
Dua paradigma yang sering dipergunakan dalam penelitian di bidang sistem 
informasi, yaitu behavioral science dan design science (Hevner, March, Park  
and Ram, 2004). Menurut Hevner et.al (2004), paradigma behavioral-science 
ditujukan untuk mengembangkan dan membuktikan teori-teori yang menjelaskan 
atau memprediksikan perilaku manusia dan organisasi dalam analisis, desain, 
manajemen dan penggunaan sistem informasi. Sedangkan paradigma  design-
science, mencoba mengembangkan kapabilitas dari sumberdaya manusia dan 
organisasi dengan membuat sebuah inovasi dan hal baru dengan analisis, 
desain dan penggunaan sistem informasi sehingga menjadikannya lebih efektif 
dan efisien. Pendapat Hevner et al., selaras dengan realitas saat ini, dimana 
terdapat dua area utama dalam disiplin sistem informasi yang juga menjadi area 
penelitian, yaitu area pengembangan (development) dan pemanfaatan 
(deployment). Namun jika kita melihat pada elemen yang terlibat dalam kedua 
area penelitian tersebut, maka terdapat elemen yang sama yang menjadi fokus 
dalam penelitian yang dilakukan, yaitu organisasi atau bisnis, manusianya 
(pengelola organisasi), dan sistem informasi itu sendiri.  
Di area pengembangan sistem informasi, jenis penelitian dapat mencakup 
strategi  pengembangan (strategic information system), desain  dan 
pengembangan model sistem informasi, rancang-bangun (arsitektur) perangkat 
lunak (software), pengembangan perangkat keras (hardware) dan peralatan 





storage management, jaringan komputer (computer network), dan keseluruhan 
aspek teknis lainnya. Sedangkan di area pemanfaatan, fokus penelitian ada pada 
penerapan dan pemanfaatan sistem informasi, baik dalam area bisnis maupun 
publik. Termasuk dalam area kedua ini adalah, tentang  bagaimana sistem 
informasi dan komunikasi mempengaruhi perilaku manusia sebagai 
penggunanya. Penelitian ini disusun pada area yang kedua, khususnya pada 
pengembangan kemampuan pengelola (sekaligus pengguna) sistem informasi.  
Konsep penelitian dalam penelitian ini dibangun dengan melihat pada 
beberapa karakeristik dari obyek penelitian yaitu (i) Penelitian ini mengambil  
tema dengan berintikan pada manajemen perubahan dan pengembangan 
kapabilitas sumberdaya manusia (Unit Pengelola IFMIS), dimana pengetahuan 
(ERP knowledge) menjadi bagian utama  (ii) Penelitian ini sesungguhnya 
merupakan sebuah proyek penerapan IT, dimana karakteristik waktu (time) atau 
periode penerapan menjadi bagian yang paling kritikal, disamping cakupan 
(scope), biaya (cost) dan kualitas (quality).  
Sebagai sebuah proses pengembangan kapabilitas dan manajemen 
perubahan, maka metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan metode Action Research (AR). Terdapat beberapa pendapat 
dan penelitian terdahulu yang mendukung pilihan metode ini. Kegunaan utama 
dari AR adalah menghasilkan pengetahuan praktikal yang berguna bagi setiap 
orang (Reason, Bradbury, 2001; Baskerville and Wood-Harper, 1998). Menurut 
Cohen, Manion dan Morrison (2007), AR merupakan alat yang sangat berguna  
untuk perubahan (manajemen perubahan) dan peningkatan (kualitas) 
kemampuan. AR bertujuan untuk memecahkan masalah praktikal dengan 





perubahan pada organisasi (Baburoglu and Ravn, 1992). Tema pengembangan 
kapabilitas, menjadi dasar penulis untuk memasukkan konsep pengembangan 
sumberdaya manusia (secara umum) dan khususnya model pelatihan ERP-
COTS untuk menjadi model pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS.  
Secara prinsip pola pengembangan sumberdaya manusia dalam penelitian 
ini mengedepankan pola transisi yaitu mental creation kemudian dilanjutkan 
dengan physical creation (Covey, 1989). Prinsip yang dipergunakan dalam 
pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS mempergunakan prinsip adult 
learning (pembelajaran untuk dewasa). Adult learning Dari sisi metode 
pembelajaran model penelitian ini mengadopsi kerangka kerja perilaku 
(behavioral framework), dimana model pembelajaran ERP ditekankan pada 
strategi  instruksional (Hattie, 2009) dan kerangka kerja konstruktif (constructivist 
framework) yang menekankan pada metode perancangan instruksi guna 
mendapatkan pengetahuan dari interaksi pengalaman peserta (Danielson, 2008) 
Sebagai sebuah proyek IT, dimana periode penerapan (dalam hal ini fase 
penerapan) menjadi faktor kritikal, yang sangat mempengaruhi kesempatan 
(opportunity window), bagi organisasi untuk memperoleh manfaat yang terbesar 
dalam penerapan ERP-COTS. Berdasarkan hal tersebut fase penerapan IFMIS 
menjadi kerangka waktu, sekaligus batasan waktu proses pengembangan 
kapabilitas Unit Pengelola IFMIS. Dalam penerapan IFMIS dengan basis ERP-
COTS ini, peneliti berperan sebagai konsultan (ERP Training Specialist 
Consultant for IFMIS Project) dalam proses pengembangan kapabilitas Unit 
Pengelola IFMIS. 
Berdasarkan uraian diatas, peneliti memilih sebuah penelitian kualitatif 





Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan penerapan metode action 
research dalam proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS. 
Pemilihan ini sangat sesuai, seperti disampaikan Galliers dan Land (1987), 
bahwa penelitian dengan studi kasus secara umum, dan penggunaan action 
research secara khusus, diyakini sangat sesuai untuk memastikan relevansi 
penelitian sistem informasi terkait dengan proses perubahan organisasi.  
 
3.1.1 Definisi dan Gambaran Umum AR (Action Research) 
Awal penggunaan terminologi AR dapat dilacak ketika pertama kalinya 
dikemukakan oleh Lewin (1946). AR mengindikasikan perhatian Lewin pada 
pendekatan (science) tradisional yang sudah tidak dapat membantu dalam 
memecahkan masalah sosial yang sangat kritikal. Selanjutnya AR mengalami 
perkembangan, dengan penggambaran dan penjelasan yang lebih rinci (detail) 
oleh Susman dan Evered (1978), Baskerville et al. (1998), Baskerville (1999), 
Avison, Lau, Myers dan Nielsen (1999), Baskerville dan Myers (2004), Davison, 
Martinsons dan Koch (2004), Avison, Baskerville dan Myers (2007).  
Fokus penerapan AR mencakup pemecahan masalah-masalah organisasi 
dengan melakukan intervensi, yang pada saat yang sama berkontribusi pada 
pengembangan dan penambahan pengetahuan baru (Davison et al., 2004; 
Costello, 2003; Conboy, Fitzgerald and Mathiassen, 2012). AR lebih dari sekedar 
tindakan pemecahan masalah, namun alasan dari tindakan yang diambil peneliti 
tersebut, harus didukung oleh data yang dipergunakan dan proses 
interpretasinya, dalam hal ini data dan proses interpretasi dibalik keputusan 
untuk melakukan tindakan tersebut, merupakan bentuk justifikasi dari tindakan itu 





AR merupakan sebuah bentuk proses pencarian dan penyelidikan (enquiry) 
yang dilakukan dengan ikut serta berpartisipasi dalam situasi sosial, guna 
meningkatkan rasionalitas dan kebenaran akan apa yang sedang dikerjakan, 
dimana pemahaman atas apa yang telah diakukan dan situasi yang 
menyertainya menjadi hasil dari proses pencarian dan penyelidikan tersebut 
(Carr and Kemmis, 1986). Koshy (2005) mendefinisikan AR sebagai sebuah 
proses pencarian dan penyelidikan (enquiry), untuk mencari jawaban atau 
informasi yang dilakukan secara menyeluruh, lengkap dan penuh ketelitian 
(rigour), dan memahaminya sebagai upaya perbaikan secara konstan; dimana 
bukti yang diperoleh (evidence-based) menjadi hasil yang akan berkontribusi 
dalam kesinambungan pengembangan profesional si peneliti. McKay dan 
Marshall (2001) menyatakan bahwa, dalam penelitian di bidang sistem informasi 
AR menawarkan banyak fitur positif, menjadi alat (tools) bagi para peneliti yang 
tertarik dalam menemukan konteks hubungan antara manusia (humans), 
teknologi (technology), informasi (information) dan social-budaya (socio-cultural).  
Beberapa karakteristik khusus dari AR yang akan menjadi landasan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut; dilakukan untuk pemecahan masalah dalam 
situasi tertentu (McKay et al., 2003; Davison et al., 2004; Somekh, 2006; McNiff 
et al., 2010), partisipatif aktif (McKay et al., 2003; McNiff et al., 2010), kolaboratif 
antara peneliti dan partisipan (Avison et al., 2007; Somekh, 2006), penelitian 
dengan tahapan yang bersifat siklus(cycle) (Susman et al., 1978) dan spiral 
(Kemmis dan McTaggart, 2005), kualitatif (Dick, 2005; Lau, 1998, Myers, 1997), 
adanya manajemen perubahan (Baburoglu et al., 1992; Baskerville, 1999; 





pengetahuan praktis  baik untuk peneliti maupun bagi partisipan (McKay et al., 
2001; Somekh, 2006; Conboy et al., 2012).  
3.1.2 Manfaat Penelitian dengan AR(Action Research) 
Manfaat penelitian dengan AR, adalah memberikan solusi praktikal bagi 
pemecahan masalah secara langsung (at hand) (Vilpola, 2008; Costello, 2003; 
Baburoglu et al., 1992), khususnya bagi partisipan (Somekh, 2006). Penelitian 
mengenai penerapan ERP sebagai penelitian faktor (factor research) dimasa 
lalu, dimana beberapa faktor atau variabel diindentifikasi sebagai faktor kritikal 
(critical success factor), tidak cukup untuk menjelaskan kedinamisan dan  
bagaimana transisi dari resistensi pengguna ke keberhasilan penerapan terjadi 
(Aladwani, 2001). AR dengan orientasinya pada pemecahan masalah secara 
praktis dan pembelajaran reflektif guna mengembangkan pengetahuan baru, 
menjadikan AR pada posisi yang terbaik untuk menjembatani kesenjangan 
antara teori dan praktik bagi peneliti sistem informasi (Lau, 1998). 
3.1.3 Basis Pengembangan Konsep Model AR yang dipergunakan 
Konsep model AR yang dipergunakan dalam penelitian ini didasarkan pada  
Canonical Action Research (CAR) seperti yang dimaksud oleh Davison et al., 
(2004). Menurut Davison istilah ―canonical‖ dipergunakan untuk 
memformalisasikan hal yang berhubungan dengan iterative, rigorous, dan 
collaborative process-oriented model yang dikembangkan oleh Susman et al., 
(1978). CAR dipilih sebagai basis konstruksi AR yang dilakukan peneliti dengan 
melihat pada beberapa prinsip pendekatan CAR yang bersesuaian dengan  
situasi obyek penelitian yaitu pengembangan kemampuan (kapabilitas) yang 





operasional IFMIS.  CAR adalah unik diantara seluruh bentuk AR, dalam hal 
iterative, rigorous dan collaborative, secara fokus melibatkan pengembangan 
organisasi dan menghasilkan (generate) pengetahuan (Davison et al., 2004). 
CAR melibatkan kombinasi teori dan praktek melalui perubahan dan refleksi 
(reflection) dalam sebuah situasi bermasalah secara langsung, dalam sebuah 
kerangka-kerja etika yang dapat diterima (Avison et al.1999). Menurut Davison et 
al., (2004), ada lima kriteria yang menjadi prinsip dalam CAR yaitu :   
1. The Principle of the Researcher–Client Agreement (RCA). Dalam 
penelitian penerapan ERP-COTS, diperlukan sebuah aturan tertulis 
(charter) yang menjadi pedoman bagi peneliti dan klien atau partisipan 
(pengguna ERP-COTS) dalam perannya baik sebagai fasilitator, 
advisor, ataupun konsultan teknis disamping perannya sebagi peneliti. 
RCA diperlukan untuk mengatur keterlibatan peneliti secara aktif dalam 
proses penelitian (McKay et.al, 2003), dan dalam hubungan kerjasama 
peneliti-partisipan yang kolaboratif (Somekh, 2006; Avison et al., 2007). 
RCA memberikan basis komitmen bersama dan ekspektasi peran 
masing-masing bagi peneliti dan partisipan. Penerapan prinsip RCA 
dapat dilakukan dengan mempergunakan kriteria RCA seperti pada 
tabel 3.1 (Davison et al., 2004).  
 








Kriteria RCA secara khusus menekankan pada perlunya kesepakatan 
mengenai pendekatan (approach), proses atau tatacara yang akan 
ditempuh, area dan aktifitas apa saja, serta durasi penelitian aktif atau 
observasi yang di fokuskan dalam penelitian (1a dan 1b). Kriteria 1c  
dan 1d mengatur komitmen apa saja yang harus dilakukan oleh 
partisipan (klien), misalnya mengenai usulan intervensi yang diusulkan 
oleh peneliti, serta peran dan tanggungjawab masing-masing baik 
peneliti maupun partisipan. Sasaran dan ukuran dari setiap aktifitas 
penelitian, serta prosedur pengumpulan dan analisis data perlu di 
definisikan secara jelas, karena akan melibatkan interaksi dengan 
intensitas tinggi diantara peneliti-partisipan (1e dan 1f).  
 
2. The Principle of the Cyclical Process Model (CPM). Sebagai sebuah 
proyek IT yang bersifat elaboratif dalam setiap proses 
pengembangannya, maka elaborasi dan proses peningkatan mutu 
secara terus-menerus (continous improvement process) menjadi dasar 
dalam proses pengembangan, khususnya dalam kapabilitas Unit 
Pengelola IFMIS. CPM mengintegrasikan penelitian dan tindakan dalam 
serangkaian siklus yang fleksibel (Costello, 2003), dan 
berkesinambungan, hingga sebuah hasil yang diinginkan diperoleh 
(Somekh, 2006). Secara lebih rinci Susman et al.,(1978) mengusulkan 
lima tahapan AR, yaitu diagnosis, planning, intervention, evaluation dan 
reflection. Dalam beberapa kondisi penelitian, Kemmis et al., (2005), 
menyarankan bentuk spiral daripada bentuk siklus. Bentuk spiral ini 






Gambar 3.1 Tahapan AR dalam bentuk siklus-spiral (Kemmis et al., 
2005, P.564) 
 
Dalam rangka peningkatan kapabilitas, maka proses mendapatkan 
pengetahuan (acquiring knowledge), merupakan proses yang tidak 
terpisahkan dalam CPM.  Menurut Davison et al., (2004), kriteria CPM 















CPM memiliki beberapa kriteria penerapan, dengan kriteria 2a hingga 
2e berhubungan dengan siklus penelitian yang dipergunakan. Kriteria 
2f, memungkinkan peneliti melakukan tindakan lanjut terhadap refleksi, 
dengan sebuah aktifitas (siklus) tambahan atau tidak. Sebagai sebuah 
siklus yang terus berputar, kriteria usai (exit criteria) perlu didefinisikan 
dalam CPM (2g), sebagai pedoman apakah sebuah siklus dianggap 
telah usai atau tidak. Hal ini umumnya dilakukan dengan sebuah 
pernyataan kondisi-usai (exit criteria condition), sebagai contoh dalam 
pengujian sebuah sistem aplikasi, pernyataan kondisi-usai dinyatakan 
―OK‖ atau selesai, jika tidak ditemukan lagi respon sistem aplikasi yang 
berindikasi error pada seluruh skenario pengujian.    
 
3. Principle of Theory (PoT). McKay et al., (2001) menyebutkan bahwa AR 
tanpa teori bukanlah sebuah penelitian. Hal ini menegaskan bahwa 
perlunya kerangka teori dalam penelitian dengan AR. Dalam penelitian 
di area sistem informasi seperti pada penerapan ERP dan 
pengembangan kemampuan Unit Pengelola-nya, maka kerangka 
penelitian dapat dikonstruksikan dari berbagai bidang ilmu yang 
relevan. Contohnya dalam hal ini penerapan ERP akan mengikuti teori-





arsitektur ERP dan sebagainya. Sedangkan aspek pengembangan 
kapabilitas dapat mengadopsi proses pengembangan dalam 
sumberdaya manusia (Human Resources Development and Training), 
ataupun dari sisi psikologi mengenai manajemen perubahan dalam 
penerimaan teknologi baru, serta teori socio-technical, mengenai faktor 
yang mempengaruhi bagaimana manusia berinteraksi dengan 
teknologi. Demikian juga sebagai sebuah proyek IT maka sifat elaboratif 
menjadi ciri khas dalam setiap proses siklus AR. AR menggunakan 
penyertaan eksploratori (exploratory engagement) dengan sekumpulan 
pengetahuan yang telah ada sebelumnya, seperti psikologi, filosopi, 
sosiologi dan ilmu sosial lainnya, untuk di eksplorasi dan diuji dalam 
hubungannya dengan data yang telah dikumpulkan dari situasi yang 
diteliti (Somekh, 2006). Dengan cara ini pengetahuan di kumpulkan dan 
dibangun dan diperbaiki (refined) guna membantu proses penelitian. 
Kriteria Principle of Theory adalah sebagai berikut, seperti yang 
ditunjukkan pada tabel 3.3 (Davison, et al., 2004). 
 
Tabel 3.3 Kriteria PoT (Davison et al., 2004, Hal.74) 
 
 
Kriteria 3a dan 3b, menyarankan perlunya landasan teori yang 
dipergunakan dalam aktifitas penelitian. Sedangkan kriteria 3c dan 3d, 
menekankan perlunya sebuah model dalam menentukan sebab utama 






4. Principle of Change through Action (PCA). AR melibatkan peneliti 
secara personal, dalam bertindak etis dan patut (act morally), 
mengonstruksikan dirinya sebagai agen (agents) yang dapat 
mengakses mekanisme kekuasaan dalam sebuah institusi, dan 
mempengaruhi arah dan kondisi perubahan (Somekh, 2006). Prinsip ini 
menekankan bahwa peneliti dalam AR, juga harus dapat menempatkan 
dirinya sebagai agen perubahan, yang mengarahkan arah perubahan 
secara positif. Peneliti melakukan intervensi dengan menciptakan 
perubahan organisasi dan secara simultan melakukan studi terhadap 
dampak dari perubahan ini (Baburoglu et al., 1992; Baskerville, 1999). 
Tabel 3.4 menunjukkan kriteria PCA yang dimaksud oleh Davison et al., 
(2004).   
 




Kriteria 4a menekankan perlunya kerjasama antara peneliti dan 
partisipan dalam meningkatkan situasi dalam proses penelitian 
(misalnya dalam kerjasama dan komitmen), dan memastikan bahwa 
hasil diagnosis adalah berupa pemahaman yang jelas (clear) dari 
spesikasi dan masalah yang menyebabkannya (4b). Kriteria 4c, 
mengusulkan fokus dari rencana aksi penelitian adalah pada masalah 





et al., (2010), penjelasan mengenai setiap intervensi sebagai sebuah 
tindakan pemecahan masalah, perlu disampaikan secara jelas dan 
efektif (intervention communication), agar partisipan mempunyai 
pemahaman dan kesiapan dalam melakukannya (4d). Pemahaman dan 
penilaian (assessment) perlu dilakukan peneliti terhadap situasi dan 
kondisi organisasi (termasuk partisipan sebagai individu), terutama 
sebelum intervensi dan setelahnya (4e). Seluruh tindakan penelitian 
perlu didokumentasikan secara lengkap, termasuk didalamnya tindakan 
apa saja yang dilakukan, waktu dan lama pelaksanaan tindakan, serta 
alasan yang melatarbelakangi pelaksanaan tindakan (4f).  
 
5. Principle of Learning through Reflection (PLR). Refleksi (reflection) 
adalah unsur utama yang harus ada dalam AR, tanpa refleksi maka 
proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan partisipan, 
sekaligus pengalaman praktis si peneliti tidak akan diperoleh dengan 
baik. AR melibatkan sebuah refleksifitas tinggi (high level of reflexivity) 
dan sensifitas dari peneliti dalam perannya sebagai mediator dari 
proses penelitian secara keseluruhan. Dalam hal ini peneliti yang 
bekerja lebih dekat (sehari-hari) dengan partisipan sebagi rekan (as 
colleagues) dapat melakukan pemahaman akan kondisi dan situasi, 
untuk menginspirasi perubahan pada aspek kerja sehari-hari, 
meningkatkan proses kerja dan hasil (Somekh, 2006). Sedangkan 
learning, menjamin partisipan khususnya memiliki sikap (attitude) untuk 
selalu mengembangkan diri. Hal ini sangat relevan dengan sifat 
teknologi IT yang ada pada ERP-COTS yang selalu akan berkembang 





melibatkan prinsip ini, peneliti memasuki situasi yang nyata dan 
bertujuan untuk meningkatkan dan mendapatkan pengetahuan baru 
(Checkland and Holwell, 2007). AR dengan pola partisipan-peneliti, 
memungkinkan peneliti mempunyai kesempatan untuk mendapat 
pengetahuan (informasi dan data), dan pemahaman yang lebih 
mendalam mengenai situasi dan kondisi obyek penelitian, yang tidak 
mungkin dapat diakses oleh peneliti dari luar (yang hanya mengamati 
faktor dan fenonema saja) (Somekh, 2006). Tabel 3.5 menunjukkan 
kriteria PLR (Davison et al., 2004).  
 




Kriteria 5a dan 5b, menekankan perlunya seluruh partisipan (klien) 
memperoleh informasi terbaru mengenai perkembangan proses 
penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, dan tanggapan terhadap 
setiap hasil intervensi. Dalam penerapan ERP, hal ini sangat berguna 
untuk menjaga sinkronisasi proses yang sedang dilakukan oleh klien, 
menjaga semangat kerjasama, dan menghindari kejutan-kejutan 
(surprise) yang tidak perlu selama proses penerapan ERP. Kriteria 5c, 
memperhatikan mekanisme pelaporan penelitian, baik untuk 
kepentingan peneliti maupun klien. Kriteria 5d, 5e, 5f, dan 5g, 





masalah) pada situasi yang bersangkutan, pada penelitian berikutnya, 
pengetahuan secara umum, dan terutama pada manfaat dan 
keterbatasan penelitian dalam proyek yang bersangkutan, yang dapat 
dimanfaatkan oleh komunitas praktisi AR, dan akademisi. 
3.1.4 Konsep Model AR  yang dipergunakan  
Konsep model AR yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan 
bentuk siklus proses dengan mengadopsi karakteristik CAR (Davison et al., 
2004), menggabungkan tahapan proses AR (Susman et al.,1978), dan bentuk 
cycle-spiral yang dikemukakan Kemmis et al., (2005). Konsep model AR ini 
kemudian disesuaikan pada bentuk evaluasi yang memunculkan intervensi pada 
aktifitas pelaksanaan tertentu (tidak diseluruh kasus), dan penambahan tahap 
pembelajaran (lesson-learned) yang merupakan kumpulan refleksi yang 





















Gambar 3.2 Konsep model  AR yang dipergunakan  
 
 
Berikut ini diberikan penjelasan mengenai konsep model AR yang 






3.1.4.1 Diagnosis (Diagnosis)  
Diagnosis merupakan proses awal dari setiap siklus AR, yang ditujukan 
untuk mendapatkan gambaran umum dan data awal, identifikasi mengenai apa 
yang sedang terjadi dan mengapa (what and why). Diagnosis adalah proses 
pemahaman akan situasi dan kondisi yang terjadi, berdasarkan data masukan 
(input) yang relevan.  Dalam bentuk yang lain diagnosis dikenal sebagai analisis 
situasi (situation analysis) yang merupakan sebuah proses penelitian informasi 
(process of information research), dimana sebuah situasi tertentu dapat di 
evaluasi pada saat tersebut dan, kekuatan dan kelemahan untuk menentukan 
sebuah intervensi dapat ditetapkan (GTZ, 2004). Diagnosis berhubungan dengan 
identifikasi masalah utama yang menjadi sebab yang paling mendasar bagi 
keinginan organisasi untuk berubah (Baskerville, 1999). Dalam konteks 
penerapan ERP, diagnosis harus menghasilkan gambaran yang lengkap 
(comprehensive) mengenai masalah yang dihadapi organisasi, sehingga  proses 
memperoleh data awal ini, perlu diikuti dengan pertanyaan mengenai bagaimana 
(how), kapan (when), dimana (where) dan siapa saja yang terlibat (whom).  
Untuk mengefektifkan proses diagnosis, maka pendekatan yang ditempuh 
dapat dilakukan dengan membangun kerangka proses (yang mencakup seluruh 
pertanyaan terhadap data awal tersebut), dengan berdasarkan pada landasan 
teori yang relevan. Misalnya dalam pengembangan kapabilitas Unit Pengelola 
IFMIS, dapat dilakukan dengan pendekatan model ‗IT Business Value‘ (Melville 
et al., 2004), dan konsep pengembangan sumberdaya manusia, khususnya yang 
terkait dengan manajemen perubahan dan pelatihan teknis operasional ERP-





diagnosis dapat dilakukan secara kolaboratif, misalnya dengan diskusi bersama. 
Dalam proses yang lebih nyata, hal ini mirip dengan JAD (Joint Application 
Development) yang umumnya dilakukan dalam proses pengembangan aplikasi 
sistem informasi.  Dalam proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola 
IFMIS, hasil akhir diagnosis merupakan daftar masalah yang dihadapi dan 
memerlukan pemecahan, sesuai dengan tahapan pengembangan dimana 
diagnosis dilakukan.  
3.1.4.2 Perencanaan Tindakan (Planning)  
Perencanaan merupakan proses penyusunan daftar dan prioritas rencana 
tindakan, berdasarkan daftar masalah yang dihadapi, yang dihasilkan dari tahap 
diagnosis.  Hasil dari tahap perencanaan adalah daftar tindakan (action) yang 
akan dilakukan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Daftar tindakan harus 
memuat, masalah yang akan diselesaikan, sasaran dan pendekatan yang akan 
ditempuh (Baskerville, 1999), durasi, pra-kebutuhan dan kebutuhan tindakan, 
ukuran keberhasilan, dan acuan penyesuaian rencana (intervention) bila 
dimungkinkan.  
Dalam proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, proses 
perencanaan tindakan dilakukan secara bersama oleh peneliti-partisipan, 
berdasarkan rencana penerapan IFMIS, dan rencana pengembangan kapabilitas 
Unit pengelola IFMIS. Hal ini dilakukan untuk singkronisasi antara perencanaan 
organisasi disatu sisi, dengan perencanaan penelitian disisi lain. Singkronisasi ini 
akan memudahkan peneliti dalam mengelola rencana tindaknya (misalnya self-
observation and self-monitoring), mengatur pertemuan dan diskusi dengan 
partisipan baik dalam hal pendalaman atas apa yang sedang berlangsung atau 





3.1.4.3 Pelaksanaan Tindakan (Action) 
Pelaksanaan rencana dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat 
sebelumnya. Dalam kerangka kolaboratif peneliti-partisipan, proses ini dapat 
dilakukan dengan berbagai pola, mengikuti budaya dan kebiasaan organisasi 
seperti konsinyering (dengar pendapat), workshop, seminar, forum diskusi, 
hingga berbagai bentuk pelatihan lainnya.  
Dalam proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, peneliti-
partisipan melakukan observasi dan monitoring bersama, serta melakukan 
dokumentasi sesuai dengan tugas masing-masing. Peneliti yang sekaligus 
sebagi advisor, melihat dari sisi realisasi pelaksanaan, isu dan masalah yang 
timbul, serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengganggu proses dan 
tujuan pelaksanaan tindakan. Partisipan aktif (anggota Unit Pengelola IFMIS) 
dapat melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tindakan. Sementara itu 
partisipan non-aktif (team administratif organisasi) dapat melakukan dokumentasi 
pada hal-hal yang bersifat administratif, seperti jadwal kedatangan, respon 
partisipan (anggota Unit Pengelola IFMIS) yang melakukan tindakan (action).  
3.1.4.4 Evaluasi (Evaluation)  
Evaluasi dilakukan pada setiap pelaksanaan tindakan. Evaluasi menilai 
apakah hasil atau proses pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana tindakan 
yang telah disusun sebelumnya, dan apakah pelaksanaan tindakan mampu 
menyelesaikan masalah yang dihadapi. Evaluasi tidak hanya melakukan 
penilaian pada akhir pelaksanaan tindakan, tetapi evaluasi selama proses 
pelaksanaan tindakan harus menjadi prioritas utama. Dalam proses 





utama yaitu refleksi (reflection) dan intervensi (intervention). Proses evaluasi 
sebaiknya dilakukan secara kolaboratif, yang melibatkan peneliti dan partisipan.  
3.1.4.5 Intervensi (Intervention)  
Intervensi adalah tindakan penyesuaian agar sebuah tindakan (action) dapat 
memenuhi sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena berupa tindakan 
penyesuaian, maka intervensi hanya dilakukan pada kasus-kasus tertentu. 
Intervensi dalam kerangka penelitian ini diartikan sebagai ―perbaikan segera‖, 
yang menurut Schon (1938) dalam Loughran (1996), dikenal sebagai reflection-
in-action, yaitu refleksi yang diperoleh selama menjalankan tindakan (action). 
Intervensi harus dilihat sebagai sebuah bentuk dari upaya perbaikan secara 
terus-menerus (continous improvement). Dalam proses pengembangan Unit 
Pengelola IFMIS, intervensi diperlukan misalnya ketika sebuah pelatihan teknis 
operasional sedang berjalan, terkadang beberapa masalah yang tidak terduga 
muncul, misalnya skenario pelaksanaan aplikasi yang tidak berjalan dengan baik, 
database yang tiba-tiba hang, memory corrupt dan sebagainya. Dalam rangka 
mengupayakan tindakan (action) pelatihan tetap berjalan dengan baik, maka 
diperlukan tindakan segera (intervensi) untuk mengatasi hal ini. Intervensi ibarat 
berfikir sambil bekerja.  Intervensi (reflection-in-action) dalam hal ini merupakan 
reframing dari situasi masalah yang tidak terantisipasi sebelumnya, yang perlu 
dilihat secara berbeda (Loughran, 1996).   
3.1.4.6 Refleksi (Reflection)  
Refleksi merupakan inti dari AR, refleksi-lah yang melahirkan pengetahuan 
baik bagi peneliti maupun partisipan. Refleksi merupakan basis dalam 





dalam upaya untuk mendukung perencanaan kembali (re-planning) bagi cycle 
AR berikutnya, ataupun sebagai informasi pembelajran (lesson learned) bagi 
fase berikutnya (spiral phase). Refleksi dalam metode yang dibangun ini 
mempunyai pengertian yang sama dengan reflection-on-action (Schon,1938 
dalam Loughran 1996), yaitu refleksi yang diperoleh dari pengalaman setelah 
menjalankan tindakan (action). Refleksi (reflection) adalah sebuah proses 
peninjauan-kembali (reviewing) pengalaman yang diperoleh dari praktek, dalam 
rangka untuk menjabarkan, menganalisa, mengevaluasi, sehingga memperoleh 
pengetahuan mengenai pelaksanaan praktek tersebut (Reid, 1993 dalam 
McClure, 2005). Refleksi lebih dari sekedar berpikir tentang pengalaman, refleksi 
melibatkan pencarian (penelaahan) lebih dalam, berdasarkan pikiran, tindakan 
dan emosi (Fook and Gardner, 2007). Dalam proses kolaborasi refleksi dapat 
saja diterapkan pada situasi yang penuh teka-teki (puzzling) yang sengaja 
diciptakan untuk membantu pembelajar (partisipan) mendapatkan informasi, agar 
peneliti dapat membimbing dengan cara yang sesuai (Loughran, 1996). 
McClure(2005) menyatakan bahwa refleksi adalah konsep yang kompleks yang 
sulit diuraikan secara konsensus, walaupun beberapa konsep umumnya ada.  
Dalam proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, refleksi 
sangat berguna bagi peneliti-partisipan dalam membuat rencana antisipasi, dan 
menyusun tindakan penyesuaian dalam menghadapi situasi yang tidak sesuai 
dengan rencana awal. Karena itu refleksi yang terbaik dibangun dengan 
kolobarasi peneliti-partisipan. Hal ini dapat dilakukan dengan diskusi, pertemuan 
(meeting) secara regular guna memadukan temuan, baik disisi partisipan 
maupun peneliti. Pola ini dapat menghindari peneliti mengambil kesimpulan yang 





kesimpulan akhir dari refleksi yang dibangun, sehingga tidak ada interpretasi 
berbeda. Pada tingkat selanjutnya, refleksi menjadi sebuah pembelajaran yang 
dapat dipahami dengan pengertian yang sama bagi kedua pihak. 
3.1.4.7 Pembelajaran (Lesson-Learned)  
Model AR yang diusulkan dalam penelitian ini, memasukkan satu tahapan 
yaitu pembelajaran (Lesson-Learned). Lesson-Learned merupakan ciri khas 
dalam setiap penerapan proyek IT. Lesson-learned merupakan kumpulan 
catatan mengenai tindakan (aktifitas) pelaksanaan penelitian yang berjalan 
dengan baik (berhasil) maupun yang tidak berhasil, yang akan dipergunakan 
sebagai referensi dalam merekontruksi tindakan yang sejenis di masa yang akan 
datang. Dokumen Lesson-Learned berisikan ―what was done right and what was 
done wrong‖ (Mulcahy, 2005). Lesson-Learned merupakan pengetahuan dari 
pengalaman, yang dapat diterapkan pada situasi umum daripada sebuah kondisi 
khusus (UNDP, 2002). Dokumentasi pembelajaran, sangat berguna bagi peneliti 
maupun partisipan, dalam membangun solusi tindakan (action) pada masalah-
masalah berikutnya, yang mempunyai kemiripan dalam penyebabnya. Hal ini 
memungkinkan peneliti untuk membangun refleksi lebih mudah dan cepat, dan 
menghindari peneliti-partisipan melakukan kesalahan yang sama. 
Dalam penelitian ini, dokumentasi pembelajaran dipergunakan untuk 
mencatat secara rinci jenis tindakan yang dilakukan, proses tindakan, durasi, 
masalah dan isu yang timbul saat pelaksanaan, serta proses cycle yang terjadi 
(termasuk intervensi), serta refleksi yang diperoleh. Selain itu dokumen ini juga 
mencatat  asumsi, kondisi dan kebutuhan yang diperlukan dalam penerapan 
setiap refleksi dimasa depan. Diakhir penelitian Lesson-Learned merupakan 






3.2 Konsep Model Pelaksanaan Penelitian  yang dipergunakan 
3.2.1 Model hubungan peneliti-partisipan    
Model hubungan peneliti-partisipan yang dipergunakan dalam penelitian ini, 
didasari pada peran dan tanggungjawab peneliti yang secara teknis menjadi 
advisor dalam penerapan IFMIS (lihat bagian 3.1). Gambar 3.3 menggambarkan 
model hubungan pola hubungan peneliti (advisor), partisipan dan pihak lainnya 
(third party) yang terlibat dalam proyek penerapan IFMIS. Partisipan dalam 
penelitian ini terdiri atas dua unit yaitu Unit Pengelola IFMIS (IFMIS Management 
Unit) yang menjadi obyek utama penelitian, dan MOF-CMC Team ( Ministry of 
Finance - Change Management and Communication, selanjutnya disebut 
sebagai Team CMC). Team CMC adalah counter-part peneliti, dalam melakukan 
proses sinkronisasi proses disisi klien, dan fasilitator dalam melakukan seluruh 
tindakan penelitian terhadap Unit Pengelola IFMIS, termasuk intervensi yang 
mungkin akan dilakukan. Team CMC terdiri atas beberapa kelompok tugas yaitu 













Gambar 3.3.  Pola hubungan kerja diantara peran konsultan dengan klien 






Berikut ini diberikan penjelasan mengenai pola hubungan, seperti yang 
dimaksud pada gambar 3.3.  
1. Dalam hubungan ini peneliti (advisor) melakukan diagnosis, 
perencanaan, dan usulan tindakan (action), evaluasi dan refleksi 
(reflection) dengan melibatkan Team CMC dalam bentuk kolaboratif 
peneliti-partisipan.  
2. Peneliti melakukan proses observasi, pemantauan, diskusi dan 
pengajuan kuesioner ke Unit Pengelola IFMIS secara langsung, dengan 
sepengetahuan Team CMC.  
3. Peneliti juga melakukan diskusi baik informal maupun formal (regular 
meeting) dengan pihak ketiga yang terkait dengan proses 
pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS. Pihak ketiga (Third 
Party) dalam pola hubungan kerja ini ada dua yaitu Third Party pertama 
(TP1) adalah team kustomisasi, yang dikontrak oleh klien untuk 
melakukan kustomisasi ERP-COTS. Third Party kedua (TP2) adalah 
pihak ketiga yang dikontrak oleh klien, untuk melakukan manajemen 
proyek secara khusus dalam hal kualitas pelaksanaan proyek 
penerapan IFMIS.  
4. Team CMC berdasarkan usulan advisor, melakukan usulan tindakan 
(action) kepada pihak ketiga. 
5. Team CMC berdasarkan usulan advisor, melakukan usulan tindakan 
(action) kepada Unit Pengelola IFMIS. 
3.2.2 Fase  Pelaksanaan Penelitian 
Sebagai sebuah penelitian di area penerapan sistem informasi dengan 





fase. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan tiga fase ini 
adalah sebagai berikut: (i) Fase penerapan IFMIS yang cukup panjang (lama) (ii) 
Model pendekatan (approach) manajemen perubahan yang di pergunakan (iii) 
Konsep pemahaman IT berbasis transisi (iv)  Konsep pelatihan (training) dan 
pengembangan sumberdaya manusia, khususnya pada area pelatihan (training) 
ERP. Selain faktor-faktor tersebut diatas, kerangka model penelitian ini juga 
memperhatikan situasi dan kondisi organisasi, yang muncul dalam proses 
diagnosis awal, yaitu (i) Penerapan ERP-COTS yang menjadi obyek penelitian 
ini, adalah pengalaman pertama bagi organisasi, (ii) Terdapat tiga Direktorat 
Jenderal yang masing-masing mempunyai kewenangan yang berbeda yang 
terlibat dalam penerapan ERP-COTS ini (iii) Proses kustomisasi ERP-COTS 
untuk sistem informasi IFMIS yang membutuhkan waktu cukup lama, dan sulit 
untuk diprediksi waktu penyelesaiannya (The World Bank, 2011). 
Berdasarkan faktor-faktor yang disebutkan diatas, penelitian ini dibagi 
menjadi tiga fase utama yaitu, fase I fokus pada manajemen perubahan dan 
persiapan Unit Pengelola IFMIS, fase II fokus pada masa transisi pengembangan 
kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, dan fase III, fokus pada pengembangan 
kemampuan teknis operasional menyeluruh Unit Pengelola IFMIS. Gambar 3.4 
memperlihatkan kerangka fase penelitian ini, dengan berbasis pada fase 
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Gambar 3.4. Fase penelitian pada proses pengembangan kapabilitas Unit 
Pengelola IFMIS (Sumber : Data diolah) 
 
Setiap fase penelitian ini didasari pada masing-masing dari tiga dokumen 
rencana penerapan IFMIS, yaitu rencana manajemen perubahan (Change 
Management and Communication Programs) untuk fase I, rencana transisi 
(Integrated CMC and Training) untuk fase II, dan rencana pelatihan operasional 
sistem aplikasi (Integrated Training Programs) untuk fase III. AR bukannya tanpa 
masalah, khususnya terkait dengan dilema yang muncul terkait dengan upaya 
keras dan keinginan peneliti disatu sisi, yang kadang sering berseberangan 
dengan keinginan anggota organisasi yang turut serta berkolaborasi dalam 
proyek (Avison et al., 2007). Karena itu peneliti juga harus melihat dokumen 
induk yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penerapan IFMIS, sebagai 
landasan dalam sinkronisasi keinginan peneliti (rencana penelitian) dengan 
keinginan klien (anggota organisasi). Ketiga dokumen tersebut menjadi inputan 



















Change Management Period Transition from CM 
to Training Period
End User 
TrainingIFMIS Management Unit 
(Capability Development Periods)
COTS
Phase II Phase III
Technical Training 
Period
Change Management  & 
Communication 
Programs
Integrated Training  
Programs
Integrated CMC & 
Training  
Integrated Change 





Gambar 3.5. Dokumen rencana penerapan pengembangan kapabilitas Unit 






BAB  IV 
METODE  PENELITIAN 
4.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dengan model 
pendekatan penelitian Action Research (AR). AR adalah metode penelitian yang 
umumnya dipergunakan dalam penelitian yang terkait dengan manajemen 
perubahan, dan pengembangan kemampuan profesional (Walter, 2007; Hewitt 
and Little, 2005), dan mengedepankan sebuah penyelidikan kolaboratif, reflection 
dan dialog (Hewitt et al.,2005). Penjelasan diatas bersesuaian dengan substansi 
dari penelitian ini yaitu pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS. 
Sebagai sebuah penelitian AR, maka penelitian ini juga menggunakan model 
sirkular dan sirkular-spiral (cycle and cycle-spiral) seperti yang telah dijelaskan 
dalam konsep penelitian di Bab III. 
 
4.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Unit Pengelola IFMIS, yang dibentuk khusus 
untuk menangani IFMIS di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Unit 
Pengelola IFMIS merupakan unit yang dibangun dengan menyertakan seluruh 
personel kunci dari masing- masing instansi  yang terlibat dalam penerapan 
IFMIS, yaitu  (i) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), (ii) Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Negara (DJPBN), dan (iii) Pusat Informasi dan Teknologi  








4.3 Fokus Penelitian  
Fokus penelitian ini adalah pada proses pengembangan kapabilitas Unit 
Pengelola IFMIS yang dilakukan paralel dengan proses atau tahapan penerapan 
IFMIS. Proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS melalui tiga fase 
dengan berbasis pada tahapan penerapan IFMIS. Adapun ketiga fase tersebut  
adalah fase manajemen perubahan, fase transisi, dan fase pelatihan teknis 
operasional. Ketiga fase ini merupakan sebuah fase dengan proses yang 
berkesinambungan dari fase I ke fase II, dan dari fase II berakhir di fase III.   
Penelitian ini dilakukan dalam periode penerapan IFMIS di Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia.  Periode penerapan IFMIS yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah periode sejak proses BPR (Business Process 
Reengineering) di mulai (kick-off), hingga   proses UAT (User Acceptance Test) 
selesai dilakukan.  
Adapun yang terlibat dalam proses pengembangan kapabilitas Unit 
Pengelola IFMIS ini adalah peneliti sendiri (yang juga melakukan perannya 
sebagai advisor), partisipan yaitu team CMC (20 personel) dan Unit Pengelola 
IFMIS (65 personel), pihak ketiga (Third Party) yang terdiri dari  TP1 (10 
personel) dan TP2 (5 personel).  Keterangan mengenai TP1 (Third Party 1) dan 
TP2 (Third Party 2) dapat dilihat pada bagian 3.2.1. 
4.4 Pelaksanaan Penelitian  
Dalam penelitian ini proses dan tahapan penelitian dilakukan sesuai dengan 
konsep dan kerangka penelitian AR seperti yang telah disampaikan di Bab III. 
Sedangkan pelaksanaan penelitian dilakukan secara paralel dengan penerapan 
sistem informasi IFMIS, yaitu dilakukan dalam tiga fase. Adapun skema fase 





1. Fase I  – Periode Manajemen Perubahan (Change Management Period) 
2. Fase II – Periode transisi dari  manajemen perubahan ke pelatihan 
(Transition from Change Management to Training period)   
3. Fase III – Periode Pelatihan Teknis (Technical Training Period)  
4.5 Sumber Data  
Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data primer, yaitu data yang 
diperoleh selama proses penelitian dilakukan, dan data sekunder berupa 
dokumen, aturan atau regulasi yang dipergunakan dalam penerapan IFMIS.  
1. Data primer 
Data primer meliputi seluruh data yang diperoleh dalam proses 
penelitian AR yang berupa data hasil diagnosis disetiap fase penelitian, 
dan seluruh data yang diperoleh selama proses sirkular, dan sirkular-
spiral AR lainnya seperti perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
evaluasi, refleksi dan pembelajaran. Termasuk dalam sumber data ini 
adalah MOM (Minute Of Meeting) dari setiap pertemuan yang diadakan, 
hasil diskusi (kelompok fokus maupun teknik Delphi), email, dokumen 
dan file presentasi dsbnya.  
2. Data sekunder 
Data sekunder berupa dokumen rencana strategi penerapan IFMIS, 
aturan dan regulasi (Undang –Undang, Keputusan Menteri Keuangan, 









4.6 Metode Pengumpulan Data  
4.6.1 Analisis Dokumen 
Analisis dokumen merupakan analisis atau telaah mendalam terhadap 
dokumen-dokumen (baik dari data primer maupun data sekunder) yang terkait 
dengan masalah yang dihadapi, guna mendapatkan temuan berupa data, 
informasi yang relevan. Hasil temuan analisis dokumen akan menjawab 
beberapa pertanyaan atau isu yang telah ditentukan sebelumnya. Disamping itu 
hasil analisis dapat dipergunakan dalam menyusun atau menentukan tindakan 
penelitian yang akan dilakukan. Sebagai contoh analisis dokumen di tahap awal 
penelitian umumnya ditujukan untuk mengetahui gambaran umum dan latar 
belakang dari obyek penelitian.  
Proses analisis dokumen perlu dilakukan secara efektif dan terdokumentasi 
dengan baik. Untuk itu tahapan analisis dokumen perlu ditetapkan sebelum 
penelitian dilakukan. Dalam penelitian dengan metode AR ini, peneliti menyusun 
tahapan analisis dokumen yang akan dipergunakan. Adapun proses 
pelaksanaan analisis dokumen yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Penentuan isu, masalah, atau konsep yang akan dibangun 
2. Menentukan unsur pokok yang akan di ketahui (misalnya latarbelakang 
penerapan IFMIS, landasan hukum atau regulasi, proses yang terkait 
dengan pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS) 
3. Menganalisis dokumen yang ada (meminta dokumen tambahan kepada 






4. Melakukan refleksi (self-reflection), termasuk dengan melakukan 
pengecekan ulang terhadap hasil poin 3, kepada team CMC, atau yang 
bersangkutan dengan temuan poin 3.  
5. Membuat ringkasan hasil analisis dokumen, guna menjadi masukan 
pada proses selanjutnya (tahapan pelaksanaan AR). 
4.6.2 Kelompok Fokus Diskusi (Focus Group Discussion) 
Dalam proses penelitian ini, beberapa pemangku kepentingan terlibat. 
Adalah hal yang umum dan tidak dapat dihindari dalam kondisi tersebut setiap 
pemangku kepentingan memiliki beberapa agenda tersendiri, khususnya terkait 
dengan program pengembangan kapabilitas. Guna memudahkan proses 
pengumpulan dan pengambilan data, serta interaksi secara khusus mengenai 
setiap isu dan masalah yang ditemui,  maka dibentuklah kelompok-kelompok 
fokus untuk masing-masing area pengembangan tersebut. Hal ini sejalan pula 
dengan struktur team CMC yang memiliki kelompok tugas pelatihan, yang 
melaksanakan seluruh fungsi administratif dan fasilitator program bagi Unit 
Pengelola IFMIS. 
Menurut Hennink (2007), kelompok fokus diskusi merupakan sebuah 
metode unik dalam penelitian kualitatif, yang melibatkan sebuah grup dengan 
anggota (orang) yang telah ditentukan sebelumnya, untuk berdiskusi  pada 
serangkaian isu spesifik. Dalam penelitian ini kelompok fokus diskusi atau secara 
umum juga dikenal dengan kelompok fokus (focus group) dibentuk dari  para 
personel dengan latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang sejenis 
(Cameron, 2005; Bloor, Frankland, Thomas, and Robson, 2002).  
Selain dalam proses pengumpulan data, kelompok fokus diskusi dalam 





partisipan, khususnya dalam isu dan masalah yang cukup serius dan berpotensi 
menghambat pelaksanaan program pengembangan kapabilitas Unit Pengelola 
IFMIS. Dengan kelompok fokus dan pola peneliti-partisipan yang dipergunakan 
sejak awal dalam penelitian ini, memudahkan dalam membangun pemahaman 
terhadap isu-isu penting yang timbul diantara para partisipan dalam penelitian ini. 
Kelompok fokus juga mendorong lingkungan diskusi yang positif dan terbuka, 
dan terkadang secara tidak langsung dipergunakan dalam membangun 
konsensus diantara pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat.  
Adapun prosedur pelaksanaan kelompok fokus diskusi secara umum 
dilakukan sebagai berikut : 
1. Penentuan isu dan masalah, serta konsensus atau arah pemecahan 
yang diharapkan.  
2. Penyusunan konsep acara pelaksanaan kelompok fokus diskusi. 
3. Penentuan peserta, fasilitator, tempat dan waktu pelaksanaan 
4. Penyusunan agenda acara, dan pembuatan undangan kelompok fokus 
diskusi 
5. Pengiriman undangan, dan pemberitahuan ulang (via telpon) satu hari 
sebelum pelaksanaan 
6. Proses pelaksanaan kelompok fokus diskusi (peneliti dapat menjadi 
fasilitator atau pengamat, tergantung pada situasi kelompok fokus 
diskusi)  
7. Penyusunan hasil kelompok diskusi, dan mengkonfirmasikannya kepada 
peserta. 
8. Mengirim hasil kelompok diskusi kepada seluruh peserta, beserta 





4.6.3 Interviu semi-terstruktur (Semi-Structured Interview) 
Interviu semi-terstruktur adalah teknik kunci dalam penelitian nyata (Gillham, 
2000). Interviu semi-terstruktur ditandai dengan sebagian besar pertanyaan 
dalam bentuk open-ended. Interviu dengan pertanyaan open-ended, lebih 
memberikan pilihan yang lebih terbuka bagi responden untuk memberikan 
tanggapan (Cohen et al., 2007; Kendall and Kendall, 2010). Dalam istilah lain 
Patton (2002) menyebutnya sebagai naturalistic inquiry.  Dalam penelitian 
kualitatif, interviu ditujukan guna mendapatkan informasi dan pemahaman akan 
isu yang relevan terkait dengan tujuan umum dan pertanyaan spesifik dari 
sebuah proyek penelitian (Gillham, 2000). Interviu semi-terstruktur dipergunakan 
dalam penelitian ini, tidak hanya untuk mendapatkan gambaran umum terhadap 
isu yang relevan dengan pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, tetapi 
juga menggali lebih dalam hal-hal yang tidak terdokumentasi dalam rencana 
penerapan IFMIS, terkait dengan keinginan dan harapan para pemangku 
kepentingan kunci (key stakeholders), yang hanya dapat diungkapkan lewat 
sebuah interviu. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan Patton (2002) sebagai 
empathic neutrality and mindfulness, yaitu pengumpulan data yang dilakukan 
dengan model interviu tanpa judgement, dengan menunjukkan keterbukaan, 
sensitifitas, respek, dan respon yang kuat. 
Intervieu semi-terstruktur yang digunakan dalam penelitian ini ditujukan 
untuk pengumpulan data dan informasi terkait dengan konsep dan harapan 
partisipan(klien) dalam pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS. 
Sebagian besar interviu dilakukan secara semi-informal, disesuaikan dengan 





disertai bentuk diskusi. Adapun proses pelaksanaan interviu yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Penentuan isu dan masalah yang akan diselesaikan.  
2. Penentuan personel yang akan diinterviu (interviewee). 
3. Penyiapan panduan interviu, berupa daftar pertanyaan atau pokok 
masalah yang akan ditanyakan  
4. Menghubungi interviewee, guna penentuan waktu dan tempat interviu, 
dan pengiriman materi pokok agenda interviu (bila diperlukan) 
5. Melaksanakan proses interviu (improvisasi sesuai dengan kondisi 
interviewee dan situasi pada saat interviu berlangsung)   
6. Membuat hasil atau kesimpulan interviu, mengkonfirmasikannya ke 
interviewee 
7. Mengakhiri interviu dengan membuka kemungkinan interviu lanjut (bila 
diperlukan) 
 
4.6.4 Teknik Delphi (Delphi Technique)  
Teknik Delphi yang pertama kali dikembangkan oleh RAND Corporation 
ditahun 1969 (Keeney, McKenna and Hasson, 2011). Menurut Turrof (1970), 
Delphi pertamakali di perkenalkan dan dipraktekkan terkait dengan topik yang 
bersifat teknikal dan berupaya untuk mencapai kesepakatan atau konsensus 
diantara kelompok ahli dengan latar belakang dan pengalaman yang sama 
(homogeneous group of experts). Penerapan Delphi dilakukan dengan meminta 
pendapat dari beberapa ahli terkait dengan sebuah isu atau masalah. Dalam 
proses Delphi berlangsung, sebuah team tersendiri melakukan peringkasan 





penelaahan terhadap hasil ringkasan yang telah dibuat, dengan berbasis pada 
kondisi dan situasi organisasi. Berdasarkan hal tersebut team membuat rencana 
tindakan. Bila team belum dapat membuat rencana tindakan karena belum 
lengkapnya informasi, maka team dapat melakukan penyusunan isu dan 
masalah untuk diskusikan kembali pada proses Delphi berikutnya. Siklus ini 
diteruskan hingga team mendapatkan konsensus sesuai dengan isu dan atau 
masalah yang dihadapi.  
Dalam proses penelitian yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan 
yang berbeda ini, tidak terhindarkan adanya beberapa pendapat yang berbeda. 
Karena itu diperlukan proses untuk membangun pemahaman dan konsensus 
diantara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Untuk itu teknik Delphi 
dipergunakan dalam hal ini. Adapun proses pelaksanaan teknik Delphi  yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Penentuan isu dan masalah, serta konsensus yang diharapkan. 
2. Penentuan personel yang akan diikutsertakan, waktu dan tempat  
pelaksanaan.  
3. Penyiapan undangan dan panduan acara, berupa daftar agenda isu dan 
masalah yang akan dibicarakan (maksimal tiga isu atau masalah).  
4. Mengirim undangan ke seluruh peserta. 
5. Menghubungi peserta, sehari sebelum pelaksanaan. 
6. Melaksanakan proses diskusi dengan tehnik Delphi (peneliti sebagai 
fasilitator) 
7. Membuat hasil atau kesimpulan diskusi, mengkonfirmasikannya ke 
seluruh peserta, dan mengakhiri diskusi tehnik Delphi  





9. Mengirimkan hasil atau konsensus diskusi tehnik Delphi ke seluruh 
peserta (beserta undangan diskusi tehnik Dephi berikutnya, bila 
diperlukan) 
 
4.6.5 Kuesioner (Questionnaires) 
Pengumpulan data juga dilakukan dengan kuesioner, sesuai dengan temuan 
DeVries (2007) dalam penelitiannya tentang AR di area sistem informasi. 
Kuesioner dipergunakan khususnya terhadap anggota Unit Pengelola IFMIS 
guna mendapatkan umpan-balik (feedback) mengenai pelaksanaan tindakan 
(action), dan isu-isu lainnya terkait dengan manajemen mutu pelaksanaan 
tindakan, khususnya pada pelatihan teknis operasional sistem. Kuesioner 
berisikan sejumlah pertanyaan yang berbeda seperti yang dijumpai pada 
penelitian kuantitatif. Pertanyaan yang dimaksud dipergunakan untuk 
mengetahui kualitas pelatihan, rekasi dan tingkat penerimaan peserta dan 
tanggapan peserta terhadap pelaksanaan tindakan. Kuesioner diberikan dalam 
proses pelatihan (formative) dan diakhir pelatihan (summative).  
4.6.6 Pengamatan dan pemantauan (Observation and Monitoring)    
Dua maksud utama pengamatan dan pemantauan dilakukan adalah, guna 
memastikan proses tindakan dilakukan sesuai dengan rencana, dan untuk 
mengumpulkan data temuan terkait proses pelaksanaan pelatihan (sebagai 
bentuk action). Data hasil pengamatan dan pemantauan selanjutnya 
dipergunakan sebagai salahsatu sumber data dalam proses evaluasi AR.  
Dalam proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, khususnya 
pelatihan teknis operasional sistem IFMIS, beberapa jenis data temuan di 





dan aspek lainnya yang menjadi unsur dalam pengukuran keberhasilan 
pelatihan, seperti dukungan fasilitas, isu dan kendala selama proses 
pelaksanaan tindakan (action).  Pengamatan dan pemantauan merupakan salah 
satu bentuk personal experience and engagement dari si peneliti, seperti yang 
dimaksud Patton (2002).  
 
4.7 Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah seluruh alat (tools) yang dipergunakan dalam 
proses penelitian (Tracy, 2013) dan dipergunakan untuk memperoleh informasi 
yang relevan dengan proyek penelitian yang sedang dilaksanakan (Wilkinson 
and Birmingham, 2003).   Penggunaan instrumen penelitian sangat tergantung 
kepada jenis penelitian dan kondisi obyek penelitian. Dalam konteks penelitian 
kualitatif, instrumen sangat penting dalam perannya sebagai jembatan antara 
fenonema yang terjadi pada obyek penelitian, dengan interpretasi yang 
dihasilkan. Karena itu  instrumen penelitian perlu dipergunakan dengan penuh 
pertimbangan  dan hati-hati (Wilkinson et al., 2003). Adapun instrumen penelitian 
yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu, peneliti, partisipan, dokumen dan 
alat penelitian AR, dan Log Book (buku catatan) peneliti.  
4.7.1 Peneliti  
Peneliti merupakan instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif (Tracy, 
2013; Yin, 2011; Stake, 2010). Dalam proses penelitian dengan mempergunakan 
AR ini, peneliti secara intensif dan aktif terlibat dalam proses penelitian. Peran 
peneliti dalam penelitian ini tidak terlepas dari konsep dasar model AR yang 
dipergunakan yaitu kolaboratif dan dalam pola kerjasama peneliti-partisipan 





4.7.2 Partisipan   
Dalam pola kolaboratif peneliti-partisipan, maka keterlibatan aktif  partisipan, 
khususnya team CMC dan Unit Pengelola IFMIS, menjadi instrumen dalam 
proses penelitian AR yang dilakukan. Keterlibatan aktif ini ditunjukkan dalam 
setiap proses validasi dan verifikasi temuan, proses pelaksanaan kelompok fokus 
diskusi dalam rangka membangun kesepakatan, maupun proses lainnya guna 
mendapatkan konsensus.  
4.7.3 Dokumen dan alat penelitian AR  
Adapun dokumen AR yang dipergunakan sebagai instrumen dalam 
penelitian ini terdiri atas dua kelompok yaitu pertama adalah dokumen dan alat 
yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data. Termasuk dalam kelompok 
pertama adalah seluruh dokumen yang dipergunakan seperti kuesioner, teknik 
Delphi, kelompok fokus diskusi, interviu semi-terstruktur, observasi dan 
pemantauan. Kelompok kedua adalah dokumen dan alat yang dipergunakan 
dalam melaksanakan penelitian AR seperti dokumen diagnosis, rencana 
tindakan, dokumen evaluasi dan cara pelaksanaannya, dan sebagainya. 
4.7.4 Log Book Peneliti  
Log book adalah buku catatan harian yang dipergunakan oleh pengembang 
sistem informasi (seperti programmer, tester, systems analist), untuk mencatat 
(record) hal-hal penting dalam proses pengembangan sistem informasi. Log 
Book selalu di perbaruhi setiap pengembang sistem informasi menemukan hal-
hal kritikal dan penting sehari-hari. Sekaligus pada saat yang sama Log Book 
dipergunakan sebagai quick reference terhadap masalah-masalah yang 





pernah terjadi sebelumnya. Dalam kondisi yang sama, peneliti membuat catatan 
harian yang sama (log book) dan mempergunakannya sebagai quick reference 
guna mendukung proses penelitian AR, khususnya dalam proses self-reflection. 
4.8  Metode Analisis Data 
4.8.1 Pendekatan dalam Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri atas dua proses utama yaitu 
pertama adalah proses analisis itu sendiri, dan kedua adalah proses interpretasi 
terhadap hasil proses analisis (Mertens et al., 2004). Mertens menjelaskan 
bahwa proses analisis adalah sebuah prosedur mekanistik, dimana prosedur 
yang merupakan tata-cara pelaksanaan proses analisis sangat ditentukan oleh 
karakteristik penelitian itu sendiri. Proses interpretasi adalah adalah proses yang 
dilakukan oleh pikiran manusia, karena itu untuk memperkuat validitas hasil 
interpretasi, konsep triangulasi sangat diperlukan. Analisis data pada penelitian 
kualitatif haruslah sistematik (Berkowitz, 1997). Analisis data dapat dilakukan 
dimulai dari pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), 
menampilkan data (data display) dan penyusunan kesimpulan (conclusion, 
drawing / verifiying) seperti yang dimaksud oleh Miles dan Huberman (1994). 








Gambar 4.1 Komponen Analisis Data : Model Interaktif (Miles et 
al., 1994, Hal. 12) 
 
Reduksi data bukanlah proses yang secara kuantitatif mengurangi data. 
Reduksi data merujuk proses seleksi, pem-fokus-an, penyederhanaan, abstraksi 
dan merubah format tampilan data (transforming) yang telah ditulis sebelumnya 
atau berupa transkrip (Miles et al., 1994).  Reduksi data bertujuan agar data lebih 
mudah untuk dianalisis menurut dasar pengetahuan tertentu. Menampilkan data 
(data display) merujuk pada proses menjelaskan data (bagi peneliti sendiri, 
maupun kepada partisipan), dan untuk dianalisis. Data dapat ditampilkan dalam 
bentuk tabel, flowchart, diagram yang menjelaskan temuan, maupun konsep 
rancangan.  
Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan dalam beberapa 
pendekatan seperti analisis pola data (data pattern) (Patton, 2002; Mertens et al., 
2004). Patton (2002) menyebutkannya sebagai  inductive analysis and creative 
synthesis yang merupakan proses  pendalaman data yang lebih detil dan 
spesifik, guna menemukan pola yang penting, tema, dan hubungan diantaranya 
(data-data tersebut), dimulai dengan eksplorasi, kemudian dikonfirmasikan 





diakhiri dengan sintesa kreatif. Secara teknikal analisis data juga dapat dilakukan 
dengan mendiskusikan hasil temuan (data) dengan men-share pendapat dan 
opini awal terhadap data (analisis awal) dengan orang yang berada di site 
(lokasi) tersebut, guna memastikan tidak ada data penting  yang terlupa (salah 
dan keliru), atau salah interpretasi dari apa yang dilihat peneliti (Mertens et al., 
2004). Analisis kualitatif secara fundamental adalah serangkaian proses iteratif 
(iterative) (Berkowitz, 1997). Proses iteratif dalam penelitian ini merupakan 
bentuk analisis pendalaman guna memperoleh refleksi (reflection), baik dalam 
bentuk self-reflection oleh peneliti, reflection-in-action, maupun reflection-on-
action. 
Dalam proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, proses 
analisis data sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari penerapan IFMIS sebagai 
induk penerapannya (implementation host), karena itu ciri kolaboratif (team-
work), elaborasi, pemecahan masalah dan isu secara bertahap dan iteratif, 
berurutan sesuai dengan fase penerapan sangat mewarnai pendekatan analisis 
data dalam penelitian ini. Sebagai contoh dalam proses penentuan metode 
pelatihan teknis operasional tidak langsung mempergunakan kerangka awal 
yang telah disiapkan sebelumnya di fase penyiapan (diagnosis), namun sangat 
memperhitungkan kondisi dan situasi organisasi ketika memasuki periode 
pelatihan (dalam penelitian ini di fase II). Demikian juga dengan analisis data, 
dilakukan dengan beberapa tools yang umum dipergunakan dalam proses 
identifikasi masalah seperti cause-root analysis dan fishbone diagram. Dalam  
proses penampilan data diagram proses (process diagram) dan flowchart 
(process-oriented maupun information-oriented), dipergunakan dalam 





4.9 Validitas dan Pertimbangan Etika 
4.9.1 Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) 
Kualitas atau validitas sebuah penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh 
seberapa serius penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti (Tracy, 2013). 
Keseriusan ini terlihat dari pendekatan yang ditempuh oleh si peneliti (Argyris, 
Putnam and Smith, 1985), self-reflexity (Lather, 1986; Tracy, 2013), pendalaman 
(in-depth analysis), dan penyempurnaan (richness) dari cakupan data yang 
diperoleh (Winter, 2000). Kualitas penelitian dengan AR ditentukan dengan 
situasi dimana proses penelitian dapat di ulang kembali (recoverable) atau 
―walked through‖ oleh peneliti lainnya (Berkowitz, 1997; Checkland and Sue, 
2007). Hal ini menunjukkan bahwa AR harus menginformasikan secara jelas ide 
dan metodologi yang dipergunakan dalam penelitian, sehingga penelitian 
tersebut menjadi masuk akal (make sense).  
Dalam penelitian ini peneliti berada dalam area kantor yang sama dengan 
para partisipan. Interaksi dengan para partisipan dilakukan dalam waktu kerja 
setiap hari. Setiap tahapan proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola 
IFMIS, secara kontinyu dibahas (guna pendalaman), secara  bersama baik 
dengan pertemuan berkala, maupun dengan pertemuan khusus, mengikuti 
dinamika perkembangan kondisi penerapan IFMIS, sehingga dapat memastikan 
validitas proses yang dilakukan (Lather, 1986).   Setiap proses pengambilan 
data, interviu dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tindakan, selalu 
diinformasikan ke team partisipan (team CMC) untuk dilakukan verifikasi maupun 
revisi guna penyempurnaan. Dengan menyediakan seluruh data dan informasi 





hubungan peneliti-partisipan yang dipergunakan), maka   tingkat validitas 
penelitian ini dapat dijamin. 
 
4.9.2 Triangulasi (Triangulation) 
Triangulation atau triangulasi merupakan prosedur yang mempergunakan 
tiga pengukuran, dalam menentukan posisi sebenarnya dari sebuah titik di 
permukaan bumi (Meijer, Verloop and Beijaard, 2002). Dalam penelitian ilmu 
sosial triangulasi merujuk pada sebuah proses, dimana peneliti ingin melakukan 
verifikasi sebuah temuan, dengan menunjukkan bahwa hal tersebut sesuai, atau 
tidak bertolak belakang dengan pengukuran independen (Miles et al., 1994). 
Triangulasi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian 
kualitatif (Yin, 2011).  Triangulasi mempergunakan berbagai sumber, perspektif 
guna mendukung validitas penelitian (Miles et al., 1994; Guion, Diehl and 
McDonald, 2002; Yin, 2011, Creswell, 2012). 
Dalam penelitian ini data diperoleh lewat berbagai metode sesuai dengan 
karakteristik tindakan (action) AR yang dilakukan seperti semi-structured 
interview, focus group discussion, Delphi, regular meeting, informal discussion, 
questionnaires, observasi dan pemantauan. Pertemuan rutin yang sering 
dilakukan dalam penelitian ini, bermanfaat dalam melakukan konvergensi bukti 
atau temuan dari sumber-sumber yang berbeda (Yin, 2011). Dengan diskusi 
secara mendalam dalam setiap kelompok fokus dan delphi, konfirmasi dari 
berbagai pihak terhadap sebuah temuan dan data konsensus yang dihasilkan, 
memberikan  tingkat validitas data, sekaligus dilaksanakannya metode triangulasi 






4.9.3 Pertimbangan Etika  
Etika merupakan aturan perilaku, yang didasari pada apa yang secara moral 
berarti baik dan buruk (http://www.merriam-webster.com/dictionary/ethic). Dalam 
sebuah penelitian kualitatif, seorang peneliti harus memastikan partisipannya  
tidak merasa dalam situasi yang buruk dan terganggu, privasinya terjamin, dan 
selalu mendapatkan informasi (diinformasikan) terkait dengan pelaporan 
penelitian (Lichtman, 2013). Etika harus menjadi landasan utama dalam 
penelitian kualitatif, dan harusnya sudah ditentukan (didefinisikan) disaat awal 
(Mauthner, Birch, Jessop and Miller, 2005). Menurut Tracy (2013) etika harus 
ada, baik saat interviu, partisipasi, meng-akses data dan informasi, di tempat 
kerja (tempat penelitian), dalam menyalin data dan informasi, maupun pelaporan 
penelitian.  
Dengan mekanisme model hubungan peneliti-partisipan, menjadikan pola 
kolaborasi selalu diciptakan dalam setiap proses yang dilakukan dalam 
pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS.  Hal ini telah memastikan 
setiap proses pengambilan data, interviu, observasi dan aktifitas lainnya, selalu 
dilakukan dalam mekanisme koordinasi dengan partisipan (team CMC). 
Berkenaan dengan kegiatan yang melibatkan Unit Pengelola IFMIS, selalu 
dilakukan secara terbuka, dan seluruh informasi yang terkait dengan partisipan, 
baik berupa laporan (mingguan, dan bulanan) serta laporan feedback mengenai 
tingkat capaian-akhir pada setiap pelatihan yang dilakukan oleh setiap anggota 
Unit Pengeloa IFMIS, selalu dilaporkan ke setiap anggota masing-masing. Dari 
keseluruhan prosedur dan mekanisme yang dilakukan, seperti digambarkan 





situasional dalam proses penelitian kualitatif telah dipenuhi dan berjalan sesuai 
dengan yang dimaksud oleh Tracy (2013). 
Secara berkala dalam proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola 
IFMIS, peneliti dalam perannya sebagai advisor, selalu melakukan pertemuan 
rutin dua mingguan dengan team CMC, guna membahas hasil pelaksanaan 
tindakan, serta mengevaluasi isu dan masalah yang timbul selama pelaksanaan 
tindakan. Setiap bulan peneliti melaporkan ringkasan keseluruhan tindakan dan 
hasil evaluasi pada pertemuan rutin di tingkat komite. Seluruh rencana, isu dan 
permasalahan selalu diinformasikan pada tingkat yang paling segera, sehingga 
seluruh stakeholder mendapatkan informasi yang memadai. Hal ini ditujukan 
untuk menghindari kejutan-kejutan (surprise), yang tidak perlu selama proses 
pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS. Adapun mengenai laporan 
penelitian ini, disusun dengan tidak menyertakan nama maupun identitas 
personel, namun lebih memilih untuk menggunakan nama semu (pseudonyms) 






BAB  V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
5.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
5.1.1 Unit Pengelola IFMIS  
Unit Pengelola IFMIS adalah unit yang bertugas mengelola sistem IFMIS 
dan memastikan beroperasinya sistem, sekaligus memberikan pelatihan kepada 
seluruh pengguna IFMIS. Pembentukan Unit Pengelola IFMIS didasarkan pada 
Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan KSJ No. 2211.1/SJ/2011.  
Unit Pengelola IFMIS dibentuk sebagai realisasi dari penerapan IFMIS di 
Indonesia.  Penerapan IFMIS merupakan bagian dari program reformasi 
keuangan pemerintah dengan bantuan Bank Dunia dalam program GFMRAP 
(Government Financial Management and Revenue Administration Project).   
Tujuan utama penerapan IFMIS di Indonesia adalah mendukung 
tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan menciptakan 
transparansi dalam pengelolaan APBN (Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia-DJPB, 2010). Lebih jauh hal ini dilakukan dengan  (i) Meningkatkan 
akurasi data dan waktu pelaporan keuangan (ii) Meningkatkan produktifitas staf, 
baik di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara maupun di Direktorat 
Jenderal Anggaran di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (iii) 
Mempercepat proses penganggaran dan perbendaharaan dengan meningkatkan 
dan atau mereduksi jumlah tahapan proses, meningkatkan dan atau mereduksi 
jumlah pengecekan manual dan pengawasan (iv) Mengotomasi pengawasan dan 





Penerapan IFMIS melibatkan dua Direktorat Jenderal dibawah Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara 
dan Direktorat Jenderal Anggaran, serta Pusat Informasi dan Teknologi 
(PUSINTEK) yang berada dibawah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia. Dalam upaya mendukung penerapan IFMIS, satu unit baru  
yaitu Unit Pengelola IFMIS dibentuk, khususnya dimasa Go-Live.  
Dalam penelitian ini, proses penetapan Unit Pengelola IFMIS juga menjadi 
bagian dalam penelitian ini, khususnya pada penentuan struktur organisasi, serta 
fungsi dan peran dari setiap posisi yang ada dalam struktur organisasi tersebut. 
Hal ini tidak dapat dihindari, karena dalam pengembangan kapabilitas Unit 
Pengelola IFMIS sangat dipengaruhi oleh fungsi dan peran posisi yang ada 
dalam struktur organisasi Unit Pengelola IFMIS. Disisi lain bentuk struktur 
organisasi Unit Pengelola IFMIS sebagai sebuah unit baru sangat dipengaruhi 
oleh karakteristik penerapan IFMIS itu sendiri, khususnya penerapan sebuah 
sistem informasi berbasis ERP-COTS. 
 
5.1.2 Ruang Lingkup dan Peran Unit Pengelola IFMIS  
Unit Pengelola IFMIS mempunyai peran sebagai pengelola utama seluruh 
aspek sistem informasi IFMIS, baik yang terkait dengan infrastruktur, 
pengembangan dan integrasi proses bisnis, maupun yang terkait dengan 
pengendalian dan operasional seluruh fungsi yang ada dalam sistem IFMIS.  
Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa proses pengembangan kapabilitas 
Unit Pengelola IFMIS meliputi tiga aspek utama, yaitu pertama aspek proses 
bisnis, yang mengkontruksikan aturan bisnis dan mengintegrasikan keseluruhan 





Kedua adalah pada aspek infrastruktur yang mendukung sistem IFMIS. Ketiga 
adalah aspek sistem aplikasi yang merupakan sistem IFMIS itu sendiri, dimana 
dalam aspek ini proses operasionalisasi dan  rangkaian pelatihan pengguna 
merupakan dua komponen utama.  
Ruang lingkup kerja Unit Pengelola IFMIS adalah meliputi seluruh pengguna 
di DJPBN (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara) dan seluruh kantor 
vertikal baik berupa KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), maupun 
kantor wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia. Unit Pengelola IFMIS juga 
bertanggungjawab terhadap seluruh pengguna IFMIS di DJA (Direktorat Jenderal 
Anggaran). 
Terkait dengan Kementerian dan Lembaga lainnya yang terintegrasi dengan 
sistem IFMIS, Unit Pengelola IFMIS mempunyai tanggungjawab pembinaan 
pengguna diseluruh Kementerian dan Lembaga lainnya diluar Kementerian 
Keuangan. Dalam hal ini Unit Pengelola IFMIS, akan memberikan pelatihan dan 
dukungan terhadap fungsi-fungsi sistem IFMIS yang dapat diakses oleh 
Kementerian dan Lembaga yang bersangkutan.  
 
5.1.3 ERP COTS yang dipergunakan dalam proses pengembangan 
kapabilitas Unit Pengelola IFMIS  
ERP COTS yang dipergunakan dalam pengembangan sistem IFMIS ini 
adalah Oracle Financials Release 12 dan Oracle Hyperion. Guna memenuhi 
kebutuhan bisnis (business requirements) sistem IFMIS di Indonesia, maka 
kustomisasi dilakukan pada Oracle Financials dan Oracle Hyperion. Hasil 
kustomisasi menghasilkan beberapa modul yang tergabung dalam dua sistem 
utama baik Sistem Penyiapan Anggaran (Budget Preparation) maupun Sistem 





sistem IFMIS yang dikembangkan di  Indonesia. Adapun modul-modul tersebut 
yaitu : 
1. Sistem Penyiapan Anggaran (Budget Preparation), yang terdiri atas tiga 
modul utama yang dibangun dengan platform Oracle Hyperion yaitu : 
-  Modul  APBN dan PNBP 
-  Modul  B-Flow (Budget Flow) dan 
-  Modul  MONEV (Monitoring dan Evaluasi)  
 
2. Sistem Pelaksanaan Anggaran (Budget Execution), terdiri atas enam 
modul utama, yang dibangun dengan platform Oracle Financials yaitu : 
-  Modul Manajemen DIPA (Management of Spending Authority) 
-  Modul Manajemen Komitmen (Commitment Management) 
-  Modul Manajemen Pembayaran (Payment Management) 
-  Modul Penerimaan Negara (Government Management) 
-  Modul Manajemen Kas (Cash Management) 
-  Modul Buku Besar dan Pelaporan (General Ledger and Reporting) 
 
5.2 Hasil Penelitian  
Hasil penelitian dalam laporan penelitian AR ini, disajikan dalam urutan fase, 
sesuai dengan proses alami pelaksanaan penelitan yang telah dilakukan, yaitu 
dalam tiga fase yang berkesinambungan. Ketiga fase tersebut yaitu, (i) fase I – 
Periode Manajemen Perubahan (Change Management Period), (ii) fase II – 
Periode transisi dari  manajemen perubahan ke pelatihan (Transition from 
Change Management to Training period) , dan (iii) fase III – Periode Pelatihan 





Hasil penelitan mengedepankan seluruh hasil yang diperoleh dari penelitian 
AR, terkait dengan pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, baik dalam 
lingkup proses yang ditempuh, keluaran (output) dari setiap tahap penelitian AR, 
termasuk refleksi dari setiap fase. Pelaporan hasil penelitian AR, yang 
menyertakan proses penelitian secara rinci (sesuai dengan batasan persetujuan 
dengan partisipan) serta pemahaman atas apa yang telah dilakukan (refleksi), 
dan hasil (output) penelitian adalah sesuai dengan yang dimaksud oleh Carr dan 
Kemmis (1986), sebagai hasil dari proses pencarian dan penyelidikan AR.  
Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini, dilakukan baik sebelum 
memasuki proses sirkular, maupun di dalam proses sirkular penelitian AR. 
Analisis data tidak hanya dilakukan seperti yang dimaksud oleh Miles et al., 
(1994), terhadap data yang telah terdokumentasikan seperti dokumen Undang – 
Undang, KSJ (Keputusan Sekretaris Jenderal), berita acara hasil pertemuan atau 
MOM (Minute of Meeting), email serta laporan kegiatan (tindakan) lainnya. 
Namun analisis juga dilakukan pada jenis data pola (pattern data), berupa  
gejala-gejala yang timbul pada seluruh proses sirkular, khususnya pada 
pelaksanaan tindakan. Analisis data pola ini dilakukan, guna mendalami pola 
(pattern) yang terjadi, seperti yang dimaksud oleh Patton (2002) dan Mertens et 
al., (2004). Data pola ini dapat berupa tingkah laku peserta pelatihan, seperti 
perubahan sikap (baik positif maupun negatif), tindakan peserta selama pelatihan 
(antusiasme, diam, ataupun sikap dalam mengajukan pertanyaan, cara 
berkomentar,  dan sebagainya).  
Sebagai contoh analisis pola yang dilakukan, misalnya terhadap hasil 
observasi langsung dilapangan yang dilakukan bersama oleh advisor, team CMC 





mengikuti pelatihan menurun. Gejala yang ditunjukkan dari hasil pengamatan ini, 
kemudian segera ditindak lanjuti dengan pengumpulan dan pendalaman data 
terkait dengan menurunnya antusiasme peserta tersebut. Selanjutnya hal ini 
kemudian diikuti dengan pembahasan secara bersama, dalam sebuah 
pertemuan diakhir pelatihan disore harinya (wrap up). Hasil dari pertemuan 
dipergunakan sebagai tindakan perbaikan pada pelatihan berikutnya. 
Refleksi dalam penelitian AR merupakan bentuk kesimpulan yang diperoleh 
dari setiap fase penelitian, yang dapat menjadi pembelajaran ataupun 
pengetahuan yang diperoleh selama proses pelaksanaan penelitian. Uraian hasil 
penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi atau alternatif model yang dapat 
dipergunakan sebagai referensi dalam proses pengembangan kapabilitas Unit 
Pengelola IFMIS.  
   
5.2.1 Fase I – Periode Manajemen Perubahan (Change Management 
Period ) 
Periode manajemen perubahan merupakan periode penelitian fase I dalam 
penelitian ini. Periode fase I ini, didasarkan pada periode penerapan IFMIS yang 
dimulai saat pelaksanaan BPR(Business Process Reengineering) hingga 
pertengahan kustomisasi ERP-COTS (COTS Development). Secara umum 
periode manajemen perubahan dimaksudkan untuk (i) Membangun kesadaran 
para pemangku kepentingan (stakeholders) tentang visi, tujuan, dan manfaat dari 
penerapan IFMIS, (ii) Membangun persepsi, kemauan adaptasi,  meningkatkan 
komitmen serta keikutsertaan pemangku kepentingan, dalam seluruh aspek 
penerapan IFMIS. Pemangku kepentingan adalah seluruh individu yang terlibat 





Pada fase ini aktifitas pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah, 
mengkomunikasikan gambaran umum mengenai metode penelitian AR kepada 
team CMC (diwakili oleh ketua team), dan diskusi khusus dengan perwakilan 
TP2 dan TP1 secara informal. Hal ini dilakukan untuk memastikan, agar  ide dan 
proses-proses yang akan dilalui dalam penelitian yang melibatkan mereka, 
dipahami secara baik. Diskusi khusus informal yang peneliti lakukan dengan 
team TP2 dan TP1, dimaksudkan guna lebih mendekatkan peneliti dengan pola 
kerja kedua team tersebut. Hal ini selanjutnya digunakan untuk mensingkronkan 
pendekatan penelitian yang ditempuh peneliti, dengan program dan agenda kerja 
di kedua team tersebut, sekaligus guna menghindari kesalahpahaman.  
Dalam rangka mengefektifkan proses pelaksanaan penelitian, peneliti 
membangun tahapan penelitian di fase I ini, sesuai dengan kerangka konsep 
model penelitian yang telah disampaikan di Bab III. Adapun tahapan penelitian 
































Penelitian pada fase I, dilakukan dengan memperhatikan beberapa unsur 
lainnya sebagai inputan dalam keseluruhan tahapan penelitian AR, yang diawali 
oleh tahap diagnosis. Inputan tersebut meliputi kondisi awal (initial condition) 
organisasi, program pelatihan pada fase I (Phase I programs). Kondisi awal 
organisasi merupakan hasil studi, wawancara singkat dan observasi awal, yang 
dilakukan sebelum penelitian AR dilakukan. Studi dilakukan pada informasi 
rencana organisasi dalam kerangka penerapan IFMIS. Sedangkan observasi 
awal dan wawancara singkat, dilakukan di minggu pertama Januari 2012. 
Wawancara singkat dilakukan dengan ketua team CMC dan ketua seksi 
manajemen perubahan. Wawancara singkat tersebut dilakukan secara informal, 
dan berkembang menjadi sebuah diskusi dengan bahasan pokok pada kondisi 
manajemen perubahan yang sedang dilakukan dan gambaran umum lingkup 
penerapan IFMIS. Hasil studi dan observasi awal menunjukkan dua hal penting 
yaitu tentang manajemen perubahan, dan keinginan akan realisasi 
pengembangan sumberdaya manusia terkait pengelolaan sistem IFMIS. Hal ini 
terlihat dari kutipan pernyataan dalam wawancara singkat tersebut dibawah ini.  
―Organisasi sedang melakukan berbagai agenda manajemen perubahan, 
baik di tingkat pelaksana, supervisor maupun manajemen puncak. 
Diharapkan segera dilanjutkan dengan yang lebih riil (nyata:redaksi) terkait 
dengan pemberdayaan sumberdaya manusianya dalam pengelolaan sistem 
baru. Proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, diharapkan 
segera dimulai, karena manajemen puncak sering menanyakan masalah 
tentang bagaimana sistem baru akan dikelola.‖ (Sumber : Diolah dari hasil 
studi dan wawancara singkat dengan ketua team CMC dan ketua Seksi 
manajemen perubahan, Januari 2012). 
 
 
Inputan diagnosis berupa program pelatihan fase I, merupakan kerangka 
rencana pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS yang bersifat high 





penerapan IFMIS di masing-masing fase (lihat Bab III, bagian 3.2.2). Program 
pelatihan ini akan disesuaikan, direvisi, atau diperbaruhi mengikuti perubahan 
yang terjadi dalam organisasi yang cenderung dinamis. Secara inti program 
pelatihan pada fase I ini terdiri dari beberapa program yang tergolong dalam 
manajemen perubahan seperti rangkaian seminar terkait dengan peningkatan 
kemampuan pengguna dan pengelola sistem IFMIS.    
Selain itu unsur lainnya yang diperhatikan adalah, status pengembangan 
sistem aplikasi (COTS Customization status) dan status program pelatihan 
(Training Program Status). Data dan informasi terkait status pengembangan 
kapabilitas yang diperoleh di awal fase I ini, menunjukkan masih dalam proses 
penyiapan kustomisasi. Status  program pelatihan adalah sebuah dokumen yang 
berisikan akumulasi seluruh data dan informasi pelaksanaan pelatihan Unit 
Pengelola IFMIS.  
Dokumen status program pelatihan secara administratif dikelola oleh Team 
CMC. Terkait dengan proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, 
dari team CMC, diperoleh data dan informasi bahwa belum ada pelaksanaan 
program pelatihan terkait langsung dengan teknis operasional pengelolaan 
sistem IFMIS.  Namun terdapat dua inisiatif awal yang didokumentasikan dalam 
program pelatihan fase I ini, yaitu (i) pelatihan anggota Unit Pengelola IFMIS 
akan diberikan berbasis peran (role-based), (ii) metode pengembangan 
kapabilitas anggota Unit Pengelola IFMIS adalah dengan metode pembelajaran 
dewasa (adult learning). Inisiatif ini merupakan kesepakatan yang telah ada 
sebelum peneliti mengajukan proposal penelitian. Kesepakatan tersebut 
merupakan hasil keputusan antara organisasi dengan team konsultan 







Di tahapan diagnosis fase I ini, penelitian diawali dengan pengumpulan 
dokumen yang relevan dengan proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola 
IFMIS dan melakukan analisis terhadap seluruh dokumen tersebut. Analisis 
dokumen sangat penting dalam mengetahui latar belakang, arah dan tujuan 
pengembangan Unit Pengelola IFMIS, regulasi yang dipergunakan, pemangku 
kepentingan (stakeholders) yang terlibat, kesiapan sumberdaya manusia secara 
umum dan kerangka penerapan yang telah dibuat sebelumnya.  
Analisis dokumen juga diikuti dengan pengumpulan beberapa data yang 
tidak terdapat dalam dokumen, namun diperlukan. Data tersebut antara lain 
terkait dengan kesiapan sumberdaya manusia, khususnya yang diajukan dalam 
KSJ 2211, dan kesiapan organisasi dalam mendukung proses pengembangan 
kapabilitas Unit Pengelola IFMIS. Tabel 5.1 memperlihatkan dokumen utama 
yang dianalisis dalam diagnosis fase I ini. 
Dalam proses diagnosis pada fase I, selain melakukan pengumpulan data 
baik dengan interviu dan observasi lapangan, peneliti juga menghadiri diskusi 
kelompok fokus (focus group), dan beberapa pertemuan baik dengan team CMC,  
maupun  dengan team  Third Party (TP1 dan TP2) yang bersifat diskusi khusus. 
Peneliti juga menghadiri pertemuan regular Komite Top Manajemen yang 
dipimpin oleh salah seorang pimpinan senior Kementerian Keuangan RI, guna 
mendapatkan data dan informasi terkait dengan pengembangan kapabilitas Unit 
Pengelola IFMIS. Hasil diagnosis pada fase I, yang terdiri atas hasil analisis 
dokumen dan hasil pengumpulan data pendukung yang diperoleh, dipergunakan 





pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS. Konsep awal ini, akan terus 
dikembangkan (elaborate) dalam rangkaian aktifitas penelitian baik di fase I 
sendiri, maupun di fase-fase berikutnya.  Tabel 5.1 menunjukkan  dokumen yang 
dianalisis, yang sekaligus menunjukkan data bagi tahap diagnosis dalam 
penelitian ini. 
Tabel 5.1  Daftar dokumen yang dipergunakan dalam analisa dokumen 
(Sumber : Data Diolah)  
Dokumen ID Penjelasan  
Ren-01 Rencana Strategis 2010-2014 DJPBN – Kemenkeu 
UU-01 UU No. 17 Tahun 2003 – Tentang Keuangan Negara 
UU-02 UU No. 1 Tahun 2004 – Tentang Perbendaharaan 
Negara 
UU-03 UU No 15 Tahun 2004 – Tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
Kep-01 KMK No.20/KM.5/2010 – Project Implementation Unit  
Kep-02 KSJ No. 2211.1/SJ/2011 – Kelompok Kerja ITSM-SPAN 
MP-01 Hasil Manajemen Perubahan (referensi) 
BP-01 Hasil Analisa BPR- Business Process Reengineering 
PB-01 Rancangan usulan Spending Authority  
PB-02 Rancangan usulan Budget Commitment 
PB-03 Rancangan usulan Payment Management 
PB-04 Rancangan usulan Government Receipt 
PB-05 Rancangan usulan Cash Management 
PB-06 Rancangan usulan General Ledger and Reporting 
 
Kelompok diskusi yang dilaksanakan dalam penelitian ini, khususnya yang 
dihadiri oleh peneliti di tahap diagnosis terbagi sesuai dengan tingkatan peserta, 
yaitu untuk partisipan senior dan partisipan di tingkat supervisor. Beberapa 
partisipan di kelompok senior juga menjadi anggota dikelompok diskusi di 
kelompok supervisor. Kelompok diskusi yang dihadiri peneliti di tahap diagnosis 
fase I ini, merupakan inisiatif team CMC dan advisor. Pembagian kelompok 
peserta juga dilakukan pada pertemuan-pertemuan regular. Pola diskusi 
berjenjang ini tidak hanya mengadopsi budaya yang ada dalam organisasi, tetapi 
juga membantu peneliti dalam mengkomunikasikan ide baik ditingkat bawah 





diskusi yang dimaksud. Dalam tabel 5.2 ini,  nama peserta dan identitas tertentu 
tidak dicantumkan sesuai dengan kesepakatan peneliti dan partisipan. 
Keterangan jabatan dan unit yang disertakan sebagai penanda kelompok (senior 
atau supervisor) dan unit asal peserta. 
 
Tabel 5.2   Daftar peserta kelompok diskusi dengan kelompok senior dan 
kelompok supervisor (Sumber : Data diolah) 
Kelompok 
DIskusi 
Identitas Peserta Jabatan Unit asal Kode 
Partisipan  































































Identitas Peserta Jabatan Unit asal Kode 
Partisipan  

























































































Dari serangkaian proses diskusi, kelompok fokus, dan beberapa pertemuan, 
di awal keterlibatan peneliti lebih banyak mendengar, melakukan pengamatan 
mendalam dan self-reflection. Di beberapa pertemuan berikutnya, keterlibatan 
peneliti lebih partisipatif dan kolaboratif, khususnya pada pertemuan regular dan  
diskusi. Self-reflection dilakukan peneliti dengan membuat rangkuman dari setiap 
diskusi kelompok maupun pertemuan, terkait dengan hal-hal yang menyangkut 
kesiapan organisasi dalam membangun Unit Pengelola IFMIS, dan khususnya 
proses pengembangan kapabilitas dari setiap posisi yang ada didalamnya. 
Selanjutnya hasil rangkuman tersebut di sisipkan dalam hasil pertemuan atau 
MOM guna mendapatkan tanggapan dari setiap peserta diskusi atau pertemuan. 
Hal ini dilakukan sebagai upaya peneliti mempergunakan kebiasaan organisasi, 





Dari proses diagnosis di fase I ini diperoleh dua masalah utama   yaitu  : 
1. Organisasi belum memiliki struktur organisasi Unit Pengelola IFMIS 
secara formal, yaitu yang disahkan dengan sebuah keputusan khusus. 
Struktur organisasi (dari TP2) masih berupa sebuah usulan tanpa 
dilengkapi penjabaran peran dan tanggungjawab secara jelas. 
2. Organisasi belum memiliki dokumen lengkap pengembangan kapabilitas 
Unit Pengelola IFMIS, yang menggambarkan kapabilitas apa saja yang 
akan dikembangkan, metode pengembangan (termasuk pelatihan) dan 
rencana dukungan terkait lainnya.   
 
Khusus mengenai masalah utama yang kedua seperti telah disebutkan 
diatas, juga diperkuat dengan hasil interviu peneliti dengan manajemen senior 
yang juga merupakan salahsatu penanggungjawab pelaksanaan penerapan 
IFMIS di tingkat operasional program (hasil Interviu seperti terlihat pada lampiran 
6). Terkait dengan kedua masalah utama diatas team CMC, TP2 dan advisor 
melakukan serangkaian pertemuan, guna membahas kedua hal tersebut. 
Pembahasan perlu dilakukan guna memperoleh data yang lebih rinci, guna 
mendukung proses penyusunan tindakan di tahap berikutnya. Dari serangkaian 
pertemuan tersebut, disepakati beberapa keputusan antara lain (Sumber : 
Disarikan dari MOM  – Pertemuan regular CMC, 12 Januari 2012)  : 
1. Struktur Unit Pengelola IFMIS yang diajukan oleh TP2, akan direview 
oleh TP2 dan advisor .  
2. TP2 dan advisor perlu memperjelas dan menjabarkan peran dan 





3. Penentuan fungsi dan peran akan ditentukan dengan memperhatikan 
seluruh kebutuhan operasional sistem IFMIS dan dukungan terhadap 
pelatihan pengguna sistem. 
4. Pola pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, akan 
mengadopsi konsep transisi, dimana pendekatan dengan memberikan 
pemahaman konsep, akan selalu diberikan sebelum keahlian yang 
bersifat teknis di praktekkan. 
5. Pola pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, akan selalu 
memperhatikan kedinamisan kondisi dan situasi yang berkembang 
dalam proses penerapan IFMIS, khususnya yang disebabkan oleh status 
kustomisasi ERP-COTS. 
6. Pola pelatihan dalam rangka peran anggota Unit Pengelola IFMIS 
sebagai pelatih para pengguna, akan dilakukan dalam bentuk TOT 
(Training of Trainers) 
 
5.2.1.2 Penyusunan Rencana Tindakan 
Dari hasil proses diagnosis terhadap kondisi organisasi dan dokumen 
pendukung proyek penerapan IFMIS yang telah disebutkan diatas, kemudian 
dilakukan beberapa pertemuan dengan team CMC, guna membahas usulan 
rencana tindakan. Proses penyusunan rencana tindakan dilakukan berdasarkan 
seluruh keputusan yang telah ditetapkan pada tahap diagnosis, dan dengan 
mempertimbangkan prioritas dan kemungkinan pelaksanaan. Penentuan prioritas 
dan kemungkinan pelaksanaan dilakukan dengan inputan kondisi dan situasi 





berdasarkan kondisi terbaru organisasi, adalah pola kerja yang umum dilakukan 
dalam organisasi.   
Diperlukan tiga pertemuan intensif guna membahas rencana tindakan yang 
tepat dan sesuai dengan kondisi organisasi saat itu, dimana team CMC dan 
organisasi sedang fokus pada BPR. Dari keseluruhan proses dalam tahap 
penyusunan rencana tindakan ini diperoleh beberapa rencana tindakan. Adapun 
rencana tindakan yang disusun dalam fase I ini meliputi : 
1. Penetapan struktur organisasi Unit Pengelola IFMIS 
2. Penentuan peran dan tanggungjawab setiap posisi pada struktur Unit 
Pengelola IFMIS 
3. Penyusunan kompetensi yang harus dimiliki setiap posisi pada struktur 
Unit Pengelola IFMIS, sebagai dasar pengembangan kapabilitas. 
4. Penyusunan konsep awal pelaksanaan pengembangan kapabilitas Unit 
Pengelola IFMIS yang lebih jelas, termasuk didalamnya pola adopsi 
kondisi dan situasi organisasi, serta konsep TOT yang akan 
dikembangkan. 
 
5.2.1.3 Pelaksanaan Tindakan 
 
Dalam proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS yang diteliti 
ini, tidak terhindarkan adanya beberapa pendapat yang berbeda. Terkait dengan 
dengan program pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, ditemui 
beberapa pemangku kepentingan (stakeholders) yang memiliki pengaruh dan 
kepentingan dalam proses pengembangan kapabilitas ini. Terdapat tiga unit 
setingkat Direktorat Jenderal yang terlibat, dimana masing-masing mempunyai 





pemahaman dalam hal perencanaan, strategi pelaksanaan program 
pengembangan kapabilitas, diperlukan adanya beberapa kesepahaman dan 
konsensus diantara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Dalam rangka 
membangun kesepahaman dan konsensus diantara beberapa pemangku 
kepentingan ini, peneliti dan team CMC menyelenggarakan forum kelompok 
diskusi, dengan berbagai tema sesuai dengan isu dan masalah yang dihadapi.   
Terkait dengan masalah yang bersifat lebih teknis, misalnya dalam 
penentuan kompetensi, daftar kapabilitas pada posisi infrastruktur dan sistem 
aplikasi, team CMC dan peneliti berinisiatif menyelenggarakan serangkaian 
diskusi dengan tehnik Delphi. Dalam diskusi tersebut beberapa ahli, baik dari 
TP1 maupun dari luar organisasi (khususnya dari pemasok Oracle), di undang. 
Diskusi dilakukan agar pemahaman team CMC terhadap isu dan masalah yang 
bersifat sangat teknis dapat dipahami dengan baik.   
 
a. Penetapan struktur organisasi Unit Pengelola IFMIS 
Dalam beberapa pertemuan dengan team CMC, TP2 dan advisor disepakati 
bahwa struktur organisasi yang akan diusulkan terdiri atas tiga seksi yaitu 
infrastruktur, proses bisnis dan sistem aplikasi. Sebelumnya dalam pertemuan 
awal dari serangkaian pertemuan yang membahas struktur organisasi, peneliti 
mengusulkan empat seksi yaitu tiga seksi seperti yang telah disebutkan diatas 
dan seksi manajemen dan dukungan penguna. Namun dipertemuan akhir, 
seluruh partisipan dan peneliti sepakat pada tiga seksi. Pemilihan tiga seksi 
mempertimbangkan kondisi organisasi, termasuk diantaranya kekurangan jumlah 
personel yang dimiliki organisasi. Secara lengkap struktur yang diusulkan adalah 
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Gambar 5.2 Struktur Organisasi Unit Pengelola IFMIS (Sumber : Data 
diolah) 
 
Struktur organisasi Unit Pengelola IFMIS yang diusulkan terdiri dari seluruh 
posisi dengan kapabilitas masing-masing, guna mengelola seluruh fungsi sistem 
IFMIS, baik sistem Penyiapan Anggaran maupun sistem Pelaksanaan Anggaran. 
Adapun posisi pada seksi Infrastruktur terdiri dari beberapa posisi sebagai 
berikut : 
1. EBS Application Technician. Posisi ini mempunyai tanggungjawab di 
area infrastruktur pendukung sistem aplikasi IFMIS, yaitu server-server 
sistem aplikasi IFMIS (IBM AIX) pada sistem Pelaksanaan Anggaran 
(EBS Oracle Financial Release 12). Jumlah total server untuk sistem 
Pelaksanaan Anggaran yang dikelola untuk persiapan Go-Live adalah 
enambelas server terpasang.   
2. Hyperion Technician Application. Posisi ini mempunyai tanggungjawab 





sistem aplikasi IFMIS (Windows 2000 Server) pada sistem Penyiapan 
Anggaran (Oracle Hyperion). 
3. EBS DBA (Database Administrator). Mempunyai area kerja dan 
tanggungjawab pada instalasi server DBMS Oracle yang mendukung 
sistem informasi IFMIS sistem Pelaksanaan Anggaran. 
4. Hyperion DBA. Mempunyai area kerja dan tanggungjawab pada instalasi 
server DBMS Oracle yang mendukung sistem informasi IFMIS sistem 
Penyiapan Anggaran. 
5. Facilities Engineer. Bertanggungjawab pada seluruh fasilitas di DC (Data 
Center) dan DRC (Disaster Recovery Center), seperti AC, Room 
Security Systems dan sebagainya.  
6. Remote Support Engineer. Memberikan dukungan pemeliharaan pada 
kantor cabang-kantor cabang yang ada, baik KPPN maupun Kanwil.  
7. Network Engineer. Bertanggungjawab pada seluruh jaringan yang ada 
baik LAN maupun WAN.  
8. Hardware Engineer. Mempunyai area kerja mengelola seluruh perangkat 
keras, termasuk perawatan dan pemasangan server, dan peralatan 
komunikasi lainnya.  
9. Security Engineer. Bertanggungjawab pada keamanan sistem, baik 
jaringan maupun peralatan yang ada di DC dan DRC.  
10. Software Engineer. Bertanggungjawab pada seluruh aplikasi software 
selain sistem aplikasi IFMIS, seperti Bluecoat, Tivoli Backup, Anti virus, 
dan sebagainya, baik yang ada di DC maupun di DRC. 
11. Support Engineer. Posisi ini menjalankan peran sebagai engineer 





pelaksanaan anggaran. Posisi ini terdiri dari lebih dari satu orang 
disesuaikan dengan lingkup kerja.  
 
Di seksi Proses Bisnis terdapat beberapa posisi yang khusus mengelola 
integrasi proses bisnis, yaitu sebagai berikut : 
1. Senior Business Analyst – Treasury. Posisi ini menjalankan peran 
sebagai analist integrasi proses bisnis di area pelaksanaan anggaran. 
2. Senior Business Analyst-Budget Planning. Posisi ini menjalankan peran 
sebagai analist integrasi proses bisnis di area penyiapan anggaran. 
3. Senior Business Analyst SATKERs. Posisi ini menjalankan peran 
sebagai analist integrasi proses bisnis di area yang berhubungan 
dengan satuan kerja (Kementerian dan Lembaga) baik di sistem 
penyiapan anggaran maupun di pelaksanaan anggaran.  
4. Support Business Analyst (Treasury, Budget, SATKERs). Posisi ini 
menjalankan peran sebagai analist pendukung, yang membantu Senior 
Business Analyst  dalam  area integrasi proses bisnis di area penyiapan 
anggaran, pelaksanaan anggaran dan yang berhubungan dengan 
satuan kerja. 
 
Didalam seksi Sistem Aplikasi pada struktur organisasi Unit Pengelola IFMIS 
ini terdapat beberapa posisi, yaitu sebagai berikut : 
1. EBS Module Expert. Bertanggungjawab dalam mengelola setiap modul 
sistem IFMIS pada sistem Pelaksanaan Anggaran. EBS Module Expert, 





mereka, dipilih unutk menjadi administrator sistem (Systems 
Administrator). 
2. Hyperion Expert. Bertanggungjawab dalam mengelola setiap modul 
sistem IFMIS pada sistem Penyiapan Anggaran. Hyperion Expert, terdiri 
dari minimal 2 personel untuk setiap modul, dan salah satu dari mereka, 
dipilih unutk menjadi administrator sistem (Systems Administrator). 
3. EBS Module Support. Bertanggungjawab dalam memberikan dukungan 
kepada EBS Module Expert.  
4. Application Trainer. Melakukan seluruh pelatihan terhadap pengguna. 
Dalam keadaan sesungguhnya posisi ini juga diisi oleh beberapa 
personel yang sama dari EBS Module Expert, Hyperion Expert, dan EBS 
Module Support. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan personel 
 
Selanjutnya sesuai dengan mekanisme di organisasi, rencana yang telah 
disetujui dalam pertemuan dengan team CMC, akan di teruskan ke tingkat 
selanjutnya (escalation), guna mendapat persetujuan, baik dalam hal kebijakan 
maupun pendanaan. Sedangkan terkait dengan legalitas struktur Unit Pengelola 
IFMIS, partisipan melakukan pengajuan penerbitan regulasi sesuai dengan 
proses internal organisasi, mengacu pada bentuk struktur yang diusulkan. 
Pengajuan ini memerlukan draft  tugas dan tanggungjawab setiap posisi yang 
ada pada struktur Unit Pengelola IFMIS. 
Pada saat yang sama team CMC dan advisor, juga merancang beberapa 
pertemuan dalam bentuk forum kelompok diskusi, guna membangun kesadaran 
awal (awareness), sosialisasi ide dan maksud penetapan struktur organisasi. 





relevan sesuai dengan jenis dan jenjang karyawan yang di undang. Dari setiap 
kelompok diskusi dan seminar, team CMC dan peneliti menyebarkan kuesioner 
guna mendapatkan respon dan umpan balik (feedback), dari setiap peserta. 
Secara umum tanggapan peserta adalah senada, seperti salahsatu respon yang 
dikutip dibawah ini : 
―Memang dalam penerapan sistem besar seperti SPAN ini diperlukan 
sebuah unit atau direktorat yang baru. Namun kita para calon personel yang 
akan ikut didalamnya perlu mendapat penjelasan yang lebih detil terkait 
proses-proses setiap subunit yang ada didalamnya. Jadi saya kira seminar 
atau konser perlu diadakan guna lebih mem-followup inisiatif ini‖ 
(Tanggapan salah satu peserta seminar, 7 Februari 2012)   
(Penjelasan : SPAN adalah nama IFMIS yang diterapkan di Indonesia, 
konser : konsinyering)  
 
 
b. Peran dan Tanggungjawab setiap posisi pada Struktur Organisasi Unit 
Pengelola IFMIS 
 
Dalam rencana penyusunan peran dan tanggungjawab Unit Pengelola 
IFMIS terdapat  dua elemen yang harus dipertimbangkan yaitu peran anggota 
Unit Pengelola IFMIS sebagai pengelola sistem, dan sebagai pelatih bagi seluruh 
pengguna. Partisipan dengan bimbingan advisor, melakukan serangkaian 
pengumpulan dan telaah data yang diperlukan menyangkut tugas dan 
tanggungjawab setiap posisi, khususnya dalam aspek operasional, jenis  dan 
tingkat pengetahuan yang harus dimiliki untuk setiap posisi yang bersangkutan.  
Data teknikal prosedur operasional diperoleh dari TP1. Sedangkan pola 
operasional (manajemen pengelolaan) yang terkait peran dan tanggungjawab 
personel (jenis pengetahuan dan tingkat pengetahuan), diperoleh dari 
pembandingan data dan informasi (benchmark) ke sumberdata unit IFMIS, yang 
ada di beberapa Negara (Rusia, Selandia Baru, Australia, Perancis dan Amerika 





(vendor), termasuk dari Oracle dan beberapa penyedia layanan (provider) 
pelatihan, terkait dengan ERP-COTS yang dipergunakan dalam kustomisasi 
IFMIS juga dilakukan.  
Data dan informasi yang diperoleh partisipan kemudian didiskusikan dengan 
advisor guna menentukan draft awal peran dan tanggungjawab, kompetensi 
serta aspek jenis dan tingkat  pengetahuan dari masing-masing posisi yang ada 
pada Unit Pengelola IFMIS.  Beberapa kendala yang ditemui dalam proses ini 
adalah data yang diterima dari TP1, terkadang kurang dalam hal kedalaman data 
dan terlalu ringkas. Karena itu beberapa pertemuan regular dilakukan dengan 
team CMC, TP1 dan advisor, guna mendapatkan data dan informasi yang 
memperlihatkan area sesungguhnya yang harus dilakukan oleh setiap anggota 
Unit Pengelola IFMIS sesuai dengan karakteristik sistem yang dikembangkan 
(kustomisasi COTS).  
Dari serangkaian pertemuan dan diskusi yang dilakukan, terkait dengan 
penentuan peran dan tanggungjawab setiap posisi Unit Pengelola IFMIS 
diperoleh draft peran dan tanggungjawab untuk masing-masing posisi tersebut. 
Berikut ini diberikan salah satu peran dan tanggungjawab posisi Unit Pengelola 












Tabel 5.3  Draft peran dan tanggungjawab Unit Pengelola IFMIS (Sumber : 





c. Penyusunan Kapabilitas setiap posisi pada Struktur Organisasi Unit 
Pengelola IFMIS 
 
Dari pertemuan dengan pihak TP2, dan team CMC, serta perwakilan dari 
setiap direktorat yang terlibat, disimpulkan bahwa basis kompetensi akan 
dipergunakan sebagai dasar pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS. 
Standar kompetensi dari vendor (pemasok ERP-COTS dan pemasok seluruh 
infrastruktur pendukung), akan menjadi faktor utama yang dipertimbangkan 
dalam mendukung peran Unit Pengelola IFMIS sebagai pengelola sistem. 





kesepakatan harus berdasarkan pada masing-masing peran pengguna (users 
role-based).  
Terkait dengan proses penentuan peran sebagai pelatih bagi para 
pengguna, beberapa pertemuan dan diskusi dilakukan oleh advisor dengan team 
TP1 dan  team CMC, guna memperjelas gambaran aktifitas apa saja yang harus 
dilakukan oleh partisipan. Advisor dan partisipan melakukan telaah bersama 
terhadap struktur organisasi baru yang merupakan dampak dari penerapan 
IFMIS. Terdapat tiga kelompok pengguna terdampak dari penerapan IFMIS yaitu 
kantor cabang (KPPN), kantor wilayah (Kanwil) dan kantor pusat. Dari telaah 
proses bisnis dan sistem aplikasi, 80 persen dari proses bisnis di kantor cabang 
adalah baru, dan kantor wilayah dan kantor pusat hampir 90 persen adalah baru. 
Hal ini mengindikasikan besarnya tantangan dalam pengembangan kapabilitas 
Unit Pengelola IFMIS.  
Dari serangkaian telaah bersama dengan team CMC, advisor  mengajukan 
prososal tahapan proses dalam penentuan kompetensi Unit Pengelola IFMIS 
dalam perannya sebagai pelatih seluruh pengguna sistem. Proposal dibangun 
dengan terlebih dahulu melakukan telaah penerapan IFMIS (baik proses yang 
telah dilakukan maupun yang belum), dan diskusi dengan TP1 sebagai 
pengembang yang melakukan kustomisasi ERP-COTS. Aktifitas ini dilakukan 
secara bersama dengan team CMC. Proposal tersebut didiskusikan dan di telaah 
dalam beberapa pertemuan dengan melibatkan TP2, CMC Team dan advisor. 
Gambar 5.3 menunjukkan hasil pertemuan yang merupakan tahapan yang akan 
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Gambar 5.3 Tahapan penentuan kompetensi pengguna sistem(Sumber : 
Data diolah)  
 
Berikut ini penjelasan terkait dengan penentuan kompetensi  : 
1. Dari proses rekayasa proses bisnis atau BPR (Business Process 
Reengineering), diperoleh kebutuhan bisnis (business requirements). 
Kebutuhan bisnis meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam 
pengembangan sistem informasi IFMIS, baik arsitektur sistem (systems 
architecture), maupun aturan bisnis yang akan diterapkan 
(dikustomisasikan).  
2. Hasil BPR, kemudian akan dipergunakan sebagai dasar dalam 
melakukan restrukrisasi struktur organisasi yang terdampak oleh 
penerapan IFMIS, dalam hal ini kantor pelayanan di daerah, kantor 
wilayah, dan di kantor pusat. 
3. Selain itu hasil BPR juga dipergunakan sebagai dasar utama dalam 
melakukan pemilihan ERP-COTS yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, 
serta melakukan kustomisasi ERP-COTS. 
4. Dari struktur organisasi yang telah dibentuk, peran dan tanggungjawab 
semua posisi yang ada dalam struktur organisasi ditentukan. Dalam 
pembentukan struktur organisasi, selalu mempertimbangkan proses 





5. Dari proses kustomisasi ERP-COTS yang dilakukan, fungsi-fungsi yang 
berhubungan dengan peran pengguna di definisikan. 
6. Fungsi-fungsi peran pengguna yang telah didefinisikan (poin 5), bersama 
dengan penjelasan peran dan tanggunjawab yang telah disusun 
sebelumnya, dipergunakan dalam pembuatan SOP (Standard Operation 
Procedure), guna mendukung pelaksanaan aktifitas penggunaan sistem 
baru. 
7. Kompetensi setiap posisi yang ada dalam struktur organisasi ditentukan 
berdasarkan penjelasan peran dan tanggungjawab dan  SOP dari 
masing-masing posisi.  
8. Dari fungsi peran pengguna (poin 6), ditentukan dasar manajemen akses 
pengguna sistem baru. Hal ini diperlukan khususnya dalam memberikan 
pelatihan penggunaan sistem baru kepada pengguna. 
 
Dari serangkaian pertemuan regular, kelompok fokus diskusi yang 
dilaksanakan dalam upaya menyusunan kompetensi dan kapabilitas Unit 
Pengelola IFMIS, disusun sebuah dokumen draft yang diusulkan ke manajemen 
puncak. Tabel dibawah ini menunjukkan contoh draft kapabilitas untuk posisi 
EBS DBA.  
 
Tabel 5.4  Draft kapabilitas EBS DBA dalam Unit Pengelola IFMIS (Sumber : 
Draft usulan Unit Pengelola SPAN – ITSU) 





• Basic at less capable on startup and shutdown instance 
• Can use Basic RMAN Command 
• Knowledge of AIX/Linux/Unix/Windows shell scripting 
(e.g., bash shell), To understand Oracle Rapid Clone 
• Managing Oracle Software 









Position Capabilities Required Certification 
Required 
• Administering Users and Security 
• Managing Schema Objects 
• Performing Backup and Recovery 
• Installing Oracle and Building the Database 
• Getting Started with Oracle Enterprise Manager 
• Configuring the Network Environment 
• Managing the Oracle Instance 
• Managing Database Storage Structures 
• Monitoring and Tuning the Database 
• Automatic Storage Management 
• Management of Real Application Cluster 
• Solving uncertain Error on database 
• To understand Oracle E-Business Structure 
• Knowledge of AIX/Linux/Unix/Windows shell scripting 
(e.g., bash shell), Can use AutoConfig Command 
• Manage Concurrent processing 
• Define profile option values 
• Set up auditing 
• Implement Oracle User Management 
• Manage the Oracle E-Business Suite with Oracle 
Applications Manager 
• Set up printing 
• Manage folders 
• Implement function security 
• Implement flexfields 
• Manage Oracle Workflow 
• Carry out diagnostics and troubleshooting tools for 
Oracle E-Business Suite 
Professional  - 
Database 
(OCP)Certification 
• Oracle Essbase 
Certification 
• Oracle Applications 
DBA Certification 
• AIX Certification 












d. Konsep awal pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS 
Terkait dengan konsep pengembangan kapabilitas yang akan dilakukan, 
dan mempertimbangkan bahwa ini adalah penerapan IFMIS yang 
pertamakalinya, maka  dalam beberapa pertemuan team CMC, advisor dan TP2 





fleksibel. Fleksibilitas tersebut termasuk dalam hal prasyarat kemampuan dasar 
yang tidak terlalu kaku, dengan mempertimbangkan kemampuan awal yang 
dimiliki oleh setiap calon anggota. Juga disepakati bahwa konsep 
pengembangan dibuat (dimulai) dengan pola yang dapat segera diterapkan 
sesuai dengan kondisi dan situasi organisasi saat itu.    
Dalam diskusi lebih lanjut konsep pengembangan awal yang disepakati 
adalah seperti pada gambar 5.4. Dalam konsep ini pertamakali dilakukan 
identifikasi jenis dan tingkat pelatihan yang dibutuhkan. Untuk itu proses TNA 
(Training Need Analysis) seperti yang umumnya dilakukan pada perancangan 
kebutuhan pelatihan dilakukan. Daftar peran dan tanggungjawab, serta 
kompetensi untuk sebuah posisi yang telah didesain sebelumnya, dipergunakan 
sebagai target kebutuhan (to be) dan kriteria kemampuan untuk posisi yang 
bersangkutan. Sedangkan data kemampuan personel seperti yang ditelah ditulis 
oleh setiap peserta dalam riwayat pekerjaan atau CV (Curriculum Vitae), 
dipergunakan sebagai inputan dalam proses TNA. Hasil proses TNA berupa 
kesenjangan (gap) antara kemampuan saat ini (sesuai CV), dengan kemampuan 
yang dibutuhkan oleh posisi yang dimaksud. TNA juga akan memberikan 
pelatihan apa saja yang harus ditempuh oleh personel untuk posisi tertentu. 
Selanjutnya bila hasil proses TNA memperlihatkan adanya kemampuan 
yang belum terpenuhi sesuai syarat yang diajukan oleh TP1, maka pelatihan 
awal (pre-requisites) tertentu akan dilakukan, guna memenuhi prasyarat 
kemampuan, sebelum dilakukan pelatihan IFMIS yang telah direncanakan. 
Pelatihan awal atau pelatihan prasyarat, merupakan kesepakatan yang diperoleh 
dari pertemuan khusus advisor, team CMC dan TP1, setelah melihat penjelasan 





masalah yang akan timbul jika tingkat kemampuan pengetahuan dan keahlian 
yang disyaratkan dalam rencana pelatihan IFMIS (IFMIS Training Plan), tidak 
terpenuhi secara baik. Peserta akan sulit menerima pelatihan IFMIS yang 
bersifat pelatihan tingkat lanjut, sedangkan pelatih (dalam hal ini team TP1) 
















Terkait dengan pola TOT yang akan dikembangkan dalam proses pelatihan 
Unit Pengelola IFMIS dalam perannya sebagai pelatih, team CMC dan advisor 
sepakat untuk membuat draft TOT dalam bentuk role-based. Untuk itu diperlukan 
beberapa rincian mengenai hasil kustomisasi ERP-COTS sebagai data utama 
dalam membangun model pelatihan berbasis peran (role-based). Dari pertemuan 
dengan TP1, diperoleh informasi bahwa data rinci mengenai hal tersebut akan 
diberikan di fase II (sirkular-spiral AR), hal ini disebabkan oleh luasnya aspek 








5.2.1.4  Evaluasi 
Evaluasi dilakukan dengan maksud mendapatkan informasi nyata hasil 
pelaksanaan tindakan, maupun isu dan masalah yang timbul dalam 
pelaksanaannya. Hasil evaluasi dipergunakan dalam pengendalian pelaksanaan, 
agar proses pelaksanaan tindakan tetap pada jalur yang sesuai. Dalam proses 
evaluasi ini,  peneliti melakukan pengamatan (observasi) dan pemantauan 
(monitoring) terhadap keseluruhan rangkaian proses pelaksanaan tindakan. 
Observasi dilakukan dengan maksud melihat secara langsung proses 
pelaksanaan tindakan, guna mendapatkan data mengenai ruang lingkup 
tindakan terkait dengan proses evaluasi dalam tahapan AR.  Pemantauan 
merupakan bentuk pengawasan dimana peneliti dapat hadir (dalam pelaksanaan 
tindakan) maupun tidak, tetapi tetap dapat melakukan penilaian (analisis) 
terhadap kondisi yang sedang berlangsung melalui laporan yang diperoleh 
(email, website). Dalam proses penelitian ini, advisor memanfaatkan CE 
(Collaborative Environment), yaitu website yang dibangun sebagai pusat 
information sharing, bagi seluruh key stakeholders dalam proses pengembangan 
kapabilitas Unit Pengelola IFMIS.   
Proses observasi dan pemantauan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan proses evaluasi, begitu pula proses evaluasi terkait erat 
dengan pelaksanaan tindakan. Karena itu proses evaluasi yang dilakukan dalam 
proses penelitian ini sering menjadi bagian semi close-loop dengan pelaksanaan 
tindakan (action). Dalam setiap detil pelaksanaan tindakan, observasi dan 
pemantauan dilakukan guna melihat sejauh mana hasil yang diperoleh. Hal ini 
selanjutnya dipergunakan dalam proses evaluasi. Gambar 5.5 menggambarkan 
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Gambar 5.5 Observasi, pemantauan dan evaluasi dalam penelitian AR 
Unit Pengelola IFMIS (Sumber : Data diolah)  
 
Data observasi merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, 
karena itu data tersebut sering cenderung subyektif (Cohen et al., 2007). Terkait 
dengan hal tersebut, maka seluruh data observasi yang diperoleh dalam 
penelitian ini selalu di masukkan dalam proses triangulasi, disamping self-
reflection yang dilakukan oleh peneliti, terhadap temuan-temuan yang perlu 
mendapat penjelasan dari pihak lainnya. Proses triangulasi dilakukan dengan 
mekanisme seperti pada gambar 5.5, dalam hal ini data dari team CMC, TP1 dan 
advisor, dicocokkan (cross-check), baik dalam kelompok diskusi maupun 
pertemuan regular. Dalam pertemuan tersebut pihak advisor, team CMC, 
maupun TP1 menjelaskan maksud data hasil pengumpulan masing-masing. 
Perdebatan kadang muncul, terkait dengan ditemukannya jenis data yang sama, 
namun dengan nilai berbeda. Hasil akhir dari proses ini, merupakan data yang 
diakui secara bersama oleh seluruh pihak. Metode triangulasi ini selalu dilakukan 
pada setiap pertemuan atau diskusi yang membahas hasil pelaksanaan 
tindakan. Dengan melakukan tindakan tersebut (triangulasi), setiap temuan ter-





Terkait dengan pelaksanaan tindakan, khususnya yang terkait penetapan 
struktur organisasi, penentuan peran dan tanggungjawab serta penentuan 
kompetensi pada setiap posisi Unit Pengelola IFMIS, peneliti bersama dengan 
TP2 melakukan pertemuan secara regular dua mingguan. Hal ini dilakukan guna 
mengevaluasi tingkat pelaksanaan, isu serta masalah yang timbul.  Pembahasan 
menyangkut struktur organisasi, peran dan tanggungjawab, dilakukan dalam 
kelompok diskusi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan kunci dari 
direktorat yang terlibat. Hal ini dilakukan karena dari pertemuan awal dan 
pengamatan bersama team CMC, TP2 dan peneliti, diidentifikasikan adanya 
perbedaan mengenai peran yang harus diambil (pembagian peran) dari masing-
masing pemangku kepentingan.  
Dalam proses evaluasi, secara umum diperoleh temuan berupa, pendekatan 
dan komunikasi sangat diperlukan dalam menunjang proses pemahaman 
maksud dan tujuan penetapan Unit Pengelola IFMIS. Diperlukan beberapa 
pertemuan yang bersifat personal dengan key stakeholders, dan pertemuan 
lintas direktorat dalam bentuk konsinyering guna memastikan seluruh pemangku 
kepentingan memahami ide pokok dalam penetapan Unit Pengelola IFMIS. Hasil 
akhir yang diperoleh secara umum, berupa kesepakatan dan konsensus yang 
dipergunakan dalam penetapan struktur organisasi Unit Pengelola IFMIS, serta 
proses yang akan dilaksanakan dalam pengembangan kapabilitas seluruh 
anggotanya. 










5.2.2 Fase II – Periode Transisi  dari Manajemen Perubahan ke Pelatihan 
(Transition from Change Management to Training period) 
Fase II dalam penelitian ini merupakan lanjutan dari fase I. Tidak ada jeda 
waktu antara periode fase I dan fase II. Fase II dalam penelitian ini dimulai pada 
pertengahan proses kustomisasi ERP-COTS hingga awal proses simulasi sistem 
aplikasi. Dari program pengembangan kapabilitas di fase II, yang diturunkan 
(generate) dari dokumen penerapan IFMIS (Integrated CMC and Training), 
pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS di fase II ini ditujukan, untuk 
pengembangan kapabilitas teknis tingkat dasar dan tingkat lanjut. Hal ini 
diperlukan guna mendukung operasional pengelolaan sistem informasi IFMIS, 
terutama untuk seksi Sistem Aplikasi dan seksi Infrastruktur. 
Bagi seksi Proses Bisnis, fase II merupakan ajang transfer pengetahuan 
mengenai bagaimana proses kustomisasi dilakukan. Karena itu dalam fase II ini 
seksi Proses Bisnis harus dapat memanfaatkan keikutsertaannya, dengan posisi 
co-team yang bekerja sangat dekat dengan team kustomisasi. Mengingat proses 
kustomisasi hanya sekali dilakukan dalam periode penerapan, maka sikap 
antusiasme dan proaktif, dari setiap personel seksi Proses Bisnis yang terlibat 
sesuai dengan modul ERP-COTS yang menjadi bagiannya, sangat diperlukan. 
Dalam mendukung proses transfer pengetahuan dan keahlian di fase II ini, team 
CMC dan advisor menyusun pelatihan-pelatihan yang memang sangat 
diperlukan (secara selektif), guna mendukung proses transfer pengetahuan dan 
keahlian tersebut.  
Pelatihan seksi Sistem Aplikasi di fase II ini ditujukan untuk pengembangan 
kapabilitas dasar dan tingkat lanjut dalam operasional sistem, yang dibutuhkan 
dalam pelatihan operasional sistem secara menyeluruh di fase III kelak. 





pelatihan pengelolaan dasar sistem informasi IFMIS hasil kustomisasi, 
memerlukan prasyarat pelatihan EBS-Oracle Financials R 12 standar. Terdapat 
dua kelompok pelatihan guna memenuhi tujuan di fase II ini. Kelompok pertama 
terkait dengan fungsi seksi Sistem Aplikasi dalam pengelolaan operasional 
sistem IFMIS, yaitu meliputi pelatihan instalasi dan konfigurasi sistem, 
administrasi sistem (system administration), pengaturan fitur dan fungsi pada 
modul sistem (module setup), pengaturan validasi antar module (cross validation) 
dan berbagai fungsi lainnya. Kelompok kedua terkait dengan fungsi dukungan 
kepada pengguna, yaitu pelatihan proses bisnis, pelatihan pengelolaan sistem 
berbasis modul atau MBT(Module Based Training).  
Pelatihan bagi seksi Infrastruktur di fase II ini meliputi pelatihan dasar dan 
lanjut di area pengelolaan fasilitas infrastruktur pendukung operasional sistem 
IFMIS. Beberapa pelatihan yang dilakukan di fase II ini adalah pelatihan 
pengelolaan instance server, pengelolaan jaringan komputer, baik LAN (Local 
Area Network) maupun WAN (Wide Area Network). Pelatihan lainnya adalah 
pengelolaan backup server, DBMS (Database Management Systems) Server , 
dan pelatihan-pelatihan teknis yang menyangkut hardware dan software lainnya 
yang termasuk dalam area infrastruktur sistem IFMIS.   
Penelitian AR pada fase II ini, menggunakan refleksi dari fase I yang 
dikumpulkan dalam Lesson-Learned fase I, program pengembangan kapabilitas 
Unit Pengelola IFMIS pada fase II, status kesiapan (readiness) sistem aplikasi 
IFMIS (ERP-COTS), dan data rincian tingkat pelaksanaan program 
pengembangan Unit Pengelola IFMIS di fase I (Training Program Status). 
Lesson-Learned fase I dipergunakan sebagai referensi dalam setiap 





indikator kesiapan sistem aplikasi untuk dipergunakan dalam proses pelatihan 
teknikal. Gambar 5.6 memperlihatkan model penelitian AR yang dikembangkan 




























Gambar 5.6  Model penelitian  AR pada fase II 
 
 
Di awal fase II ini peneliti, team CMC, dan TP2 melakukan proses evaluasi 
menyeluruh mengenai seluruh kegiatan di fase I. Evaluasi meliputi proses 
pelaksanaan tindakan, hasil, yang diperoleh. Evaluasi yang dilakukan juga 
mencakup isu, hambatan dan masalah yang terjadi pada fase I. Beberapa 
pertemuan regular dilakukan guna membahas keseluruhan hal diatas.  Terkait 
dengan pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, hasil pertemuan 
menunjukkan beberapa hal penting antara lain : 
1. Struktur organisasi Unit Pengelola IFMIS telah disepakati, begitu juga 
dengan peran, tanggungjawab dan kompetensi, yang dijabarkan 
bersama struktur tersebut. Namun ada indikasi akan ditambahnya 





evaluasi beban kerja yang dilakukan team CMC. Penambahan ini masih 
perlu diskusi lanjut dengan unit Direktorat yang terkait. 
2. Formalisasi atau penetapan KSJ (Keputusan Sekretaris Jenderal), terkait 
dengan struktur organisasi yang baru, masih dalam proses. 
3. Proses kustomisasi ERP-COTS yang sedang berlangsung menunjukkan 
hasil yang cukup memuaskan. Hal ini terlihat dari laporan TP1 dan team  
area proses bisnis (sesuai KSJ 2211) yang menunjukkan hasil yang 
sesuai dengan kebutuhan bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Namun terdapat beberapa indikasi terkait dengan jadwal penyelesaian 
yang mungkin akan mengalami kemunduran (delay), seperti ditunjukkan 
oleh laporan aktual penyelesaiaan (plan vs actual). 
4. Terkait dengan status personel Unit Pengelola IFMIS yang telah disetujui 
(sesuai poin 1). Dalam pertemuan yang dimaksud,  disepakati bahwa 
seluruh anggota kelompok kerja sesuai dengan KSJ 2211, yang berada 
pada masing-masing seksi akan di posisikan sebagai anggota Unit 
Pengelola IFMIS, dengan tambahan anggota baru. 
5. Seluruh anggota seksi proses bisnis sesuai KSJ 2211, yang telah terlibat 
dalam proses BPR (yang telah dimulai sejak awal periode manajemen 
perubahan), akan disusun program pengembangan tersendiri mengingat 
tingkat keterlibatan dalam proses BPR. 
6. Seluruh anggota seksi infrastruktur, diidentifikasikan belum terlibat 
secara penuh, hanya sebatas koordinasi administratif, tidak spesifik 





7. Seluruh anggota seksi sistem aplikasi, diidentifikasikan belum terlibat 
secara langsung dengan proses yang terkait dengan kustomisasi yang 
sedang mulai dilakukan. 
 
Selanjutnya hasil evaluasi menyeluruh, yang diperoleh diawal fase II ini, 
dipergunakan oleh peneliti untuk memperbaruhi (updating), status inputan 
diagnosis di fase II ini. 
 
5.2.2.1 Diagnosis  
Diagnosis pada fase II ini, dilakukan dengan maksud mendapatkan 
gambaran umum dari kondisi terakhir terkait dengan Unit Pengelola IFMIS. Untuk 
maksud tersebut diatas, peneliti bersama dengan team CMC yang terkait (bagian 
pelatihan) melakukan diagnosis. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu 
melakukan serangkaian observasi dan pengumpulan data, berupa interviu guna 
mendapatkan informasi yang lebih akurat guna mendukung pendekatan yang 
ditempuh dalam pengembangan kapabilitas, khususnya program pelatihan yang 
sesuai untuk masing-masing seksi, sesuai dengan kondisinya masing-masing. 
Peneliti dan team CMC juga melakukan kelompok fokus diskusi dalam 
bentuk konsinyering untuk masing-masing seksi, guna mendapatkan data dan 
informasi yang lebih rinci dari sumber utamanya. Dengan demikian dalam 
diagnosis ini terdapat tiga kelompok diskusi yang telah dilakukan, yaitu kelompok 
diskusi yang melibatkan seluruh anggota proses bisnis dan yang terkait 
dengannya, kelompok diskusi seksi infrastruktur dan yang terkait, dan kelompok 






Dari hasil diagnosis yang dilakukan peneliti dan team CMC, diperoleh 
beberapa temuan yang akan ditindaklajuti sebagai bahan masukan dalam 
penyusunan rencana tindakan. Adapun bahan masukan yang dimaksud adalah 
sebagai berikut : 
1. Tingkat kemampuan seluruh anggota Unit Pengelola IFMIS belum 
teridentifikasi secara lengkap 
2. Dari informasi sementara yang diperoleh yaitu CV (Curriculum Vitae) 
setiap anggota Unit Pengelola IFMIS, beberapa anggota memiliki dasar 
kemampuan yang  tidak sesuai dengan posisi yang diusulkan, 
khususnya pada seksi infrastruktur. Hal ini terlihat dari CV yang diterima 
dari team CMC, dimana latarbelakang pelatihan yang telah diterima 
sebelumnya, sebagian besar tidak berkorelasi dengan posisi yang diisi 
pada Unit Pengelola IFMIS.  Misalnya posisi DBA (Database 
Administrator), dengan pelatihan MSSQL bukannya Oracle, seperti yang 
dipergunakan dalam sistem IFMIS yang diterapkan. 
3. Unit organisasi asal setiap anggota, khususnya PUSINTEK (untuk seksi 
Infrastruktur) menyatakan bahwa anggota yang dikirim untuk menjadi 
anggota Unit Pengelola IFMIS, adalah yang terbaik yang mereka miliki, 
dan tidak menghendaki penggantian personel.  
4. Belum adanya konsep mengenai program dan agenda pelatihan untuk 
setiap seksi Unit Pengelola IFMIS. 
 
5.2.2.2 Penyusunan Rencana Tindakan   
Hasil diagnosis pada fase II, kemudian dibahas oleh peneliti bersama team 





ditempuh. Dari hasil pertemuan dan diskusi yang diadakan, ditetapkan fokus 
lingkup rencana tindakan adalah sebagai berikut :  
1. Anggota seksi Proses Bisnis, akan tetap melakukan koordinasi 
(memberi dukungan) proses pengembangan (kustomisasi) sebagai 
bentuk pemantapan (familiarisasi). Dengan mempertimbangkan 
kebutuhan dalam pelaksanaan tugas seksi Proses Bisnis, akan disusun 
beberapa pelatihan khusus. Keputusan ini diambil, mengingat tingkat 
kesibukan seluruh anggota dalam mengawal proses kustomisasi yang 
dilakukan oleh team TP1.   
2. Melakukan proses TNA, dengan assessment yang akan dilakukan pada 
seluruh anggota seksi infrastruktur dan seksi sistem aplikasi, guna 
memenuhi kerangka pelatihan dasar sesuai dengan konsep 
pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS.  
3. Proses TNA untuk team proses bisnis (yang sedang bertugas) akan 
dilakukan pada saat berikutnya, mempertimbangkan tingkat kesibukan 
anggota team. Sedangkan untuk anggota baru akan mengikuti proses 
TNA yang sama seperti halnya seksi infrastruktur dan sistem aplikasi. 
4. Menentukan konsep pelatihan teknis operasional untuk seksi 
infrastruktur dan seksi sistem aplikasi yang memegang peran utama 
dalam proses operasional sistem.    
5. Melakukan pelatihan teknis operasional bagi anggota seksi infrastruktur 
6. Melakukan pelatihan teknis operasional bagi anggota seksi sistem 
aplikasi 






8. Menyusun draft awal materi pelatihan berbasis peran (Role Based 
Training).   
 
5.2.2.3 Pelaksanaan Tindakan 
a. Pelaksanaan Assesment  
Dalam pelaksanaan tindakan yang terkait dengan analisa kebutuhan 
pelatihan, terlebih dahulu diadakan proses assessment pada setiap anggota Unit 
Pengelola IFMIS. Proses ini dilakukan guna mendapatkan data terkait dengan 
kesenjangan (gap) baik dari sisi kemampuan maupun keahlian yang dimiliki 
setiap anggota. Proses assessment pada anggota Unit Pengelola IFMIS secara 
umum dilakukan sesuai dengan gambar 5.7.  
 
Assessment Planning











Gambar 5.7 Kerangka proses penilaian anggota Unit Pengelola IFMIS  
 
Berikut ini diberikan penjelasan dari proses assessment yang dimaksud: 
1. Pada tahap awal, pertemuan dengan team CMC, TP1 dan TP2 ditujukan 





2. Agenda pemanggilan anggota unit dan jadwal interviu dilakukan oleh 
team CMC. 
3. Sedangkan penyiapan proses penilaian yang terkait dengan prosedur 
penilaian, formullir penilaian disiapkan oleh advisor.  
4. (4a dan 4b) Penyiapan formulir penilaian (poin ke 3) dilakukan dengan 
konsultansi dengan team CMC. Pada saat yang sama advisor 
berkomunikasi secara langsung dengan TP1 guna memastikan kriteria 
teknis bagi setiap posisi pada Unit Pengeloa IFMIS. 
5. Seluruh informasi dan data yang dikumpulkan kemudian di diskusikan 
dalam sebuah konsinyering, untuk membahas keseluruhan proses 
penilaian dan aspek penilaian, sehingga menghasilkan kesepakatan 
bersama. Kesepakatan ini dalam budaya organisasi sangat penting 
sebagai bentuk pemahaman bersama, memperkuat asas legalitas dan 
menghindari ketidakpuasan dari pihak yang terlibat.  
6. TP1 kemudian melakukan proses assessment didampingi oleh advisor, 
TP2 dan perwakilan team CMC dari bagian pelatihan sebagai pemantau. 
 
Dalam menentukan tingkat kesenjangan (gap), terdapat tiga kategori yang 
dipergunakan yaitu minor, moderate dan major. Minor menunjukkan kesenjangan 
paling sedikit antara kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi yang 
dimiliki oleh anggota yang bersangkutan (kompetensi 60% atau lebih). Moderate 
menunjukkan kesenjangan sedang (kompetensi lebih dari 30% namun kurang 
dari 60%). Sedangkan major menunjukkan kesenjangan yang besar antara 
kompetensi yang dimiliki anggota yang bersangkutan dengan kompetensi yang 





secara bersama, sebagai kesenjangan yang memenuhi kualifikasi untuk 
memasuki pelatihan yang telah direncanakan. Sedangkan kategori moderate dan 
major   diwajibkan untuk mengikuti pelatihan prasyarat terlebih dahulu, sebelum 
mengikuti pelatihan yang telah direncanakan. Tabel 5.2  menunjukkan contoh 
item penilaian yang dilakukan pada EBS DBA (Database Administrator), 
salahsatu posisi Unit Pengelola IFMIS di seksi infrastruktur. Dalam tabel item 
penilaian ini keahlian yang dibutuhkan (disyaratkan) dikelompokkan. Hasil 
penilaian yang dilakukan dengan interviu, menunjukkan tingkat kompetensi awal 
setiap peserta pada setiap kelompok keahlian. 
 
Tabel 5.5 Formulir Penilaian personel Seksi Infrastruktur Unit Pengelolah 






Dari proses penilaian (assessment), kategori moderate dan major akan 
mengikuti progam pelatihan prasyarat yang akan dilakukan oleh vendor dari luar 
(bukan TP1). Untuk hal tersebut team CMC,  memfasilitasi pelatihan. Sedangkan 
kategori minor  dapat langsung mengikuti pelatihan IFMIS yang telah 
direncanakan sebelumnya. Pada saat yang sama team CMC dan advisor 
melakukan penyiapan kerangka pelatihan prasyarat. Penyiapan ini dilakukan 
dengan pengumpulan data vendor pelatihan, yang memenuhi persyaratan dan 
kualifikasi sesuai dengan kebutuhan kompetensi setiap posisi pada Unit 
Pengelola IFMIS. Selanjutnya dilakukan proses pemilihan vendor sesuai dengan 
ketentuan  organisasi (proses tender).  Peserta yang telah mengikuti pelatihan 
prasyarat, kemudian dilakukan proses penilaian (assessment) kembali. 
Dari proses  penilaian yang telah dilakukan, seksi Proses Bisnis 
memperlihatkan hasil yang memuaskan dengan seluruh anggota memenuhi 
persyaratan. Di seksi Infrastruktur, 40% dari anggotanya dinyatakan memenuhi 
syarat, sedangkan 60% anggotanya harus mengikuti pelatihan prasyarat. Di 
seksi Sistem Aplikasi menunjukkan 80% memenuhi persyaratan dan 20 % 
diantaranya harus mengikuti pelatihan prasyarat (Sumber : data disarikan dari 
laporan advisor ke team CMC).  
 
b. Konsep Pelatihan Teknis Operasional  
Team CMC, advisor, dan TP2 melakukan beberapa pertemuan khusus, 
guna membahas konsep pelatihan teknis operasional yang sesuai bagi anggota 
Unit Pengelola IFMIS. Dari beberapa diskusi dan pertemuan disepakati bahwa 





(classroom), transfer keahlian (hands-on) dan transfer kemampuan operasional 
sistem (handholding).  
Transfer pengetahuan dikelas, merupakan proses penyampaian materi 
berupa konsep pengetahuan yang diperlukan dalam pelatihan teknis. Secara 
umum transfer pengetahuan dikelas adalah mengenai apa dan mengapa (what 
and why), yang dilanjutkan dengan bagaimana pelaksanaan teknis harus 
dilakukan (how to do). Transfer keahlian adalah proses pelatihan teknis dengan 
praktek, yang dibimbing oleh pelatih secara langsung, terkait dengan bagaimana 
pelaksanaan teknis operasional harus dilakukan. Pelatihan ini merupakan 
pemantapan (reinforcement) dari ―how to do” yang telah dipelajari di kelas 
(classroom). Transfer keahlian ini mempergunakan lingkungan sistem buatan 
(sandbox) atau dummy system environment, dan mempergunakan data buatan 
(dummy data). Transfer kemampuan teknis operasional merupakan proses 
pelatihan dengan mempergunakan kondisi atau situasi pelaksanaan lingkungan 
sistem yang sesungguhnya (production system environment), yang diawasi oleh 
pelatih secara langsung. Dalam proses transfer kemampuan teknis operasional 
ini seluruh peserta akan secara langsung dilatih sesuai dengan situasi 
pelaksanaan sebenarnya. Gambar  5.8 memperlihatkan tiga tahap pelatihan 











c. Penyusunan program pelatihan khusus seksi Proses Bisnis  
Dalam rangka mendukung proses pelaksanaan tugas seksi Proses Bisnis, 
team CMC dan advisor  melakukan observasi dan diskusi khusus, baik dengan 
TP1 maupun dengan team seksi Proses Bisnis. Pertemuan dengan TP1 
membahas mengenai kebutuhan pengetahuan dan keahlian dasar yang 
diperlukan oleh team seksi Proses Bisnis dalam proses kustomisasi. Dari 
pertemuan tersebut diperoleh informasi, mengenai beberapa pelatihan dasar 
(fundamental) yang disarankan oleh TP1.  
Hasil pertemuan ini, kemudian ditindak lanjuti oleh team CMC dan advisor, 
dengan melakukan penyusunan rencana pelatihan bagi seksi Proses Bisnis. 
Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan dengan mengirimkan satu atau dua anggota 
secara berkala ke penyedia pelatihan (diluar organisasi). Hal ini dilakukan 
dengan mempertimbangkan kebutuhan personel seksi Proses Bisnis yang 
secara terus-menerus melakukan koordinasi dengan team TP1, yang sedang 
melakukan proses kustomisasi. Lebih lanjut pelatihan ini akan dikelola oleh team 
CMC. 
 
d. Pelatihan Teknis Operasional Seksi Infrastruktur 
Pelatihan teknis operasional seksi infrastruktur yang  dilakukan pada fase II 
ini mengikuti konsep pelatihan teknis operasional seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya. Dalam fase II ini pelatihan di fokuskan pada bentuk pelatihan di 
kelas dan hands-on. Dalam beberapa pelaksanaan tindakan pada pelatihan 
seksi Infrastruktur ini, dilakukan beberapa intervensi. Berikut ini digambarkan 






―Disaat awal, pelatihan di kelas dilakukan dengan memberikan penjelasan 
teoritis dihari pertama, dan pelaksanaan praktek operasional dihari kedua. 
Namun hal ini dianggap kurang efektif, berdasarkan feedback harian yang 
dilakukan lewat kuesioner yang diberikan kepada peserta di akhir pertemuan 
harian. Karena itu proses pelatihan di kelas diubah, dimana di setiap hari 
pelatihan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yang dimulai dari jam 08.00 
hingga jam 12.00, diberikan sesi teoritis atau landasan pengetahuan. 
Sedangkan di sesi kedua yang dimulai dari jam 13.00 hingga jam 16.00 
diberikan sesi praktek teknis operasional, terkait dengan apa yang telah 
dijelaskan di sesi pertama sebelumnya. Hasil perubahan ini menunjukkan 
hasil yang cukup memuaskan, hasil umpan balik lewat kuesioner 
menunjukkan 82% peserta menyatakan puas dengan perubahan ini. 
Sedangkan komentar pelatih, menunjukkan tingkat kemampuan peserta 
meningkat cukup baik, yaitu  75% dari peserta mampu menjelaskan dan 
mempraktekkan kembali apa yang telah diberikan di depan kelas.‖ (Sumber 




Diakhir setiap sesi pelatihan teknis operasional seksi infrastruktur, dilakukan 
evaluasi yang salahsatunya mempergunakan kuesioner, yang diberikan kepada 
seluruh anggota seksi Infrastruktur yang berjumlah 23 anggota. Dari serangkaian 
Pelatihan Classroom dan Hands-on diperoleh hasil selama fase II ini, dengan 
mempergunakan kuesioner yang dimaksud (seperti yang terlampir pada lampiran 
6).  Hasil  kuesioner tersebut kemudian bersama dengan hasil evaluasi 
kemampuan teknis operasional yang diawasi dan dinilai secara langsung oleh 
para pelatih dari TP1, dipergunakan dalam menghasilkan evaluasi akhir fase II 
bagi seluruh anggota seksi Infrastruktur. Hasil evaluasi ini, dipergunakan sebagai 
masukan dalam  rancangan atau usulan program pengembangan berikutnya. 
Adapun hasil dari evaluasi tersebut adalah  seperti pada tabel dibawah ini : 
 
Tabel 5.6  Tabel hasil evaluasi akhir fase II seksi Infrastruktur Unit Pengelolah 
IFMIS (Sumber : Data Diolah)  
N
o 
Kode Peserta Hasil Catatan )* 
1  Peserta_P18 4 Moderate Learner 







Kode Peserta Hasil Catatan )* 
3 Peserta_P20 4+ Moderate Learner, Good Communication Skills 
4 Peserta_P21 3 Slow Learner, dependant 
5  Peserta_P22 5 Quick Learner,  Active 
6 Peserta_P23 4 Moderate Learner 
7 Peserta_P24 4 Moderate Learner 
8 Peserta_P25 5 Quick Learner, Active, can work on own 
9 Peserta_P26 4 Moderate Learner 
10 Peserta_P27 4 Moderate Learner,  
11 Peserta_P28 5 Quick Learner, Active, can work on own 
12 Peserta_P29 4 Moderate Learner,  
13 Peserta_P30 4 Moderate Learner,  
14 Peserta_P31 4 Moderate Learner, 
15 Peserta_P32 4 Moderate Learner,  
16 Peserta_P33 4 Moderate Learner,  
17 Peserta_P34 4 Moderate Learner, 
18 Peserta_P35 4 Moderate Learner,  
19 Peserta_P36 4 Moderate Learner,  
20 Peserta_P37 5 Quick Learner, Active, can work on own 
21 Peserta_P38 4 Moderate Learner,  
22 Peserta_P39 4 Moderate Learner,  
23 Peserta_P40 5 Quick Learner, Active, can work on own 
Keterangan :   *) : Diberikan oleh setiap pelatih, sebagai masukan dalam proses 
pengembangan berikutnya. 
Hasil : merupakan  tingkat perbedaan keahlian (skill gap) antara tingkat 
kebutuhan kompetensi yang diinginkan dengan kondisi saat penilaian dengan 






Pelatihan dengan materi pelatihan konsep pengetahuan pada  pola 
classroom, selanjutnya lebih diperdalam dalam pelatihan yang bersifat teknis 
operasional, yang lebih menekankan pada pendalaman lewat hands-on yang 
dilakukan dengan frekwensi tinggi. Hands-on dalam fase II untuk seksi 
infrastruktur ini dilakukan dengan berbagai pola. Pola pertama pelatihan hands-
on dilakukan dalam bentuk OJT (On the Job Training), pelatihan langsung sesuai 
dengan kejadian selama proses pemeliharaan (maintenance) peralatan, pola ini 
disebut juga walkaround. Pola lainnya adalah dengan pemecahan masalah 
(problem solving) yang dilakukan ketika sebuah masalah muncul dilapangan.  
Dalam saat tertentu proses pelatihan juga diberikan dengan pelaksanaan tugas 
mandiri, misalnya peserta dikirim ke tempat atau cabang (site) tertentu, untuk 
melakukan tugas dengan tingkat kesulitan tertentu. Untuk hal ini peserta dibekali 
buku manual atau quick reference, dan nomer telepon yang dapat dihubungi 
untuk isu atau masalah yang tidak dapat diatasi. Pelatihan hands-on sekaligus 
dipergunakan sebagai sebuah familiarisasi tugas-tugas harian, mingguan dan 
bulanan bagi setiap anggota seksi infrastruktur.  
 
e. Pelatihan Teknis Operasional Seksi Sistem Aplikasi 
Konsep pelatihan yang dilakukan pada fase II ini didasarkan pada konsep 
pelatihan teknis operasional seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 
Pelatihan di kelas (classroom) difokuskan pada pemahaman karakteristik 
integrasi yang dibangun oleh sistem baru, gambaran umum setiap modul, 
integrasi antar modul sesuai dengan konsep proses bisnis yang diterapkan 





Pelatihan di kelas ditujukan untuk meletakkan pondasi pengetahuan 
(knowledge) operasional sistem, pada setiap anggota. Hal ini sejalan dengan 
pendekatan mental creation dan physical creation (Covey, 1989). Seperti telah 
dijelaskan sebelumnya, pelatihan dikelas untuk seksi  Sistem Aplikasi dilakukan 
dalam bentuk pemberian penjelasan konsep materi (what and why), diikuti 
dengan contoh pelaksanaannya (how to do) yang didemonstrasikan langsung 
oleh pelatih. Setelah itu dalam sesi mandiri setelah demonstrasi yang dilakukan 
pelatih, setiap peserta diminta mendemonstrasikan didepan kelas (hanya untuk 
materi tertentu), dengan disaksikan seluruh peserta lainnya, disertai diskusi pada 
hal-hal yang dianggap penting untuk diperdalam. 
Pelatihan berikutnya adalah hands-on, pelatihan ini merupakan pelatihan 
teknis atau praktek operasional pelaksanaan sistem dengan lingkungan sistem 
buatan. Secara umum hands-on merupakan pelatihan yang dibimbing dan 
diawasi oleh pelatih yang sekaligus anggota team implementer. Dalam pelatihan 
ini pelatih akan mengawasi proses pelatihan dengan menggunakan sistem yang 
sudah dikustomisasikan,  sesuai dengan hasil pelatihan sebelumnya 
(classroom), dan bila perlu pelatih memberikan contoh, kemudian akan 
dijalankan secara mandiri oleh peserta.  
Pelatihan Hands-on yang dilaksanakan pada fase II ini meliputi rangkaian 
pelatihan modul ERP-COTS atau MBT (Module Based Training), dalam hal ini 
Oracle Financials R.12. Terkait dengan pelatihan MBT ini , team CMC, advisor 
dan TP2 melakukan pertemuan guna merinci  kebutuhan pelatihan, dengan 
acuan hasil diagnosis di awal fase II. Pertemuan tersebut juga memadukan 
rencana detil evaluasi pelatihan dengan proses pelaksanaan pelatihan MBT. 





sistem informasi IFMIS secara teknikal, maka disepakati bahwa proses evaluasi 
akan dilakukan selama pelatihan dengan interval tertentu, dan di akhir pelatihan. 
Evaluasi dalam konteks pelatihan MBT, hanya dipergunakan sebagai instrumen 
untuk mendapatkan umpan balik (feedback), tidak sebagai faktor penentu posisi 
peserta dalam Unit Pengelola IFMIS. Hal ini dilakukan dengan 
mempertimbangkan budaya organisasi dan metode pelatihan yang dilandasi 
pada konsep manajemen perubahan.  
Draft awal konsep pelatihan teknis operasional berbasis peran (RBT) 
disusun oleh advisor. Penyusunan ini dilakukan dalam beberapa pertemuan 
dengan TP1 guna melakukan pemetaan detil peran dan tanggungjawab setiap 
pengguna dengan fungsi sistem aplikasi yang digunakan dengan berdasarkan 
skenario pelaksanaan tugas. 
 
5.2.2.4 Evaluasi  
Dalam proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, terdapat 
beberapa program pelatihan, yang dibagi menjadi beberapa sesi (session) dan 
bersifat berkesinambungan. Setiap sesi berlangsung dalam periode 16 hingga 24 
jam. Dalam upaya melakukan pemantauan tingkat capaian disetiap sesi, baik 
selama proses pelatihan, kuesioner formative dipergunakan sebagai bentuk 
evaluasi yang dilakukan oleh setiap pelatih. Diakhir setiap sesi, evaluasi dalam 
bentuk summative dipergunakan. Kedua bentuk kuesioner yang dipergunakan 
sebagai bentuk evaluasi tingkat capaian hasil pelatihan terhadap materi tertentu, 
untuk memantau reaksi (reaction) dan tingkat capaian (learning) dari setiap 






a. Seksi Infrastruktur 
Dari evaluasi yang dilakukan pada pelatihan teknis operasional di seksi 
infrastruktur, dijumpai beberapa masalah. Masalah tersebut  antara lain adalah  
pelaksanaan pelatihan di kelas yang tidak efektif, yang menimbulkan intervensi 
(seperti telah digambarkan pada bagian pelatihan teknis operasional seksi 
Infrastruktur diatas). Skenario teknis pelatihan tidak berjalan maksimal, yang 
disebabkan oleh tidak adanya sandbox untuk beberapa materi pelatihan, seperti 
materi EBS Application. Sebagian besar materi infrastruktur terkait dengan 
masalah yang sangat teknikal. Dalam pelatihan ini, dipergunakan perangkat yang 
dipergunakan dalam proses kustomisasi (development environment). 
Penggunaan perangkat kustomisasi tersebut, membuat proses pelatihan tidak 
berjalan maksimal, khususnya pada materi seperti instalasi, konfigurasi peralatan 
dan sebagainya. Hal ini menyebabkan banyak intervensi, dalam hal perubahan 
skenario pelatihan. 
 
b. Seksi Sistem Aplikasi 
Evaluasi yang dilakukan terhadap proses pelatihan teknis operasional, yang 
meliputi pelatihan dengan materi proses bisnis, dan pelatihan standar modul 
ERP-COTS. Selama proses pelatihan, observasi dan pemantauan dilakukan 
pada beberapa area yaitu: pelatih, peserta, materi dan proses penyampaian 
pelatihan. Observasi pada pelatih dikhususkan pada penguasaan materi, cara 
penyampaian materi, penggunaan waktu dan kemampuan dalam membangun 
suasana pelatihan yang kondusif. Tingkat penerimaan peserta, antusiasme, 
merupakan beberapa kriteria observasi dari faktor peserta. Observasi pada 





proses pelaksanaan pelatihan, perhatian diberikan pada proses penyampaian 
materi, alat bantu, kendala, isu dan masalah yang timbul selama pelaksanaan. 
Dari proses evaluasi yang dilakukan dapat disimpulkan secara umum 
pelatihan berjalan lancar di dua hari pertama. Namun memasuki hari ketiga, 
ketika pelaksanaan skenario di masing-masing modul dilakukan, proses 
pelatihan tidak berjalan lancar dan lambat. Hal ini terlihat dengan beberapa 
skenario pelaksanaan transaksi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa 
transaksi tidak dapat dilakukan ketika memasuki langkah (step) di pertengahan 
dari keseluruhan langkah pelaksanaan transaksi.  Berikut ini diberikan kutipan 
laporan kejadian lapangan yang dihasilkan dibuat terkait dengan hal tersebut 
diatas.  
 
―Pada hari ketiga  terjadi server down di pagi hari yang mengakibatkan 
beberapa komputer lambat untuk dapat digunakan hands on aplikasi. 
Kejadian tersebut dalam waktu 30 menit dapat teratasi dengan melakukan 
restart server dan komputer dapat mengakses secara normal. Menjelang 
siang hari aliran listrik PLN mati, dimana semua komputer padam beberapa 
detik dan langkah latihan di sistem hilang. Putusnya aliran listrik PLN 
tersebut terantisipasi dengan menggunakan peralatan genset di TLC. Akan 
tetapi, kejadian tersebut menyebabkan peralatan network (router) juga 
padam akibat alat tersebut tidak terhubung aliran listrik yang bersumber 
dari genset, sehingga materi hands on aplikasi sempat terhenti beberapa 
saat.  Tim Kemenkeu berhasil mengembalikan jaringan network kurang 
lebih setengah jam kemudian.  Selanjutnya langkah latihan di sistem 
berhasil diulangi dan proses pelatihan berlanjut dengan lancar‖. (Sumber : 
Data laporan konsolidasi Team CMC, Advisor dan TP2)  
 
Seperti halnya dipelatihan seksi Infrastruktur, beberapa intervensi dilakukan, 
antara lain penundaan pelaksanaan skenario ke hari berikutnya, mengatur  
waktu pelaksanaan beberapa skenario tertentu. Terkait dengan masalah diatas, 
pertemuan untuk evaluasi dilakukan disetiap akhir pelatihan, setiap hari. 





akan timbul. Pemecahan masalah dilakukan, termasuk diantaranya  tune-up 
instance server. 
  
5.2.3 Fase III – Periode Pelatihan Teknis (Technical Training Period) 
Fase III merupakan fase kritikal, dimana kapabilitas utama terkait 
pengelolaan operasional sistem aplikasi IFMIS harus sudah dikuasai dengan 
baik oleh anggota Unit Pengelola IFMIS, khususnya yang akan memberikan 
pelatihan kepada seluruh pengguna (Go-Live). Dalam fase ini sistem aplikasi 
IFMIS diharapkan sudah final, telah selesai dengan serangkaian pengujian 
sistem. Ada tiga jenis pengujian sistem yang dilakukan pada fase ini. Pertama 
adalah pengujian pendahuluan yang bersifat menyeluruh, yang dilakukan secara 
internal oleh team dari TP1, atau dikenal juga dengan pengujian internal (internal 
test). Pengujian internal ini umumnya dilakukan oleh team TP1 guna memastikan 
seluruh kustomisasi telah sesuai dengan kebutuhan bisnis yang menjadi inti dari 
kontrak TP1 dengan organisasi dimana sistem IFMIS diterapkan.  
Pengujian kedua adalah merupakan pengujian sistem yang dilakukan 
bersama oleh team TP1 dan team penguji dari organisasi atau Kemenkeu. Team 
penguji Kemenkeu berasal dari Unit Pengelola IFMIS dan perwakilan khusus dari 
seluruh bagian dalam direktorat pengguna sistem IFMIS. Pengujian kedua ini 
dikenal dengan pengujian simulasi (simulation test). Pengujian simulasi 
dipergunakan oleh pihak Kemenkeu untuk memastikan kebutuhan bisnis yang 
ada pada kontrak, telah terpenuhi sesuai dengan yang termuat didalam kontrak. 
Pengujian yang dilakukan baik pada kelompok pertama maupun kelompok 
kedua meliputi ruang lingkup yang sama dan dengan skenario pengujian yang 





dalam sistem IFMIS. Ruang lingkup pengujian tersebut, terdiri atas dua kelompok 
utama yaitu infrastruktur pendukung sistem dan sistem informasi IFMIS itu 
sendiri. Pengujian infrastruktur pendukung difokuskan stress test, yaitu pengujian 
terhadap kehandalan peralatan dan infrastruktur sistem dengan memberikan 
beban maksimal. Sebagai contoh jika di asumsikan kemampuan sistem untuk 
diakses (menerima transaksi) dari 5000 pengguna (user) secara langsung, maka 
sistem diuji dengan tahap 5000, dilanjutkan dengan 7500 dan 10000 pengguna. 
Sedangkan pengujian sistem IFMIS adalah dengan memverifikasi dan 
memvalidasi seluruh rangkain tahapan pemrosesan transaksi, sejak pengguna 
memasuki sistem (user login), langkah pertama transaksi  hingga langkah 
terakhir transaksi, serta user keluar dari sistem (user logout). 
Pengujian ketiga adalah pengujian paripurna bagi sebuah sistem informasi 
IFMIS. Pengujian ini dilakukan oleh perwakilan seluruh pengguna yang ada di 
seluruh direktorat pengguna. Pengujian ini dikenal pula sebagai pengujian 
penerimaan pengguna atau UAT (User Acceptance Test). Pada proses UAT, 
perwakilan para pengguna akan menguji langsung sistem aplikasi sesuai dengan 
perannya masing-masing (user role-based scenarios). Rangkaian pengujian 
sistem yang ada pada fase III, merupakan proses pematangan kemampuan 
seluruh anggota seksi yang ada pada Unit Pengelola IFMIS. 
 Pelatihan untuk seksi Sistem Aplikasi di fase III ini, berbeda dengan 
pelatihan teknis yang diberikan pada fase II. Jika pelatihan di fase II diarahkan 
untuk membangun kemampuan dasar dan tingkat lanjut sebagai pondasi 
pengelolaan operasional sistem. Maka model pelatihan di fase III diarahkan ke 
pengelolaan sistem operasional secara utuh, termasuk didalamnya proses 





sistem aplikasi secara keseluruhan. Bentuk akhir konfigurasi ERP-COTS yang 
akan dilatihkan kepada para pengguna, adalah dalam bentuk integrasi antar 
modul atau cross-module. Karena itu tantangan terbesar dalam fase III ini 
adalah, bagaimana membuat materi pelatihan dengan konsep cross-module 
yang memperlihatkan keseluruhan proses yang dilakukan oleh pengguna. 
Karena konsep pembuatan materi pelatihan ini melihat dari sisi pengguna atau 
peran pengguna, maka biasanya dikenal pula sebagai User Role-Based. 
Selanjutnya materi pelatihan peran pengguna ini, dalam  pelaksanaan 
pelatihannya dikenal dengan User Role-Based Training atau Role-Based 
Training (RBT).   
Pelatihan untuk seksi Infrastuktur pada fase III ini ditujukan untuk 
penguasaan operasional pengendalian dan manajemen seluruh fasilitas 
infrastruktur sistem IFMIS. Pelatihan ini merupakan kesinambungan dari 
rangkaian pelatihan tingkat lanjut yang telah diterima pada fase II. Pelatihan di 
fase III ini merupakan pelatihan alih tugas (handover) dari team TP1 ke seksi 
Infrastruktur.  Dalam pelatihan ini secara berkala setiap tugas pengendalian dan 
manajemen infrastuktur sistem IFMIS di serahterimakan dari TP1 ke seksi 
Infrastruktur. Mekanisme serahterima ini dilakukan dengan proses pelaksanaan 
tugas yang dilaksanakan oleh seksi Infrastruktur dibawah pengawasan team 
TP1. 
Bagi seksi Proses Bisnis proses pengembangan kapabilitas di fase ini, 
selain ditujukan pada dukungan pada proses kustomisasi, juga dalam 
pemahaman mendalam dan pengujian pada aturan bisnis (business rule) yang 
telah dikustomisasikan. Karena itu seksi Proses Bisnis akan banyak terlibat baik 





dalam proses pengujian integrasi sistem IFMIS secara keseluruhan. Bagi seksi 
Proses Bisnis, rangkaian pengujian yang dipergunakan sebagai sarana 
pelatihan, merupakan area pelatihan bersama dengan team TP1 (team 
kustomisasi), dalam mengatasi isu dan masalah terkait dengan operasional 
sistem, khususnya pada kemungkinan masalah yang terkait dengan masalah, 
baik dalam kesalahan yang ditimbulkan oleh formula, maupun hal lainnya.  
Periode penelitian pada fase ini dimulai saat periode fase II selesai (saat 
berlangsungnya proses simulasi sistem aplikasi) hingga proses UAT selesai. 
Penelitian pada fase III ini menggunakan Lesson-Learned fase II, program 
pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS yang diagendakan pada fase 
III, status sistem aplikasi IFMIS, dan kondisi tingkat kemampuan Unit Pengelola 
IFMIS yang terpantau dari status program pelatihan (Training Program Status).   




































5.2.3.1 Diagnosis  
Seperti diagnosis di fase sebelumnya, selain proses diagnosis yang 
dilakukan secara mandiri (self-reflection) oleh peneliti, juga diikuti (follow up) 
dengan beberapa pertemuan regular dan diskusi dengan team CMC, maupun 
dengan team TP1 dan TP2. Diskusi dengan TP2 dilakukan terhadap hasil 
pemantauan dan observasi pelatihan teknis operasional dan hal-hal yang terkait 
dengan kualitas manajemen proyek penerapan IFMIS secara keseluruhan. 
Sedangkan diskusi dengan TP1, lebih membahas mengenai unjuk kerja aplikasi 
yang dipergunakan pada saat pelatihan berbasis modul di fase II dan status 
kustomisasi akhir sistem aplikasi. Pertemuan dengan team CMC dilakukan guna 
mengevaluasi hasil capaian setiap anggota Unit Pengelola IFMIS pada pelatihan 
teknis operasional di fase II, kesiapan materi pelatihan berbasis peran dan hasil 
observasi dan pemantauan baik yang dilakukan TP2 maupun advisor. Dari 
proses diagnosis yang dilakukan ditemukan beberapa data atau fakta,  yaitu : 
1. Proses kustomisasi ERP-COTS, memasuki tahap pengujian, baik 
pengujian fungsi-fungsi pokok, pengujian keseluruhan modul, dan 
integrasi modul.  
2. Tingkat reliabilitas infrastruktur dalam pelaksanaan pelatihan teknis 
operasional MBT, khususnya terkait dengan kestabilan koneksi jaringan 
dan konfigurasi (set-up) instance server sistem aplikasi tidak cukup 
handal dalam mendukung proses pelatihan teknis MBT 
3. Masih kurang memadainya kemampuan anggota Unit Pengelola IFMIS 
di seksi infrastruktur, terkait dengan keahlian operasional pengendalian 
infrastruktur sistem IFMIS, khususnya pada beberapa posisi tertentu 





Engineer. Dari data yang telah dikumpulkan dan diskusi dengan TP1 dan 
anggota seksi infrastruktur disimpulkan bahwa kesempatan untuk 
pelatihan mandiri masih kurang. 
4. Seksi sistem aplikasi belum mempunyai gambaran yang jelas mengenai 
pelaksanaan setiap peran pengguna (User Role-Based). 
5. Status penyelesaian kustomisasi ERP-COTS belum selesai. Hal ini, tidak 
sesuai harapan (tidak sesuai dengan rencana penerapan seperti yang 
telah disebutkan sebelumnya). Beberapa masalah kustomisasi belum 
selesai (fixed).  
6. Beberapa anggota Unit Pengelola IFMIS, yang telah mengikuti 
serangkaian pelatihan prasyarat dan pelatihan dasar yang telah 
direncanakan, berhenti dari organisasi. 
 
 
5.2.3.2 Penyusunan Rencana Tindakan   
Berdasarkan hasil diagnosis diatas, team CMC dan advisor melakukan 
serangkaian pertemuan dan diskusi guna membahas hal tersebut diatas. Dari 
model kolaborasi peneliti-partisipan yang diwujudkan dalam bentuk penyusunan 
rencana tindakan ini, diperoleh beberapa rencana tindakan utama dalam fase III 
ini yaitu :  
1. Seksi Proses Bisnis akan melakukan pelatihan terkait dengan pengujian 
sistem hasil kustomisasi ERP-COTS 
2. Team CMC, advisor dan TP2 akan melakukan pemantauan (monitoring) 






3. Untuk anggota seksi infrastruktur akan disiapkan dua alternatif pilihan 
yaitu pertama menyiapkan sandbox, sedangkan yang kedua adalah 
pelaksanaan On-the-Job Reinforcement  seperti yang dimaksud oleh 
Medsker et al., (2001). 
4. Pelaksanaan pelatihan RBT untuk seksi sistem aplikasi, akan dilakukan 
dalam dua sesi. Sesi pertama menyertakan seluruh skenario yang telah 
selesai (fixed), dan sesi kedua dilakukan dengan mempergunakan 
skenario yang masih sedang dikustomisasikan. 
5. Perlunya melibatkan seksi infrastruktur dan seksi sistem aplikasi dalam 
berbagai bentuk pelaksanaan integrasi sistem aplikasi, seperti simulasi, 
maupun pengujian pelaksanaan aplikasi, guna meningkatkan 
pemahaman dan familiarisasi pelaksanaan teknis operasional Unit 
Pengelola IFMIS 
6. Penggantian terhadap personel Unit Pengelola IFMIS yang berhenti, 
akan di tindak-lanjuti oleh team CMC. 
 
Rencana tindakan pelaksanaan pelatihan RBT, dalam perkembangan 
selanjutnya ternyata membutuhkan rencana tindakan yang lebih rinci, karena 
tidak hanya menyangkut aspek pelatihannya, tetapi juga persiapan pelatihan dan 
pengukuran kesuksesan yang akan dilakukan. Dari serangkaian pertemuan dan 
diskusi yang dilakukan dengan team CMC mengenai rencana pelatihan RBT ini, 
akhirnya disepakati ada tiga subrencana tindakan yaitu penyiapan materi 
pelatihan (training material), penyiapan kebutuhan pelatihan (training 
requirements) dan rencana pengawasan dan evaluasi pelatihan (evaluation and 






5.2.3.3 Pelaksanaan Tindakan   
a. Pelatihan Pengujian Sistem hasil Kustomisasi  
Dalam pertemuan persiapan pelaksanaan tindakan terkait dengan pelatihan 
pengujian sistem, team CMC, TP1, TP2, dan perwakilan setiap seksi Unit 
Pengelola IFMIS dan Advisor menyepakati beberapa hal yaitu : 
1. Pola pelatihan pengujian simulasi mempergunakan pola pelatihan yang 
sama dengan pola pengujian UAT. Hal ini mempertimbangkan usulan 
perwakilan Unit Pengelola IFMIS, agar mereka mempunyai hanya satu 
panduan, sehingga menghindari kesalahpahaman dilapangan (ketika 
proses pengujian dilakukan).  
2. Pelatihan secara langsung melibatkan ketiga seksi pada periode yang 
sama dengan penyampaian sesi umum untuk semua seksi, dilanjutkan 
dengan sesi khusus yang membahas peran dan tanggungjawab setiap 
personel sesuai dengan seksinya masing-masing. Pelatihan yang 
dilakukan ini sekaligus merupakan pelaksanaan tindakan terkait dengan 
rencana tindakan pertama dan kelima.   
3. Advisor dan TP1, diharapkan mengusulkan bentuk proses inti pelatihan 
pengujian 
 
Bagi ketiga seksi Unit Pengelola IFMIS, khususnya seksi Proses Bisnis, 
pelatihan pengujian ini merupakan bagian dalam pengembangan kapabilitas 
seksi Proses Bisnis. Pelatihan ini dilaksanakan dalam beberapa kali pelatihan, 
dengan target selesai satu minggu sebelum proses pengujian sistem dimulai. 





Bisnis dalam memberikan dukungan dalam proses pengujian sistem hasil 
kustomisasi. Materi yang diberikan dalam pelatihan ini meliputi seluruh aspek, 
dan prosesur pengujian yang akan dilakukan, termasuk UAT (User Acceptance 
Test).  
Adapun rangkaian pelatihan terkait dengan pengujian ini berupa 
serangkaian seminar dengan tema pengujian hasil kustomisasi ERP-COTS. 
Rangkaian seminar tersebut kemudian di lanjutkan dengan workshop, yang 
berisikan hands-on proses pelaksanaan pengujian.  Secara umum draft proses 
inti pelaksanaan pelatihan pengujian yang diusulkan oleh advisor dan TP1 
adalah seperti pada gambar 5.10.  Inti pelatihan terdiri atas tiga aktifitas utama 
yaitu, penyampaian proses bisnis IFMIS, penjelasan metodologi pengujian yang 
dilakukan dengan beberapa skenario yang telah dipilih, dan simulasi 
pelaksanaan skenario.  
 
  Gambar 5.10. Draft proses inti pelatihan pengujian sistem IFMIS 
 
 
b. Pemantauan Kesiapan Infrastruktur  
Seperti diketahui kesiapan infrastruktur sangat penting dalam menunjang 





yang dilakukan oleh Seksi Sistem Aplikasi. Namun infrastruktur memang 
menyimpan banyak potensi maslah. Seperti yang terjadi pada pelatihan teknis 
operasional yang telah dilakukan di fase II. Terhadap hal ini yang juga menjadi 
rencana tindakan pertama, team CMC, advisor, dan TP2, melakukan pertemuan 
berkala dengan TP1, guna memastikan proses pengujian infrastruktur dijalankan 
oleh TP1. Guna memudahkan proses pemantauan, TP1 membuat jadwal 
pelaporan dua mingguan, mengenai status seluruh perangkat hardware dan 
software dari seluruh fasilitas infrastuktur yang ada. Pelaporan status ini akan 
ditingkatkan menjadi  setiap minggu, sejak satu bulan sebelum pelatihan teknis 






c. Pelatihan pengembangan kapabilitas Seksi Infrastruktur  
Pengembangan seksi Infrastruktur dilakukan dengan melibatkan seluruh 
anggota dalam proses simulasi operasional sistem IFMIS, sebagai proses 
familiarisasi alih kelola sistem informasi IFMIS. Dengan simulasi ini setiap 
anggota seksi Infrastruktur memahami proses pengendalian dan tata-kelola 
seluruh fasilitas infrastruktur IFMIS secara komprehensif.   
Terkait dengan pelatihan teknis, tidak semua sandbox tersedia, hanya untuk 
keperluan pelatihan sistem backup, dan sistem keamanan yang siap digunakan. 
Sedangkan sandbox instance server, tidak tersedia.  Selanjutnya setelah 
melakukan pelatihan, setiap anggota seksi infrastruktur dikembalikan pada 
program OJT seperti yang telah dilakukan di fase II.  
Dalam OJT di fase III ini, setiap anggota Seksi Infrastruktur melakukan 





dimana team TP1 bertindak sebagai pengawas dan pengarah. Penugasan 
lapangan seperti pemeliharaan jaringan, perbaikan perangkat keras jaringan dan 
pengontrolan kapasitas media penyimpanan, hingga ke masalah log book setiap 
peralatan dilakukan secara terjadwal, maupun insidental.  
Dari proses pendampingan yang dilakukan tingkat kemampuan setiap 
anggota memperlihatkan hasil yang memuaskan. Hal ini terlihat dari pemantauan 
dan umpan balik (feedback) yang disampaikan team TP1 yang bertugas sebagai 
pendamping dalam pelaksanaan OJT, diperoleh data bahwa kemampuan teknis 
operasional setiap anggota yang terlibat meningkat. Hal yang sama juga 
ditunjukkan dari hasil observasi dan pemantauan lapangan yang dilakukan team 




d. Pengembangan kapabilitas Seksi Sistem Aplikasi  
Terdapat dua fokus utama terkait pelatihan teknis operasional untuk seksi 
Sistem Aplikasi di fase III ini. Pertama adalah penyertaan dalam simulasi teknis 
operasional IFMIS. Kedua  terkait dengan RBT, baik penyiapan panduan, 
skenario dan pelatihan RBT bagi seluruh anggota team yang akan melakukan 
pelatihan kepada seluruh pengguna. Terkait dengan simulasi teknis operasional, 
penyertaan seksi Sistem Aplikasi diarahkan untuk mem-familiarisasi-kan proses 
pengendalian isu dan masalah yang terjadi saat operasional sistem IFMIS 
berjalan. 
Terkait dengan penyusunan materi pelatihan RBT dilakukan dalam 
beberapa pertemuan berupa pertemuan regular, diskusi dan konsiyering.  





mengenai konsep RBT dan pelatihan pembuatan RBT bagi team CMC, 
khususnya kelompok tugas pelatihan. Pembuatan RBT dilakukan dengan 
rekonfigurasi dari materi MBT dengan memilih materi yang terkait dengan peran 
setiap pengguna (user role-based) yang telah didefinisikan sebelumnya. 
Terdapat tiga kelompok besar pengguna dalam penerapan IFMIS ini, yaitu 
kelompok pengguna KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), 
kelompok pengguna Kanwil (Kantor Wilayah) dan kelompok pengguna Kantor 
Pusat. Masing kelompok pengguna mewakili lokasi dimana pengguna berada. 
Kelompok pengguna KPPN, berarti terdiri atas seluruh jenis pengguna yang ada 
di kantor KPPN, begitu juga yang dimaksud dengan kelompok pengguna Kanwil 
dan kelompok pengguna Kantor Pusat. Gambar 5.11 menunjukkan skema 





KPPN Role & 
Responsibilities 
Kanwil Role & 
Responsibilities 
Kantor Pusat Role 
& Responsibilities 




Gambar 5.11. Proses penyusunan RBT untuk masing-masing 
kelompok pengguna  
 
Dari proses penyusunan RBT diperoleh RBT untuk masing-masing 
kelompok pengguna, yaitu KPPN-RBT untuk kelompok pengguna di KPPN, 
Kanwil-RBT untuk peran dan tanggungjawab bagi seluruh pengguna yang ada di 





Pusat. RBT disusun dalam rangkaian skenario untuk setiap kelompok pengguna. 
Berikut ini diberikan contoh draft salahsatu skenario, yaitu skenario transaksi 
retur. Gambar 5.12 dibawah ini menunjukkan transaksi retur tersebut. 
 









e. Penggantian anggota Unit Pengelola IFMIS yang berhenti  
Terkait dengan sejumlah anggota Unit Pengelola IFMIS yang berhenti, 
Team CMC melakukan proses permintaan penggantian anggota kepada unit asal 
anggota yang bersangkutan. Dalam pertemuan dengan team CMC, TP2 dan 
advisor sepakat bahwa, anggota pengganti akan menjalani tahapan 
pengembangan yang sama seperti yang telah dijalankan sebelumnya. Termasuk 
assessment diawal keterlibatan anggota baru dalam Unit Pengelola IFMIS. 
Sejauh pengamatan lapangan yang dilakukan peneliti, dan laporan yang 
dilaporkan team CMC, proses berlangsung tanpa masalah yang berarti. 
 
5.2.3.4 Evaluasi    
Penyusunan rencana pengawasan dan evaluasi dilakukan melalui 
pertemuan  advisor dengan team CMC, dan TP1. Dari pertemuan tersebut di 
sepakati,  beberapa aspek yang akan dievaluasi yaitu materi pelatihan, proses 
pelatihan, pelatih,  peserta pelatihan, dan faktor pendukung lainnya. Penyiapan 
kebutuhan pelatihan dilakukan oleh team CMC, dengan usulan daftar kebutuhan 
yang disusun secara bersama. 
Evaluasi pada fase III dilakukan pada seluruh pelaksanaan tindakan yang 
melibatkan seksi Infrastruktur dan seksi Sistem Aplikasi. Untuk mendapatkan 
data terbaru mengenai pelaksanaan tindakan seperti kesiapan materi RBT, 
kesiapan infrastruktur guna pelatihan RBT, dan kesiapan sandbox, proses 
pemantauan terus dilakukan. Pemantauan dilakukan baik melalui CE 
(Collobrative Environment), maupun dari laporan melalui email yang secara 
regular dikirim oleh pihak yang bertanggungjawab. Observasi dilakukan guna 





Observasi dan pemantauan, dilakukan pada seksi Infrastruktur dan seksi 
Sistem Aplikasi. Pada pelatihan di seksi Sistem Aplikasi, observasi dan 
pemantauan dilakukan pada pelatih, yang meliputi cara penyampaian, dan 
kualifikasinya. Observasi pada proses pelatihan, dilakukan pada proses 
penyampaian materi, alat bantu, kendala, isu dan masalah yang timbul. 
Sedangkan terkait dengan peserta pelatihan evaluasi dilakukan dengan 
kuesioner formatif guna mendapatkan tingkat reaksi peserta pelatihan dan 
dilakukan diakhir pelatihan guna mendapatkan data mengenai tingkat kapabilitas 
yang diraih setiap peserta.  
Dari proses observasi dan pemantauan yang dilakukan, kemudian dibahas 
dalam sebuah pertemuan khusus dengan team CMC dan perwakilian dari 
masing-masing seksi Unit Pengelola IFMIS. Hasil pembahasan menunjukkan 
kondisi kelelahan  dan overwhelming yang menimbulkan kejenuhan, disebagian 
besar peserta. Untuk itu disepakati adanya sebuah kegiatan yang bersifat 
relaksasi. Outbond yang melibatkan team implementer dari TP1, team CMC, dan 
pihak terkait lainnya dipilih untuk inisiatif ini.  
 
5.3 Pembahasan Hasil Penelitian dan Refleksi   
5.3.1 Fase I – Periode Manajemen Perubahan (Change Management 
Period)   
Di fase awal ini, peneliti perlu melakukan pendekatan (secara formal 
maupun personal) dengan team CMC, TP2 dan TP1 sebagai sebuah inisiatif 
guna menghindari gesekan (friction) dan kejutan (surprise) dari ketiga team 
tersebut. Ketiga team ini merupakan pemangku kepentingan utama, disamping 





banyak pemangku kepentingan ini, peneliti merasakan sekali peranan, 
komunikasi dan pendekatan personal sangat perlu guna memastikan seluruh 
proses penelitian AR berjalan lancar. Aturan tertulis untuk mengatur hubungan 
atau sebagai pedoman antara peneliti dan team lainnya seperti yang dimaksud 
oleh Davison et.al (2004), McKay et. al (2003), Somekh (2006) dan Avison et. al 
(2007), cukup sulit diperoleh. Hal ini disebabkan ketiga team tidak ingin 
menambah peran dan tanggungjawab yang bersifat mengharuskan mereka 
untuk memenuhinya.  Namun persetujuan dari ketiga pihak tersebut diperoleh 
secara lisan untuk memberi dukungan, baik berupa data maupun informasi yang 
diperlukan dalam penelitian ini.  
Kelompok fokus diskusi yang diadakan dalam proses penelitian ini, dibuat 
dalam bentuk kelompok berjenjang. Kelompok diskusi untuk senior manajemen 
dan untuk para supervisor di pisahkan secara baik. Hal ini dilakukan guna 
mengadopsi budaya yang ada dalam organisasi. Peneliti berpendapat bahwa 
adopsi budaya kerja organisasi perlu dan dianjurkan, sepanjang dapat di 
padukan dengan proses manajemen perubahan dan mendukung proses 
pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS. Karena dari proses penelitian 
di fase I ini, peneliti mendapat manfaat bahwa penyelengaraan kelompok fokus 
berjenjang, sangat membantu dalam mengkomunikasikan ide baik ditingkat 
bawah maupun di tingkat partisipan senior, sehingga lingkup materi diskusi dapat 
lebih fokus dan mudah dipahami oleh partisipan. Hal ini senada dengan yang 
dimaksud oleh Nah et al., (2006), Ciric et al., (2010), Rezak (2004), Betros et al., 
(2011) yang menekankan pola komunikasi yang memperhatikan kondisi 
karyawan, membimbing karyawan dalam fasilitasi manajemen perubahan yang 





Proses sosialisasi terkait penetapan struktur organisasi baru, adalah yang 
lazim dilakukan dalam penerapan ERP, terlebih dalam budaya kerja di sektor 
pelayanan publik. Sosialisasi sangat perlu dilakukan dengan manajemen yang 
efektif, dengan mengandalkan pola komunikasi yang tepat (baik formal maupun 
informal), khususnya dalam  penerapan ERP sebagai sebuah inisiatif baru, guna 
mendapatkan dukungan dan menekan resistensi. Hal ini sesuai dengan yang 
dimaksud Aleen et al., 2002, bahwa penggunaan komunikasi yang tepat adalah 
kunci dalam penerapan ERP. Saran Aladwani (2001) juga menyiratkan hal yang 
sama, yaitu dengan menekankan buy-in dalam menekan resistensi. Sosialisasi 
dapat dipergunakan sebagai salahsatu cara melakukan buy-in. Hal yang sama 
juga disarankan oleh Somers et al., (2004), Umble et al.,(2003), Al-Mashari et al., 
(2003), Al-Nafjan et al., (2005).   
Hasil penelitian pada fase I ini, memperlihatkan bahwa di tahap ini 
organisasi belum secara jelas mendefinisikan Unit Pengelola IFMIS. Regulasi 
yang dikeluarkan dalam bentuk kelompok kerja, tidak secara spesifik 
mendefinisikan Unit Pengelola IFMIS, seperti Unit Pengelola sistem ERP yang 
umumnya dijumpai dalam penerapan ERP di area bisnis. Dari dokumen KSJ 
(Keputusan Sekretaris Jenderal) yang menjadi landasan bagi pembentukan 
sebuah Unit Pengelola IFMIS, hanya menjelaskan fungsi dan peran koordinasi 
dalam penerapan IFMIS, dan tidak secara rinci menjelaskan fungsi dan peran 
yang secara langsung terkait dengan manajemen sistem baru IFMIS yang 
dihasilkan.  
Dalam rangka penerapan IFMIS yang berhasil, khususnya sebuah sistem 
baru, organisasi seharusnya sudah menyiapkan sebuah struktur organisasi yang 





merujuk pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Robey et al., 
(2002), Umble et al., (2003) yang menegaskan perlunya sebuah team (dan 
strukturnya) yang terseleksi secara baik dipersiapkan untuk mengelola 
penerapan ERP, khususnya dukungan operasional pelaksanaan ERP. 
Selain masalah yang terkait dengan struktur organisasi diatas, dalam 
beberapa pertemuan regular di awal fase I ini, baik peneliti maupun team CMC 
(partisipan) dan TP2 menyadari kesulitan terkait dengan penentuan dan 
pengembangan kapabilitas. Hal ini disebabkan karena belum adanya penjabaran 
yang jelas dari peran dan tanggungjawab setiap posisi yang ada pada struktur 
organisasi. Karena itu disepakati dalam penetapan struktur organisasi Unit 
Pengelola IFMIS, penjabaran peran dan tanggungjawab harus segera dilakukan. 
Hal ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya (Chene, 2009; Boyer, 2001), 
yang menyatakan pentingnya atau kritikalnya seluruh tanggungjawab dan peran 
didefinisikan terlebih dahulu, bagi sebuah organisasi (unit) yang mengelola ERP.    
Temuan lainnya terkait dengan struktur organisasi Unit Pengelola IFMIS,  
bahwa pengembangan kapabilitas posisi yang ada didalamnya sangat 
dipengaruhi oleh penerapan ERP-COTS itu sendiri, khususnya yang terkait 
dengan jenis dan tingkat kapabilitas yang dipunyai. Oleh karena itu, telaah dan 
pendalaman aspek operasional sistem, dan aspek dukungan terhadap pengguna 
perlu dilakukan guna mendapatkan area, elemen dan fungsi-fungsi sistem apa 
saja yang terkait dengan aspek tersebut. Selanjutnya hasil pendalaman tersebut 
secara langsung akan mempengaruhi bangun kapabilitas, termasuk area 
kapabilitas pengelolaan ERP secara umum seperti yang dimaksud oleh Ward et 
al., (2002) sebagai kapabilitas di domain IT, maupun pengembangan kapabilitas 





Dari penelitian di fase I ini juga memperlihatkan, bahwa rangkaian proses 
penerapan IFMIS, khususnya proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola 
IFMIS haruslah dipandang sebagai sebuah proses perubahan, seperti yang 
dimaksud oleh IIkka (2004). Hal ini mengartikan bahwa pendekatan bertahaplah 
yang ditempuh dalam proses penerapan IFMIS, seperti yang dimaksud oleh 
Robey et al., (2002), dimana diperlukan proses pendidikan karyawan yang 
intensif dan bertahap. Hal yang sama juga ditempuh dalam proses 
pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, yang dilakukan secara paralel 
mengikuti proses penerapan IFMIS.  
Di fase I ini, konsep pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS 
dilakukan dengan elaborasi secara kontinyu. Hal ini disepakati oleh team CMC 
dan advisor, dengan mempertimbangkan bahwa karakteristik penerapan ERP 
yang cenderung dinamis, seperti permintaan akan perubahan fitur (change 
request), dan lamanya periode proses kustomisasi. Hal lain yang mendasari 
elaborasi ini dipilih adalah kondisi awal yang ditemui peneliti, dimana organisasi 
belum memiliki dokumen yang lengkap mengenai proses pengembangan 
kapabilitas Unit Pengelola IFMIS. Hal ini sesuai dengan temuan peneliti diawal 
penelitian, dimana organisasi hanya memiliki konsep dan struktur Unit Pengelola 
IFMIS yang belum formal, dan tanpa penjabaran lengkap terkait peran dan 
tanggungjawab masing-masing posisi, dalam struktur Unit Pengelola tersebut. 
 
5.3.1.1 Refleksi Fase I    
Dari proses pelaksanan penelitian AR yang dilakukan pada fase I, diperoleh 





1. Mempercepat proses penetapan Unit Pengelola IFMIS, adalah hal yang 
sangat penting dalam menjamin kepastian posisi setiap anggota, dan 
proses persiapan pengembangan kapabilitas (organsasi perlu 
menetapkan Unit Pengelola IFMIS secara formal, guna memberikan 
landasan yang kuat bagi seluruh program pengembangan, khususnya 
dalam mengelola personelnya) 
2. Setiap peran dan tanggung jawab perlu di perjelas kepada setiap 
pemangku kepentingan kunci yang terkait, khususnya team CMC, Ketua 
team pelaksana, komite pelaksana guna mendapatkan dukungan dan 
kepastian proses selanjutnya yang terkait dengan proses 
pengembangan kapabilitas 
3. Komunikasi memegang peranan penting dalam sosialisasi sebuah Unit 
baru khususnya Unit Pengelola IFMIS ke seluruh  pemangku 
kepentingan. 
4. Keterlibatan aktif team CMC, khususnya di bagian pelatihan sangat 
penting dalam kerangka konsep pengembangan, sekaligus mereka 
dapat memahami dengan baik konsep dasar pengembangan kapabilitas  
5. Team CMC perlu di berdayakan, dalam hal mengkomunikasikan konsep 
pengembangan, guna mendukung proses pengembangan kapabilitas 
Unit Pengelola IFMIS. 
6. Penetapan struktur organisasi dan penentuan peran dan fungsi dari 
setiap posisi yang ada harus mempertimbangkan  aspek pengelolaan 
seluruh sumberdaya IT yang terlibat, hasil kustomisasi serta peran yang 
akan dilakukan pengguna, khususnya untuk kapabilitas yang terkait 





7. Bagi team CMC atau partisipan serangkaian proses yang telah dilalui 
telah meningkatkan pemahaman team CMC terhadap beberapa hal 
penting, seperti yang disampaikan ketua team CMC di salah satu 
pertemuan regular (15 April 2012): 
―Setelah melalui proses kerjasama dan kolaborasi diantara team CMC, 
TP1, TP2 dan advisor, kami team CMC mendapat pencerahan dalam 
memahami proses pengembangan Unit Pengelola ini, yang sangat 
dinamis, dan memerlukan sebuah proses yang bertahap. Kami 
menyakini kedepan proses ini akan semakin meningkatkan kepercayaan 
semua dari kita, akan keberhasilan dalam pengembangan seluruh 
kemampuan dan kapabilitas yang diperlukan dalam proses handover 
sistem baru dari pengembang ke Unut Pengelola‖ 
 
8. Pertemuan rutin dengan team CMC sangat perlu dilakukan, khususnya 
dalam memastikan struktur organisasi IFMIS sesuai dengan kebutuhan 
organisasi saat ini (guna menyukseskan Go-Live), dan juga untuk 
mengantisipasi tantangan pengelolaan di tahap berikutnya (setelah Go-
Live) 
9. Penyertaan aktif -  kolaboratif team CMC dalam penyusunan draft peran 
dan tanggungjawab Unit Pengelola IFMIS, memberi kemudahan dalam 




5.3.2 Fase II – Periode Transisi dari Manajemen Perubahan ke Pelatihan 
(Transition from Change Management to Training Period) 
Konsep pelatihan yang dirancang dalam pengembangan kapabilitas Unit 
Pengelola IFMIS ini didasari pada beberapa hal pokok seperti berbasis peran 
setiap posisi yang ada (role based), merujuk pada kompetensi yang dirancang 





menggunakan metode adult learning, dan memenuhi sasaran utama handover di 
masa Go-Live. 
Basis peran dipergunakan, karena mengarahkan dan mem-fokus-kan 
proses pengembangan kapabilitas pada target kemampuan yang jelas, sesuai 
dengan kebutuhan. Hal sesuai dengan yang dimaksud Xiaolon et al., (2013), 
dalam temuannya bahwa pelatihan peserta ERP harus dibagi atas kelompok 
atau perannya. Hal ini diperkuat pula oleh Diamond et al., (2005), bahwa dalam 
penerapan IFMIS pelatihan berbasis peran (role) dari pengguna (termasuk 
pengelola) sangat diperlukan. Basis peran juga memudahkan team CMC dan 
peneliti dan menjadi dasar dalam melakukan tindakan berikutnya, termasuk 
identifikasi kompetensi setiap posisi yang ada. 
Rujukan kompetensi sangat sesuai dengan pengembangan kapabilitas. 
Tidak hanya sebagai pintu masuk awal (entry point) tentang apa saja yang harus 
dikembangkan, tetapi juga untuk mulai menyusun rencana tindakan 
pengembangan kapabilitas dengan kompetensi tersebut sebagi intinya. Hal ini 
sesuai dengan yang ditekankan oleh Hamel et al., (1990). Albadri et al., (2009) 
juga memberikan pendapat yang sama dalam temuannya, bahwa model 
berbasis kompetensi sangat berguna dalam pengembangan kapabilitas Unit 
Pengelola IFMIS. 
Bentuk pelatihan transisi yang diterapkan dalam pengembangan kapabilitas 
Unit Pengelola IFMIS, juga sangat sesuai dengan konsep berfikir dan nalar. 
Dimana konsep dari sebuah pengetahuan dan keahlian terlebih dahulu 
disampaikan, diikuti dengan pelatihan hands-on, yang menekankan bagaimana 
konsep yang telah dipelajari, dilakukan secara praktek, dalam bentuk bagian-





keahlian tadi, dipraktekkan secara menyeluruh dan terpadu sebagi sebuah 
pelaksanaan operasioanal utuh. Konsep transisi ini juga banyak diusulkan 
berdasarkan temuan peneliti lainnya, sesuai dengan yang dimaksud Bhatti 
(2005), Chen (2012),Wang et al. (2011), Vandaie (2008), Fan et al. (2011), 
Schaffner et al. (2000), Somers et al. (2001), dimana pelatihan tidak hanya 
hands-on, tetapi konsep proses bisnis perlu disampaikan diawal pelatihan.  
Penggunaan metode adult learning, juga ditujukan untuk kemandirian dalam 
pengelolaan ERP. Pengelolaan ERP, khususnya sistem informasi IFMIS 
membutuhkan pengelola yang selalu antisipatif dan berjiwa pembelajar. Adult 
learning yang menekankan pada self-directed sangat sesuai dengan konsep 
kemandirian yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud oleh Lieb 
(1991), Rogers (2007), dimana adult learning menekankan model pembelajaran 
yang kolaboratif dan self-directed. 
Terkait dengan penentuan kebutuhan pelatihan (Traning Need Analysis), 
yang dipergunakan dalam tindak awal pelaksanaan pengembangan kapabilitas, 
peneliti menganggap telah tepat, khususnya sesuai dengan kondisi saat itu. Hal 
ini juga disarankan oleh Noe (2002), dimana sebelum proses pelatihan 
dilakukan, jenis pelatihan yang akan diberikan perlu ditentukan terlebih dahulu. 
Penentuan jenis pelatihan dan termasuk tingkat kompetensi yang ingin dicapai, 
akan menentukan proses pengembangan kapabilitas secara lebih rinci. 
 
 
a. Pelatihan Seksi Proses Bisnis  
Pelatihan seksi Proses Bisnis terkait dengan pelatihan dasar kustomisasi, 
dilakukan disela-sela proses pelaksanaan kustomisasi, dimana personel seksi 





lancar, sekalipun membuat personel lainnya, yang menjadi penanggungjawab 
utama tugas (sementara) dari personel yang melakukan pelatihan. Proses 
kustomisasi pada fase II ini menjadi fokus utama seksi Proses Bisnis. Hal ini 
disebabkan karena hanya inilah kesempatan bagi seksi Proses Bisnis melakukan 
transfer pengetahuan dari sumber utama dan pada saat kejadian utama 
berlangsung. Karena setelah proses kustomisasi selesai, sistem akan 
dioperasionalisasikan (deployment), tidak ada lagi proses kustomisasi (overall). 
Setelah Go-Live memang suatu saat aka nada upgrade, atau penambahan atau 
perubahan kustomisasi (minor), tidak seperti pada proses kustomisasi fi fase II ini 
yang sifatnya menyeluruh.  
Terkait dengan hal tersebut diatas, maka adalah sangat beralasan bagi 
seksi Proses Bisnis untuk fokus dan mengerahkan segala konsentrasi pada 
pelaksanaan proses kustomisasi yang sedang berjalan. Untuk itu dokumentasi 
proses bisnis menjadi bagian dari proses familiarisasi, dan hal yang sangat 
penting bagi personel seksi Proses Bisnis sesuai dengan tugas modul masing-
masing. Segala bentuk proses yang menunjang proses pembiasaan 
(familiarisasi), baik diskusi, penggunaan fasilitator (team TP10), merupakan cara 
belajar dalam pemahaman ERP, khususnya dalam hal ini pada aspek proses 
bisnis. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud Joseph et al. (2002), Bhatti (2005), 
Wang et al. (2011), Vandaie (2008).  
  
b. Pelatihan Teknis Operasional Seksi Infrastruktur 
Penerapan pola pelatihan hands-on adalah sangat penting (Bhatti, 2005; 
Chen, 2012; Wang and Hwang, 2011). Pelatihan dengan pola hands-on dalam 





permasalahan dalam pelatihan yang tidak selalu sama. Sebagai contoh pelatihan 
OJT, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dasar setiap anggota sekaligus 
mengenai karakteristik pekerjaan dalam pengelolaan sistem baru. Dalam OJT 
aktifitas pengelolaan infrastruktur yang dasar dan mudah dipergunakan. 
Selanjutnya guna meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan proses 
pengawasan lapangan (walkaround), dan  pemecahan masalah (problem 
solving) dipergunakan dalam pendekatan pelatihan berikutnya. Dalam proses 
selanjutnya kegiatan mandiri dengan mengunjungi cabang tertentu (site or 
branch) dilakukan, walaupun masih dengan pendampingan dari pelatih yang 
bersangkutan.  
 
c. Pelatihan Teknis Operasional Seksi Sistem Aplikasi 
Seperti pelatihan di seksi Infrastruktur, pelatihan di seksi Sistem Aplikasi 
juga mengandalkan implementer (Team yang melakukan kustomisasi ERP-
COTS). Dalam pelatihan teknis operasional, pelatih harus merupakan anggota 
team implementer, atau team yang mengembangkan (meng-kustomisasikan) 
ERP-COTS. Hal ini dilakukan guna menekan perbedaan (pengertian dan 
pengetahuan) yang mendasari sistem aplikasi yang dibangun, dengan apa yang 
disampaikan pelatih.  Sering dijumpai pelatih dari sebuah ERP-COTS adalah 
personel lain yang disiapkan khusus untuk melatih pengguna atau pengelola 
ERP-COTS, yang bukan menjadi team implementer. Perbedaan penguasaan 
materi antara pelatih yang seorang implementer dan bukan implementer akan 
terlihat ketika menjawab beberapa masalah, khususnya menyangkut hal-hal 
ketika sistem aplikasi dijalankan. Contoh yang paling sederhana, adalah ketika 





respon dari pelaksanaan sistem aplikasi. Sebagai seorang implementer pelatih 
kemungkinan besar mengetahui mengapa pesan (yang tidak semestinya) 
tersebut muncul. Sedangkan seorang pelatih yang bukan implementer, harus 
mendalami atau menanyakan maksud pesan tersebut ke implementer.  
Usulan penggunaan implementer  juga sesuai dengan temuan penelitian 
Wang et al. (2007), yang menyatakan bahwa kompetensi implementer sebagai 
sumber utama pengetahuan (khususnya hasil kustomisasi) adalah sangat 
penting.  Lebih lanjut organisasi harus mempunyai strategi yang jitu dalam 
mengelola tacit knowledge yang ada disetiap implementer agar dapat ditransfer 
ke team pengelola (Vandaie, 2006). 
Di fase II ini juga dilakukan penyiapan draft  materi pelatihan berbasis peran 
atau RBT (Role Base Training), karena peneliti menganggap bahwa para 
anggota seksi sistem aplikasi harus mengenal lebih dahulu materi yang akan 
mereka pergunakan dalam fungsi utama kedua mereka yaitu melakukan 
pelatihan kepada setiap pengguna. Peneliti mengajukan hal ini kepada team 
CMC dengan beberapa alasan. Pertama, dari pengalaman peneliti dalam 
penerapan ERP sebelumnya, salahsatu cara memahami sebuah fungsi baru 
dalam fitur ERP adalah dengan membuat sendiri manual pelaksanaannya, 
tentunya berdasarkan proses (step-by-step) pelaksanaan aplikasi tersebut. 
Kedua proses pembuatan RBT membutuhkan waktu yang cukup lama, karena 
harus menunggu hasil kustomisasi cross-module. Dengan menyusunnya lebih 
awal maka proses pemahaman akan materi pelatihan RBT, akan lebih cepat dan 








5.3.2.1 Refleksi Fase II    
Dari hasil proses penelitian AR yang telah dilakukan di fase II ini, ditemukan 
beberapa refleksi baik bagi peneliti maupun partisipan yaitu : 
1. Pelatihan dapat dilakukan dalam beberapa kali pelatihan dalam waktu 
yang berbeda, dan terjadwal dengan baik, guna menyiasati kompleksitas 
dan banyaknya materi yang harus dikuasai. 
2. Diperlukan pola pelatihan yang dilanjutkan dengan penugasan lapangan, 
guna memberi kesempatan anggota memahami secara baik 
pengetahuan dan keahlian yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas 
sesungguhnya (dalam pengawasan implementer) 
3. Penyiapan sandbox sangat penting dalam menunjang proses pelatihan 
teknis baik pada seksi infrastruktur maupun seksi sistem aplikasi. Karena 
itu partisipan (dalam hal ini organisasi), harus telah memiliki rencana 
penyiapan (procurement) sandbox dan memasukkannya dalam strategi 
deployment secara keseluruhan guna mendukung aktifitas pelatihan 
teknis di seksi infrastruktur maupun di seksi sistem aplikasi. 
4. Melibatkan (involving) anggota Unit Pengelola IFMIS perlu dilakukan 
sedini mungkin, khususnya pada tahap penerapan IFMIS yang 
berhubungan dengan penyiapan infrastruktur dan pemasangannya guna 
memberi kesempatan kepada anggota mendapat pengalaman lapangan. 
Keterlibatan ini dapat dilakukan dalam bentuk observer atau bentuk 
lainnya yang tidak menggangu proses instalasi, maupun tandem pada 





5. Sedangkan untuk sistem aplikasi, pelatihan teknis MBT sangat 
diperlukan keterlibatan guna memahami proses pelaksanaan aplikasi 
dalam setiap modul. 
6. Penerapan rinsip manajemen perubahan, khususnya mengelola proses 
transisi personel dari kemampuan dasar hingga menjadi pengelola yang 
menguasai kapabilitas posisinya, memberikan hasil yang memuaskan. 
 
5.3.3 Fase III – Periode Pelatihan Teknis (Technical Training Period) 
Secara umum dalam fase III ini, aktifitas pengembangan kapabilitas yang 
dilakukan disetiap seksi, khususnya seksi Infrastruktur dan seksi Sistem Aplikasi 
lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pelatihan yang telah diperoleh di fase 
sebelumnya (continous improvement), dan membenahi masalah-masalah yang 
bersifat kritikal bagi peningkatan kualitas tersebut, seperti stabilisasi unjuk kerja 
infrastruktur.  Hal ini sesuai dengan yang dimaksud Somers et al. (2001), bahwa 
sebuah pelatihan ERP harus dibuat secara berkesinambungan. Hal ini 
menunjukkan bahwa pelatihan ERP, memang memerlukan waktu (proses), tidak 
hanya dikarenakan kompleksitas materi pelatihan, tetapi juga sangat bergantung 
pada kondisi kesiapan kebutuhan pelatihan (seperti infrastruktur).  
Tindakan pemantauan unjuk kerja infrastuktur, khususnya kinerja 
(performance) jaringan (LAN dan WAN) juga menjadi prioritas dalam fase ini. Hal 
ini disebabkan karena sangat sulit memprediksi kinerja keseluruhan jaringan 
yang terdiri dari berbagai peralatan (device and peripheral). Masalah (error atau 
trouble) dengan segala bentuknya yang terjadi pada sebuah peralatan dapat 





Pembuatan variasi maupun perubahan pola pelatihan juga menjadi tindakan 
yang direncanakan dalam fase ini. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi 
terlambatnya penyelesaian kustomisasi. Disisi lain pelatihan teknis tidak boleh 
terhenti (jeda) dalam waktu yang cukup lama, karena akan mengakibatkan 
pengetahuan dan keahlian yang telah diperoleh mengalami reduksi, karena tidak 
dilatih secara berkesinambungan. Terhentinya pelatihan yang diakibatkan oleh 
penundaan selesainya kustomisasi sistem, juga menyebabkan para peserta 
kehilangan momentum dalam akselerasi peningkatan kemampuan ke tingkat 
yang lebih tinggi.   
 
a. Pelatihan Seksi Proses Bisnis 
Pada fase III ini,  personel seksi Proses Bisnis ditugaskan menjadi team 
penguji dan simulasi sistem. Inisiatif ini dimaksudkan dengan dua alasan utama. 
Pertama seksi Proses Bisnis-lah yang paling mengetahui aspek operasional 
sistem dan aturan bisnis yang dikustomisasikan dalam ERP-COTS. Dengan 
pengetahuan tersebut diharapkan skenario pengujian sistem yang diajukan oleh 
TP1, dapat diverifikasi dan divalidasi oleh team tersebut. Kedua seksi Proses 
Bisnis dengan pengetahuannya dapat menyusun skenario negatif, guna 
menggali lebih dalam (eksplorasi) kemungkinan masih adanya bug, error, 
maupun kesalahan kustomisasi (tidak sesuai dengan business rule yang 
diturunkan dari business requirement). Manfaat lain dengan menyertakan seksi 
Proses Bisnis dalam team pengujian juga, akan memperdalam pemahaman 
personel dalam aturan bisnis yang dalam IFMIS sangat kompleks, dan juga hasil 






Penyertaan seksi Proses Bisnis dalam proses simulasi juga dengan alasan 
yang mirip seperti pada proses pengujian. Dalam proses kustomisasi, personel 
seksi Proses Bisnis telah terlibat dalam waktu yang cukup lama dengan team 
pengembang (TP1). Dalam proses tersebut personel tersebut mengamati, 
mendokumentasikan, diskusi, konsinyering dan rangkaian pertemuan lainnya, 
yang membahas secara mendalam aturan bisnis yang dikustomisasikan kedalam 
ERP-COTS.  Pengalaman tersebut pasti telah mengembangkan (memperluas) 
pengetahuan personel secara alamiah. Hal ini ditingkatkan pula dengan proses 
pengujian aplikasi yang dijalani. Dengan proses simulasi, untuk kesekian kalinya 
personel Proses Bisnis melihat dan mengamati jalannya pelaksanaan aplikasi 
(tahap demi tahap pemrosesan transaksi), hal ini tak ubahnya dengan napak 
tilas.  
Dengan penyertaan di simulasi ini maka diharapkan penguasaan 
keseluruhan integrasi proses bisnis, dapat dicapai oleh seksi Proses Bisnis. 
Selanjutnya penguatan kemampuan ini dilakukan kembali pada proses 
pelaksanaan UAT (User Acceptance Test). Pada pelaksanaan UAT personel 
Proses Bisnis akan terlibat sebagai supervisor, yang mempersiapkan dan 
mengawasi seluruh rangkaian proses pengujian sistem IFMIS, dimana posisi 
penguji (tester) diisi oleh perwakilan karyawan dari setiap seksi, bagian, dan 
direktorat yang terlibat dan berperan sebagai pengguna sistem IFMIS.   
Penguasaan ini menjadi modal utama bagi seksi Proses Bisnis secara khusus, 
dan tentunya Unit Pengelola IFMIS dalam mengelola, memelihara, serta 
mengembangkan sistem IFMIS dimasa depan, setelah Go-Live. Penguasaan ini 
juga menjadi alasan kuat dan sekaligus pertanggungjawaban Unit Pengelola 






b. Pelatihan Teknis Operasional Seksi Infrastruktur 
Pelatihan teknis operasional Seksi Infrastruktur pada fase III, harus sudah 
ditingkatkan dari pelatihan yang bersifat transfer pengetahuan seperti yang 
dilakukan di fase II, ke pelatihan yang bersifat transfer kemampuan operasional 
sistem. Hal ini perlu dilakukan sebagai konsekuensi dari penyiapan seluruh 
anggota Seksi Infrastruktur dalam membangun pola kerjasama pengelolaan 
seluruh fasilitas infrastruktur. Pola pelatihan seperti ini, tidak hanya memudahkan 
anggota dalam memahami kompleksitas sistem, lewat penyampaian bertahap 
(penyederhanaan), namun secara bertahap pula mentransformasikan proses 
kerja lama (legacy) ke proses pelaksanaan tugas berbasis sistem baru. 
Ketidaklengkapan ketersediaan sandbox, sangat mengganggu proses 
pelatihan Seksi Infrastruktur secara keseluruhan. Sehingga agenda  pelatihan 
menjadi sering terganggu, karena menunggu kesiapan sandbox. Organisasi 
perlu membuat rencana yang lebih spesifik dan menyeluruh mengenai 
penyediaan seluruh kebutuhan pelatihan, khususnya pelatihan teknis 
operasional.    
Pelatihan pada fase III, lebih diarahkan ke familiarisasi pelaksanaan tugas 
dengan sistem baru. Hal ini perlu segera dilakukan guna mempersiapkan 
anggota Seksi Infrastruktur dalam pola operasional sistem sesungguhnya. 
Karena itu pola pelatihan cenderung diarahkan pada memberi tugas harian 
kepada setiap anggota. Penugasan ini kemudian dilanjutkan dengan tugas 
mingguan dan bulanan, sehingga secara perlahan sesuai dengan periode 
penerapan IFMIS yang berjalan, kesiapan setiap anggota Seksi Infrastruktur 






Pelatihan dalam bentuk OJT, sangat banyak membantu setiap personel 
dalam pemahaman aspek teknis operasional. Namun dijumpai pada beberapa 
agenda pelaksanaan program pelatihan, sering tidak berjalan sesuai rencana, 
karena proses pengawasan yang tidak berjalan semestinya. Hal ini terjadi karena 
TP1 sebagai team pelatih, harus mengerjakan beberapa pekerjaan mendesak 
terkait dengan dukungan kepada proses kustomisasi yang sedang dijalankan. 
Untuk mengatasi hal ini diperlukan sebuah skenario pelatihan tambahan, yang 
memungkinkan personel Seksi Infrastruktur melakukan pelatihan mandiri dengan 
sedikit pengawasan. 
 
c. Pelatihan Teknis Operasional Seksi Sistem Aplikasi 
Penyelesaian kustomisasi ERP-COTS di fase III ini berjalan tidak sesuai 
rencana. Beberapa faktor yang menyebabkan terlambatnya proses penyelesaian 
kustomisasi adalah proses validasi hasil kustomisasi dengan business rule yang 
telah disepakati, dan beberapa perubahan pada business rule tertentu yang 
membutuhkan proses kustomisasi tambahan.  
Dari berbagai pelatihan teknis di fase III ini, kestabilan infrastuktur, 
khususnya jaringan komputer (WAN) sangat penting. Karena itu pengujian 
terhadap kehandalan seluruh fasilitas infrastruktur pendukung pelatihan teknis 
operasional IFMIS, perlu dilakukan secara intensif dan terjadwal. Hal ini perlu 
dilakukan khususnya menjelang hari pelaksanaan pelatihan. Kestabilan fasilitas 
infrastruktur adalah hal yang sangat sulit untuk di prediksi, karena itu 
pengawasan (monitoring) terhadap unjuk kerja setiap fasilitas perlu dilakukan 





Hasil evaluasi pada fase III ini, menunjukkan hal yang perlu diperhatikan 
selain serangkaian program pelatihan yang telah disusun dan telah 
dilaksanakan, yaitu kejenuhan.  Program pelatihan dalam jangka panjang telah 
menimbulkan dampak kejenuhan pada beberapa personel, karena itu diperlukan 
beberapa program penyegaran. Out-bond  dapat dipilih sebegai salah satu 
alternatif, guna memberikan suasana lain dan menumbuhkan semangat 
kebersamaan yang berguna dalam meningkatkan kerjasama (team-work), yang 
juga merupakan bentuk perhatian dan komitmen manajemen puncak kepada 
proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS. Hal ini juga 
bersesuaian dengan hasil penelitian Umble et al., (2001), bahwa manajemen 
harus selalu memberikan perhatian dan dorongan kepada team pengelola IFMIS. 
Dari proses pelaksanaan pelatihan dengan hands-on, dengan penjelasan 
proses bisnis terlebih dahulu memperlihatkan bahwa, pemahaman peserta 
sangat baik, khususnya dalam praktikal pelaksanaan transaksi tahap demi tahap 
(step-by-step).  Hal ini terlihat dari keberhasilan setiap peserta, dalam 
mempergunakan fungsi-fungsi sistem baru secara tepat dan mudah. Tepat  
dalam hal ini berarti peserta menjalankan sistem sesuai dengan seharusnya, dan 
mudah berarti si peserta tidak merasa terlalu sulit mengerjakan tugas barunya 
dengan sistem yang baru. Pola pelatihan dengan penjelasan proses bisnis diikuti 
dengan hands-on sangat membantu dalam memahami praktek pelaksanaan 
(penggunaan) ERP-COTS, hal ini sesuai dengan temuan Wang et al. (2011), 
Bhatti (2005), dan Chen (2012). 
Untuk mencapai kesuksesan dalam pelatihan pengguna, maka para 
anggota Seksi Sistem Aplikasi yang merupakan team utama yang akan 





pelaksanaan sistem baru dari perspektif pengguna. RBT adalah suatu bentuk 
cara dan prosedur pelaksanaan sistem yang disesuaikan dengan peran dari 
setiap pengguna sistem. Karena itu pembuatan modul RBT perlu dilakukan 
secara cermat oleh anggota seksi Sistem Aplikasi.  
Dalam pembuatan RBT, setiap anggota seksi Sistem Aplikasi akan 
mengakses sistem IFMIS, sesuai dengan kerangka RBT (dibuat dengan berbasis 
proses bisnis) yang telah dibuat. Dengan selalu mengakses sistem IFMIS, maka 
frekwensi praktek penggunaan sistem menjadi meningkat. Proses belajar seperti 
ini, akan membiasakan si pembuat RBT untuk melihat proses bisnis (kerangka 
RBT) dan sistem secara simultan. Pembuatan materi pelatihan RBT oleh seksi 
Sistem Aplikasi secara mandiri dengan pengawasan team TP1, akan menjamin 
penguasaan materi RBT oleh anggota Seksi Sistem Aplikasi, dan kesesuaian 
materi dengan pelaksanaan sistem baru. Pembuatan RBT juga dapat dipandang 
sebagai proses kesinambungan belajar mandiri, yang juga memperlihatkan 
konsep integrasi proses bisnis dan realisasi dalam hasil kustomisasi. Proses 
belajar yang berkesinambungan dan menerapkan konsep (pengetahuan) dan sisi 
praktikal  secara bersama sangat bermanfaat dalam pendalaman proses 
pelaksanaan sistem ERP. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud oleh Fan et al. 
(2011), Schaffner et al. (2000), Rosemann et al. (2000), Al-Mashari et al. (2003), 
Somers et al. (2001) 
Simulasi yang dilakukan pada fase III ini, sangat membantu dalam 
memperlihatkan dan meningkatkan pemahaman anggota Sistem Aplikasi, 
dibandingkan dengan hanya mengandalkan pelatihan berbasis hands-on. Hal ini 
sesuai dengan temuan Fan et al. (2011), yang memperlihatkan manfaat 





temuan Bearing Point (2004) yang menyatakan bahwa, simulasi bukanlah cara 
yang efektif untuk melatih, dimana para pengguna lebih menginginkan sebuah 
pengalaman langsung mempergunakan sistem (hands-on experience) dengan 
data sesungguhnya dalam lingkungan sandbox. Dari hasil penelitian ini bahwa 
hands-on sangat bermanfaat dalam menjelaskan proses pelaksanaan satu 
aktifitas pelaksanaan fungsi sistem (pelaksanaan per aktifitas). Namun ketika 
harus menjelaskan pelaksanaan keseluruhan fungsi (terdiri dari banyak aktifitas) 
atau end-to-end, maka simulasi sangat efektif. End-to-end transaksi dalam 
penelitian ini diartikan sebagai pelaksanaan sebuah transaksi yang 
menghasilkan sebuah output, yag dilakukan dari tahap paling awal, hingga tahap 
terakhir. Transaksi jenis ini sebagian besar bersifat cross-module. 
5.3.3.1 Refleksi Fase III  
Dari hasil proses penelitian AR yang telah dilakukan pada fase III ini, 
diperoleh refleksi yang sangat berguna bagi peningkatan pengetahuan peneliti 
maupun partisipan. Adapun refleksi tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Pola pelatihan dalam penyiapan proses alih tugas, perlu dirancang 
secara efeketif dalam bentuk tugas harian, mingguan dan bulanan 
dengan memperhatikan peran dan tanggungjawab setiap posisi anggota 
Unit Pengelola IFMIS yang telah ditetapkan sebelumnya. 
2. Kesiapan sistem aplikasi hasil kustomisasi adalah faktor yang sangat 
kritikal dalam keberhasilan proses pelatihan teknis operasional, 
khususnya pada Seksi Sistem Aplikasi. 
3. Pembuatan manual pelaksanaan RBT dan skenario pelaksanaan fungsi 





Karena itu proses pembuatannya haruslah dirancang sedini mungkin di 
fase II.  
4. Penyertaan anggota Seksi Infrastruktur dan Seksi Sistem Aplikasi dalam 
banyak simulasi operasional, maupun pelaksanaan pengujian integrasi 
sistem seperti UAT, sangat tepat dan berhasil dalam meningkatkan 
kemampuan praktis dan kepercayaan setiap anggota, khususnya dalam 
kesiapan alih kelola (handover). 
5. Pola pelatihan dalam bentuk simulasi, sangat membantu dalam 
menjelaskan proses pelaksanaan sistem aplikasi IFMIS, khususnya 
dalam proses pelaksanaan transaksi yang melibatkan lebih dari satu 
modul (cross-module) 
5.4 Model Rekomendasi Proses Pengembangan Kapabilitas Unit Pengelola 
IFMIS   
Dari hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, 
maka berikut ini di berikan model rekomendasi proses pengembangan 
kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, seperti ditunjukkan pada gambar 5.13. Secara 
umum model yang direkomendasikan ini, ditujukan untuk membangun 
kemampuan seluruh anggota Unit Pengelola IFMIS untuk siap menerima 
pengelolaan IFMIS (handover) dari pengembang ketika sistem informasi IFMIS 
selesai dibangun.  Proses pengembangan didasarkan pada konsep transisi 
(manajemen perubahan), perbaikan secara terus-menerus (continous 
improvement), dan kondisi dinamis organisasi yang diakibatkan oleh status 
penerapan IFMIS (khususnya proses kustomisasi).  
Dari sisi bisnis, terdapat beberapa risiko yang harus diterima jika sebuah 





diikuti oleh kesiapan Unit Pengelola untuk mengambil alih manajemen 
pengelolaannya. Organisasi harus tetap menyewa (membayar) pengembang 
sistem sebagai pengelola utama, yang tentunya akan berdampak pada biaya 
yang meningkat. Untuk itu sangat beralasan untuk mempunyai sebuah Unit 
Pengelola yang siap menerima alih operasional sistem baru secepat mungkin, 
































BR and ERP 
Selection Team 
Involved in COTS Development







Process Business and Module Based 
Training 
RBT Preparation
Testing and Simulation Team
RBT Training
SOP Development Team (IFMIS 
Management Operation)

















Classroom and Hands-on Training Handsholding Training
SOP Development Team 
(Infrastructure operation)
SOP Development Team (IFMIS 
Operation by Users) 
Infrastructure  
Section




Help Desk (User support), 
Manage  Application 
Systems,  Users Training

























































Gambar 5.13 Model rekomendasi proses pengembangan kapabilitas Unit 







Berikut ini diberikan penjelasan dari model pengembangan kapabilitas Unit 
Pengelola IFMIS yang diusulkan sebagai model yang dikembangakan dari 
keseluruhan hasil pnelitian ini, baik dari proses pengamatan peneliti hingga 
seluruh refleksi yang diperoleh pada setiap fase penelitian AR.  
 
a. Fase Penerapan IFMIS (IFMIS Implementation  Phase) 
Sebagai sebuah proses  pengembangan kapabilitas yang dilaksanakan 
secara paralel dengan proses penerapan IFMIS, maka penulis perlu menjelaskan 
proses-proses atau tahapan apasaja yang ada dalam proses penerapan IFMIS 
yang dimaksud.  Gambar 5.14 yang diturunkan dari gambar 5.13, menunjukkan 
fase penerapan IFMIS, yang terdiri atas serangkaian proses yang dijadikan 
acuan dasar (baseline) dalam  model pengembangan kapabilitas ini dimulai dari 
proses penyiapan seluruh regulasi atau aturan-aturan yang diperlukan dalam 





























Gambar 5.14 Fase Penerapan IFMIS  
 
Dalam proses penerapan IFMIS yang terjadi di Indonesia, aturan tersebut 
antara lain  meliputi Undang-Undang, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan 
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan keputusan-keputusan lainnya, 





awal dari Bab V ini, misalnya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
proses .  Tahapan proses penyiapan regulasi dapat berlangsung dalam jangka 
waktu yang relatif, sangat tergantung pada kondisi Negara yang bersangkutan. 
Indonesia misalnya sudah menyiapkan UU pendukungnya sejak tahun 2003, 
sedang penerapan IFMIS dimulai ditahun 2009. 
Tahap berikutnya setelah penyiapan regulasi yang bersifat administratif, 
fase penerapan IFMIS memasuki tahap  semi-teknis yaitu BPR (Business 
Process Reengineering). BPR seperti telah banyak diungkapkan penulis di Bab 
sebelumnya (khususnya Bab II), merupakan proses untuk mendapatkan 
konfigurasi integrasi proses bisnis, yang mampu mendukung tujuan dari 
penerapan IFMIS itu sendiri. Hasil dari BPR adalah Business Requirments  (BR) 
yakni sebuah dokumen yang menjelaskan secara rinci kebutuhan organisasi 
terkait dengan penerapan sistem IFMIS. Kebutuhan tersebut meliputi seluruh 
aspek penerapan IFMIS, baik dalam hal yang bersifat teknis seperti arisitektur 
sistem informasi (business rule, struktur database, jaringan komputer dan 
sebagainya), maupun aspek non-teknis dimana  Unit Pengelola IFMIS menjadi 
salah bagian didalamnya.  
Diantara kedua proses ini umumnya pemilihan ERP-COTS yang 
bersesuaian dengan  hasil BPR dimulai. Hal ini umumnya dilakukan guna 
mendapatkan dengan BR yang lebih mendalam, karena menyertakan asumsi 
ataupun kriteria teknis, yang diperoleh dari proses telaah mendalam dengan 
karakteristik ERP-COTS. Dalam proses pemilihan ERP-COTS ini, beberapa 
pemasok (vendor) ERP-COTS diminta untuk melakukan presentasi. Kemudian 





dan karakteristik ERP-COTS tersebut, serta berdasar pada regulasi yang telah 
dibuat sebelumnya. 
   ERP-COTS yang terpilih kemudian dipergunakan sebagai landasan 
(platform) sistem IFMIS yang dikembangkan. Aturan bisnis (business rule) yang 
ada pada ERP-COTS umumnya dibangun berdasarkan best-practices yang 
diperoleh dari aturan yang telah dipahami secara umum, dan pengalaman 
pengembang ERP-COTS yang diperoleh dari penerapan sebelumnya.  Karena 
itu ERP-COTS perlu disesuaikan dengan aturan bisnis yang dimiliki oleh 
oragnisasi. Proses penyesuaian ini dikenal dengan kustomisasi (customization) 
atau COTS development. Proses ini dapat berupa re-programming pada 
beberapa bagian dari ERP-COTS yang diperkenankan (customization area). 
Ketika proses kustomisasi berlangsung, berbagai pengujian (testing) dilakukan 
oleh team pengembang.  
Selanjutnya sistem IFMIS yang dikembangkan dengan kustomisasi yang 
dilakukan pada ERP-COTS diuji  secara khusus. Dalam proses penerapan ini 
pengujian ini dilakukan lewat sebuah simulasi, dan dilanjutkan dengan pengujian 
menyeluruh yang menyertakan seluruh perwakilan pengguna atau dikenal 
dengan UAT (User Acceptance Test). UAT tidak hanya meliptui aspek 
operasionalisasi sistem, tetapi juga terkait dengan pengujian jaringan komputer 
dan seluruh aspek pendukung lainnya seperti proses back-up, kejadian force 
majeur lainnya (DIsasster Recovery) dan sebagainya. Umumnya proses ini tidak 
berjalan sekali saja, karena sering terdapat beberapa hal yang harus di koreksi 
(improvement) untuk memperoleh sertifikasi UAT. Bila seluruh kriteria  pengujian 
UAT telah dipenuhi oleh sistem IFMIS baru dan asepk pendukungnya, maka 







b. Fase Pengembangan (Development Phase) 
Model pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS yang 
direkomendasikan ini, terdiri atas tiga fase pengembangan kapabilitas yang 
berkesinambungan yaitu, fase I (Change Management, Pre-Requisites and Basic 
Traning Phase), fase II (Advance Training Phase), dan fase III (Systems 
Operational Training Phase), seperti ditunjukkan pada gambar 5.15 yang 
diturunkan (generate) dari gambar 5.13, guna lebih memfokuskan penjelasan 
pada fase pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS yang dimaksud. 
Pembagian fase ini, membuat periode yang dikelola lebih singkat, sehingga 
manajemen yang menangani proses pengembangan kapabilitas pada setiap 
fase, khususnya pada aktifitas manajemen proyeknya (project management) 
dapat lebih fokus pada pencapaian target dari setiap program yang dilaksanaka. 
Pembagian per fase ini juga secara menekan kompleksitas permasalahan yang 
ada dan yang akan timbul. Selain itu dengan membagi fase pengembangan pada 
tiga fase yang paralel dengan  jadwal penerapan IFMIS, lebih memudahkan 
seluruh team (CMC, Advisor, TP1 dan TP2), melakukan proses adjustment yang 
dibutuhkan terhadap program atau agenda pengembangan kapabilitas, sesuai 
dengan kondisi dinamis terkait dengan status penerapan IFMIS, khususnya 
kustomisasi dan kondisi internal organisasi. Penggunaan terminologi fase 
(phase), juga mengindikasikan bahwa proses pengembangan kapabilitas ini, 
menekankan pada periode waktu yang diperlukan dalam proses pengembangan 
itu sendiri. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam mengelola proses 





win), dalam kerangka kerja (framework) pencapaian keseluruhan kapabilitas 
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   Gambar 5.15 Fase Pengembangan Kapabilitas Unit Pengelola IFMIS 
 
 Fase I di rancang pada periode ketika BPR dimulai, hingga kebutuhan 
bisnis (business requirements) yang merefleksikan kebutuhan sistem, di 
hasilkan. Fase II meliputi seluruh periode kustomisasi. Dan fase III dimulai ketika 
simulasi sistem IFMIS yang dimulai setelah kustomisasi selesai, hingga 
pelaksanaan UAT berakhir. Model ini disusun dengan dua kerangka utama yaitu 
fase pengembangan, dan program atau agenda pengembangan kunci yang 
merupakan inisiatif pada tingkat pelaksanaan tindakan. Setiap fase 
pengembangan menjabarkan ide, konsep dan arah (short-win) dari setiap 
pengembangan kapabilitas disetiap fase. Hal ini dapat diibaratkan sebagai 
konsep strategik pengembangan kapabilitas. Sedangkan program kunci 
merupakan agenda pelatihan dalam bentuk pelaksanaan konsep tersebut. 
Program kunci dapat dibuat sefleksibel mungkin, baik dari sisi waktu 





organisasi dan status perkembangan penerapan IFMIS (khususnya proses 
kustomisasi)  
Di masing-masing fase pengembangan mempunyai tujuan strategik. Fase 
pengembangan pelatihan di fase I maksudkan untuk meletakkan dasar yang kuat 
bagi seluruh personel, khususnya pada pelatihan dan keahlian dasar, dan 
budaya kerja yang diperlukan agar sistem pengelolaan sistem IFMIS berjalan 
dengan baik. DI fase I ini ada dua hal pokok yang hendak dituju. Pertama 
pengenalan tentang IFMIS, mengapa diperlukan hingga kenapa Unit Pengelola 
IFMIS sangat diperlukan. Kedua adalah tentang bagaimana mengelola sistem 
IFMIS secara baik dan benar menjadi hal pokok yang dituju. Merubah pola pikir 
(mindset) adalah bagian utama dari tujuan pada fase I ini, sekaligus sebagai 
upaya sistematik dalam menekan resistensi. Hal ini dilakukan dengan melibatkan 
setiap personel dalam aktifitas pelatihan dasar yang pada saat yang sama 
mengkondisikan mereka dalam lingkungan yang sedang berubah. Hal ini 
dilakukan dengan menciptakan lingkungan (environment) pelatihan yang 
merefleksikan proses transisi yang sedang terjadi. Menyertakan setiap personel 
sedini mungkin dalam proses penerapan IFMIS (yang juga merefleksikan sebuah 
lingkungan dari proses transisi yang sedang berlangsung) adalah salah satu 
contohnya.  Covey (1989) menyatakan bahwa pengkondisian sangat kuat dalam 
mempengaruhi persepsi dan paradigma berfikir. Hal yang sama akan terjadi 
pada tingkat resistensi, bila proses di fase I ini, dilakukan dengan komunikasi 
yang tepat. 
Sasaran strategik di fase II adalah memperkuat komponen kompetensi yang 
pada saat yang sama meningkatkan kapabilitas penanganan pokok-pokok tugas 





menjadi bagian inti dalam perubahan yang sedang berlangsung, yang terjadi 
pada fase I, harus segera ditindak lanjuti dengan penguatan pengetahuan dan 
keahliaan pokok tingkat lanjut. Hal ini diwujudkan dalam transfer keahlian pada 
fase II ini. Transfer keahlian di fase ini, dilakukan dengan hands-on pada 
sandbox sistem, dengan konsep classroom dan hands-on seperti yang telah 
dijelaskan di bagian sebelumnya dari tesis ini. Penguatan kemampuan dan 
keahliaan setiap personel tidak hanya akan membangun rasa percaya diri setiap 
personel Unit Pengelola IFMIS, tetapi juga akan memberikan penguatan persepsi 
seluruh pemangku kepentingan lainnya (khususnya pengguna), bahwa 
penanggulangan setiap isu dan masalah terkait dengan operasionalisasi IFMIS 
akan teratasi. Seperti dinyatakan oleh Wong et al., 2005, yang juga telah 
dijelaskan di Bab II, bahwa kapabilitas yang ditunjukkan pengelola IFMIS, sangat 
mendukung (dan mempengaruhi persepsi) pengguna, khususnya dalam 
pelatihan pengguna. 
Dalam fase III ini, pengetahuan dan keahlian yang telah dimiliki hasil transfer 
pengetahuan di fase II, harus segara difamiliarisasikan dalam bentuk proses 
transfer keahlian operasional sistem baru. Dalam pengelolaan sistem secara 
menyeluruh, transfer pengetahuan dan keahlian biasanya hanya terjadi pada hal-
hal yang bersifat telah terdokumentasi sebelumnya. Misalnya proses instalasi 
DBMS, tahapan dan prosedur sudah jelas tertulis, setiap personel di fase II 
belajar untuk memahami konsep (pengetahuannya) dan bagaimana 
menjalankannya (pengalaman praktis). Namun ada jenis pengetahuan dan 
keahlian tertentu yang tidak tertransfer secara penuh pada fase II, yaitu   
pengetahuan dan keahlian yang tidak terdokumentasikan yang dikenal dengan 





setting-up kondisi pelatihan yang bersifat menyajikan kondisi dan situasi 
sebenarnya (real condition). Kondisi dan situasi nyata ini disajikan, baik berupa 
rangkaian pengujian pendahuluan, simulasi dan pengujian akhir (UAT) 
memberikan potensi untuk munculnya hal-hal yang tidak terduga (isu dan 
masalah), sehingga pengetahuan (yang tersembunyi) atau tacit knowledge  
dalam penanggulangan masalah akan tereksplorasi dari implementer. Pola 
pelatihan handholding yang dipergunakan pada fase III ini sangat bermanfaat 
dalam hal ini.  
 
 
c. Program Pengembangan Kunci (Key Programs) 
Dalam pelaksanaan proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola 
IFMIS, tujuan strategik dari setiap fase pengembangan di atas diterjemahkan 
dalam berbagai bentuk program kunci (key program). Program kunci atau 
program pengembangan kunci ini ada di seluruh fase, mulai fase I, fase II hingga 
fase III, dan dirancang secara berkesinambungan dengan konsep transisi 
sebagai landasannya (platform).  Sehingga setiap seksi Unit Pengelola IFMIS 
memiliki program pelatihan kunci yang berkesinambungan mulai dari fase I 
hingga fase III. Setiap program pelatihan di masing-masing fase dari setiap seksi 
Unit Pengelola IFMIS akan secara fleksibel disesuaikan dengan kondisi dan 
situasi organisasi yang dinamis saat penerapan IFMIS terjadi. 
Program kunci tersebut dapat berupa berbagai program tindakan seperti 
penyiapan awal maupun pelatihan dengan berbagai tingkat yang secara khusus, 
fokus dalam mencapai tujuan di maing-masing fase pengembangan sesuai 
dengan kondisi dan situasi organisasi. Adapun program kunci untuk masing-







Tabel 5.7  Program kunci pada setiap fase pengembangan   
Seksi  Program kunci 
pada Fase 
Pengembangan 
Fase I  
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Dalam proses pelaksanaan program kunci tersebut kebiasaan organisasi 





program kunci. Program kunci menekankan prinsip fokus dalam inisiatif 
perancangan maupun pelaksanaan tindakan. Karena itu bentuk program kunci 
sangat beragam dan disesuaikan dengan seksi Unit Pengelola IFMIS, status 
penerapan IFMIS, kondisi maupun situasi organisasi.  
 
 
5.4.1 Model Rekomendasi Proses Pengembangan Kapabilitas Seksi 
Proses Bisnis   
a. Latar belakang pemilihan Model Rekomendasi 
Proses Bisnis adalah entry point dalam penerapan IFMIS (dan juga seluruh 
sistem informasi lainnya). Dalam pengembangan sebuah sistem informasi IFMIS 
berbasis ERP terdapat dua faktor utama yaitu penyusunan proses bisnis yang 
terintegrasi dan proses kustomisasi. Proses bisnis yang terintegrasi adalah hal 
pertama yang harus disusun, setelah itu proses kustomisasi dilakukan sesuai 
dengan proses bisnis terintegrasi yang dihasilkan sebelumnya. Keberhasilan 
dalam menyusun (membangun) proses bisnis yang terintegrasi, efektif dan 
efisien, ibarat separuh dari keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sebuah 
sistem informasi IFMIS. Sedangkan separuh lainnya ditentukan oleh kualitas 
proses kustomisasi.  
Bagi sebuah organisasi yang baru menerapkan IFMIS, seperti yang terjadi di 
organisasi dimana penelitian ini dilakukan, maka proses bisnis adalah 
permasalahan pertama yang harus diatasi. Hal ini disebabkan karena BPR yang 
dipergunakan dalam menyusun proses bisnis yang terintegrasi, secara alamiah 
(nature) berada di fase paling awal dalam penerapan IFMIS. Karena itu dengan 
ikut terlibat secara langsung, diharapkan pengetahuan mengenai proses BPR 





bagi organisasi, maka dengan sendirinya organisasi belum memiliki pengetahuan 
dalam penyusunan proses bisnis IFMIS, khususnya berbasis ERP-COTS.   
Pendekatan yang ditempuh dalam model yang direkomendasikan adalah 
memberikan pengetahuan dasar yang relevan bagi anggota Seksi Proses Bisnis, 
kemudian melibatkan mereka sedini mungkin dalam proses pelaksanaan BPR. 
Hal ini memungkinkan anggota Seksi Proses Bisnis mendapatkan pengalaman 
praktikal yang sebanyak-banyaknya. Penyertaan pengelola (yang juga 
pengguna) ERP lebih dini, membuktikan telah banyak membantu menekan 
resistensi, dan meningkatkan pengetahuan pengelola (Umble et al., 2003). 
Namun konsekuensinya adalah setiap personel Seksi Proses Bisnis, harus 
mempunyai pengalaman telah bekerja di area operasional, dimana IFMIS 
diterapkan.   
Karena itu, khusus untuk Seksi Proses Bisnis ini aktifitas pelatihannya akan 
lebih mengedepankan pelatihan-pelatihan yang memberikan pengalaman 
langsung (sekaligus memberikan pengetahuan dan keahlian) dalam proses 
membangun sebuah proses bisnis yang terintegrasi. Alasan lain yang mendasari 
peneliti mengajukan model ini untuk Seksi Proses Bisnis adalah, karena seksi 
inilah yang akan menjadi fasilitator dalam proses kustomisasi yang dilakukan 
oleh TP1, dimana TP1 adalah team yang berbeda dari team konsultan BPR. 
Dalam fungsinya sebagai fasilitator, maka peran sentral penentuan rincian 
terapan proses bisnis kedalam proses kustomisasi berupa business rule, akan 
dilakukan oleh team dari Seksi Proses Bisnis. Karena itu sangat relevan sekali, 
bila kapabilitas dalam penguasaan seluruh aspek hasil BPR adalah sangat perlu 
bagi Seksi Proses Bisnis.  Penguasaan seluruh aspek hasil BPR, hanya dapat 





hingga produk BPR dihasilkan. Gambar 5.16 yang diturunkan dari gamabar 5.13  
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Gambar 5.16  Proses Pengembangan Kapabilitas pada Seksi Proses Bisnis. 
 
b. Penjelasan Model Rekomendasi 
Di awal fase I Seksi Proses Bisnis menerima pelatihan mengenai konsep 
utama dan proses-proses dasar yang ditempuh dalam melakukan BPR. Hal ini 
akan memudahkan mereka untuk berdiskusi dengan team konsultan BPR secara 
lebih baik. Setelah pelatihan anggota Seksi Proses Bisnis akan dilibatkan dalam 
proses BPR sebagai counter-part dari konsultan BPR, yang membantu konsultan 
BPR baik dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan, proses 
dokumentasi maupun terlibat langsung dalam proses pengembangan integrasi 
proses bisnis sistem baru IFMIS.  
Dalam perannya sebagai counter-part yang juga mewakili kepentingan 





memiliki dokumentasi yang lengkap mengenai pelaksanaan seluruh proses BPR, 
melalui interaksi langsung dengan team konsultan BPR.  Selanjutnya di fase I ini 
juga proses pengembangan kapabilitas Seksi Proses Bisnis akan di pertajam 
dengan proses pemilihan ERP, dimana Seksi Proses Bisnis akan terlibat dalam 
penyusunan proposal mengenai kriteria (fitur-fitur) ERP-COTS yang akan dipilih 
dengan berdasarkan kepada pengetahuan yang telah dimiliki dan hasil BPR. 
Selanjutnya pelatihan konsep dasar kustomisasi ERP-COTS, perlu diberikan 
kepada anggota Seksi Proses Bisnis, guna mendukung pekerjaan lanjutan 
mereka dalam mendukung proses kustomisasi.  
Di fase II, anggota Seksi Proses Bisnis akan terlibat penuh dalam proses 
kustomisasi dengan pola peran yang sama seperti pada fase I, yaitu sebagai 
counter-part team TP1 yang melakukan kustomisasi ERP-COTS. Pola 
keterlibatan Seksi Proses Bisnis sama seperti di fase I, yakni membantu TP1 
dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan, dan proses 
dokumentasi. Anggota Seksi Proses Bisnis juga akan bekerja sama dengan TP1 
dalam menyusun business rule yang akan dikustomisasikan ke dalam ERP-
COTS.  
Dalam fase II ini juga, Seksi Proses Bisnis akan terlibat sebagai anggota 
penguji (tester) bersama dengan TP1 dalam pengujian fungsi (function) sistem 
aplikasi IFMIS. Pengujian fungsi ini dapat dilakukan secara berkala, sesuai 
dengan tingkat penyelesaian terjadwal. Dalam pengujian fungsi ini team TP1 
akan menjelaskan logika proses fungsi dan termasuk bagaimana kustomisasi 
business rule dilakukan. Dengan mengikuti proses kustomisasi secara 






Di Fase III, fokus pelatihan adalah menjadikan setiap anggota Seksi Proses 
Bisnis menguasai keseluruhan business rule yang dikustomisasi. Dalam 
kaitannya dengan transfer alih operasi, pada tahap ini Seksi Proses Bisnis tetap 
akan menjalankan perannya sebagai counter-part  TP1, dan melakukan validasi 
keseluruhan business rule yang telah dikustomisasikan bersama dengan TP1. 
Guna mendukung operasionalisasi IFMIS, Seksi Proses Bisnis menyusun SOP 
dalam manajemen sistem IFMIS, seperti SOP penggantian password, hak akses 
dan lain-lain. Seksi Proses Bisnis juga diharapkan bekerja sama dengan Seksi 
Sistem Aplikasi dalam menyusun SOP penggunaan sistem IFMIS berbasis peran 
pelaksanaan pengguna, dan sebagai team verifikasi RBT, khususnya pada 
bagian proses bisnis. 
 
  
5.4.2 Model Rekomendasi Proses Pengembangan Kapabilitas Seksi 
Sistem Aplikasi   
a. Latar Belakang pemilihan Model Rekomendasi 
Model yang direkomendasikan untuk Seksi Sistem Aplikasi berbeda dengan 
Seksi Proses Bisnis. Dilihat dari periode penerapan IFMIS, kegiatan yang terkait 
dengan pengembangan (kustomisasi) sistem, baru dimulai ketika TP1 memulai 
proses kustomisasi ERP-COTS di fase II. Karena itu Seksi Sistem Aplikasi 
mempunyai cukup waktu guna mempersiapkan diri sebelum memasuki pelatihan 
yang terkait dengan pengelolaan sistem baru. Pendekatan yang ditempuh untuk 
Seksi Sistem Aplikasi menekankan pada pembangunan kapasitas pengetahuan 
dan keahlian dasar, yang dibutuhkan dalam pengelolaan ERP-COTS difase I.  
Seperti diketahui bahwa pengelolaan ERP, membutuhkan keahlian 





akan arsitektur sistem aplikasi, sistem manajemen database, dan pemrograman. 
Sebagai contoh penanganan (koreksi) terhadap data salah yang telah di 
masukkan ke database (posted), perlu memahami proses logika penyimpanan 
data, SQL (Structured Query Language) yang dipergunakan dalam mem-posting 
data tersebut, hingga ke struktur DBMS (Database Management Systems)-nya. 
Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sebuah aktifitas (task), memerlukan 
beberapa pengetahuan dari beberapa sisi atau aspek. Hal ini tidak dapat 
dipungkiri karena sistem yang dibangun dengan basis ERP (termasuk ERP itu 
sendiri), pada kenyataanya merupakan hasil dari integrasi berbagai logika 
proses, baik logika proses pemrograman maupun logika proses database. 
Pengetahuan dasar ini penting, agar setiap anggota Seksi Sistem Aplikasi 
dapat dengan mudah dan cepat menerima pengetahuan dan keahlian yang akan 
dilatih terkait dengan pengolahan sistem aplikasi IFMIS. Dengan kata lain 
pengolahan sistem aplikasi IFMIS adalah bentuk keahlian tingkat lanjut 
(advance) yang memerlukan pondasi beberapa pengetahuan dan keahlian dasar 
yang bersifat teknis. Berdasarkan penjelasan diatas maka model pengembangan 
kapabilitas pada Seksi Sistem Aplikasi adalah dengan membangun pengetahuan 
dan keahlian dasar terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan ERP.  
Gambar 5.17 dibawah ini menggambarkan model proses pengembangan 
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Gambar 5.17  Proses Pengembangan Kapabilitas pada Seksi Sistem Aplikasi. 
 
 
b. Penjelasan Model Rekomendasi 
Di fase I, Seksi Sistem Aplikasi  dapat memulai seluruh pelatihan dasar dan 
prasyarat yang diperlukan. Pelatihan dasar ini sangat penting bagi Seksi Sistem 
Aplikasi yang seluruh peran dan tanggungjawabnya terkait dengan pelaksanaan 
teknis operasional sistem. Salahsatu materi pelatihan dalam fase I ini adalah 
pelatihan sebagai sysadmin atau system administrator baik di tingkat modul 
sistem maupun di keseluruhan integrasi sistem. 
Setelah itu di fase II dilakukan proses pengembangan kapabilitas dengan 
menekankan proses transfer pengetahuan terkait elemen utama sistem seperti 
integrasi proses, pengelolaan modul sistem aplikasi yang sudah 
dikustomisasikan lewat MBT. Pelatihan di fase II menekankan pada 
pembangunan kapasitas pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dalam 





dikelas. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan berbagai pola pelatihan hands-on, 
yang menyertakan seluruh anggota dalam pelatihan pendampingan oleh 
implementer, hingga ke penugasan mandiri sebagi saran membangun kapabilitas 
pengelolaan elemen sistem.    
Di fase III kemandirian setiap peserta di perdalam kembali dalam pola 
kerjasama team. Hal ini dilakukan dengan hands-on yang lebih advance, baik 
dengan OJT maupun dengan penyertaan setiap anggota dalam berbagai 
simulasi operasional dan pengujian integrasi sistem. Dengan beberapa proses 
simulasi diharapkan tingkat kedalaman pemahaman dan kemampuan dalam 
penanganan isu dan masalah terkait dengan pelaksanaan sistem dapat 
diperoleh. 
Hal lain yang ditempuh dalam proses pendalaman pengetahuan integrasi 
proses bisnis dan pengelolaan sistem,  khususnya yang menyangkut dukungan 
kepada pengguna adalah menyertakan seluruh anggota Seksi Sistem Aplikasi 
dalam pembuatan manual pelaksanaan penggunaan sistem aplikasi berbasis 
peran atau RBT. Pembuatan RBT tentunya tetap berada didalam pengawasan 
TP1 sebagai implementer, sehingga kesalahan instruksi penggunaan sistem 
aplikasi dapat dihindari. Dalam kerangka dukungan kepada pengguna pula Seksi 
Sistem Aplikasi yang berperan sebagai pelatih pengguna, mendapat pelatihan 
keterampilan (softskill) kepelatihan.    
 
5.4.3 Model Rekomendasi Proses Pengembangan Kapabilitas Seksi 
Infrastruktur   
a. Latar Belakang pemilihan Model Rekomendasi 
Penyusunan model yang direkomendasikan pada Seksi Infrastruktur mirip 





proses penerapan IFMIS yang terkait dengan proses pengembangan fasilitas 
infrastruktur (seperti jaringan komputer, instalasi server dsbnya), baru dimulai 
disaat awal periode kustomisasi dilakukan, tepatnya beberapa minggu  sebelum 
proses pelaksanan kustomisasi yang sessungguhnya dilakukan. Hal ini 
disebabkan karena kustomisasi memerlukan instance server, instalasi dan 
setting-up database dan beberapa konfigurasi lainnya.  
Jika pengolahan sistem aplikasi dikatakan bersifat teknis, maka pengolahan 
fasilitas infrastruktur pada fasilitas tertentu, dapat dikatakan sangat teknis. 
Dikatakan demikian karena sistem aplikasi lebih condong pada teknis dalam 
aspek perangkat lunak (software), sedangkan fasilitas infrastruktur tertentu 
(seperti Data Center dan DRC-Disaster Recovery Data Center), terdiri dari 
perangkat keras (hardware) dan perangkat lunaknya (software). Sehingga 
pengelolaan fasilitas infrastruktur memerlukan pengetahuan dasar yang tidak 
hanya menyangkut perangkat keras namun juga bersama dengan perangkat 
lunaknya. Berdasarkan karakteristik area domain infrastruktur, maka diperlukan 
berbagai pelatihan dasar dalam menyiapkan anggota Seksi Infrastruktur. 
Berbagai pelatihan dasar ini dapat dilaksanakan di fase I. Gambar 5.18 dibawah 
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Gambar 5.18  Proses Pengembangan Kapabilitas pada Seksi Infrastruktur. 
 
  
b. Penjelasan Model Rekomendasi 
Pada fase I dari proses pengembangan kapabilitas ini, anggota  Seksi 
Infrastruktur dapat melakukan pelatihan prasyarat (bila hasil assessment 
menunjukkan major) dan pelatihan dengan materi di area infrastruktur. Pelatihan 
dasar sangat penting bagi Seksi Infrastruktur, karena peran dan tanggungjawab 
seksi ini membutuhkan pengetahuan dan keahlian yang bersifat sangat teknis.   
Di fase II, pelatihan dengan pola kerjasama team sangat diperlukan. Oleh 
karena itu pelatihan di Seksi Infrastruktur lebih banyak mengarah pada proses 
penanganan isu dan pemecahan masalah terkait dengan unjuk kerja seluruh 
perangkat infrastruktur, baik hardware maupun software.  Pola pelatihan ini dapat 
berupa pelatihan di kelas yang dapat diberikan dalam bentuk transfer 
pengetahuan secara teoritis, dan transfer pengetahuan dalam hal penanganan 





dengan demonstrasi yang dilakukan pelatih, maupun dengan setiap peserta 
melakukan secara langsung akses ke sistem infrastruktur. Selanjutnya pola 
pelatihan dapat dilakukan dengan mendiskusikan kasus-kasus yang mungkin 
akan banyak terjadi dalam pengelolaan infrastruktur, seperti keamanan jaringan, 
keamanan data dan permasalahan dalam backup data. Proses diskusi dapat 
diikuti dengan pemecahan ataupun penanggulangan masalah secara langsung 
pada perangkat infrastruktur yang bersangkutan. Pola pelatihan seperti ini 
membutuhkan sebuah lingkungan sistem tersendiri (sandbox).  
Di Fase III, tingkat kedalaman pemahaman ditingkatkan pada pengelolaan 
operasional sistem infrastruktur secara keseluruhan. Hal ini perlu dilakukan 
dalam rangka alih operasi yang akan dilakukan di akhir fase III, ketika sistem 
IFMIS selesai dikustomisasikan. Pola pelatihan yang dilakukan pada fase III ini 
dapat berupa pelatihan manajemen area infrastruktur dalam basis operasional 
harian, mingguan dan bulanan. Pelatihan di fase III ini ditujukan tidak hanya 
untuk memantapkan pengetahuan dan keahlian personel, tetapi juga 
membiasakan (familiarisasi) pengeloaan infrastruktur sistem baru, untuk menjadi 
bagian tugas sehari-hari setiap anggota sesuai dengan posisi masing-masing. 
Dalam pola pelatihan ini tugas pengelolaan infrastuktur yang tadinya di 
kelola oleh TP1 di fase I dan II, secara perlahan-lahan di ambil alih oleh seksi 
Infrastuktur dengan tetap dalam bimbingan dan pengawasan TP1. Pola pelatihan 
ini dikenal dengan handholding atau diterjemahkan sebagai alih kelola. Pola 
pelatihan ini mengharuskan seluruh anggota seksi infrastuktur mengadopsi pola 
pengelolaan operasional yang dilakukan oleh TP1. Pelatihan di fase III ini juga 







BAB  VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Unit Pengelola IFMIS menempati posisi sentral dalam kesuksesan 
penerapan IFMIS, seperti ditunjukkan oleh data empiris penerapan IFMIS (The 
World Bank, 2011). Namun pada saat yang sama laporan Bank Dunia tersebut 
mengungkapkan bahwa proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola 
IFMIS, khususnya dari serangkaian pelatihan yang telah dilakukan justru 
merupakan faktor utama (tertinggi) penyebab kegagalan penerapan sistem 
IFMIS tersebut. Karena itu, tujuan penelitian ini difokuskan untuk mendapatkan 
model proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola sistem informasi dalam 
mendukung keberhasilan proses operasionalisasi IFMIS (deployment), 
khususnya dimasa Go-Live. 
Dari serangkaian proses penelitian AR yang telah dilakukan dalam tiga fase 
yang berkesinambungan, yang dilanjutkan dengan telaah hasil penelitian lewat 
pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, model pengembangan 
kapabilitas Unit Pengelola IFMIS di Indonesia, seyogyanya dibangun dengan 
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Waktu penetapan struktur organisasi Unit Pengelola IFMIS. 
Keterlambatan atau penundaan penetapan struktur organisasi, 
menyebabkan terlambat dimulainya proses pengembangan kapabilitas 





bagi setiap personel, yang didasari pada kejelasan peran dan 
tanggungjawab setiap posisi yang ada pada struktur organisasi tersebut. 
2. Struktur organisasi Unit Pengelola IFMIS (termasuk subunit/seksi yang 
ada didalamnya) yang menjadi sumber penentuan kapabilitas, sangat 
dominan dibentuk oleh unsur utama dari bangun sebuah sistem 
informasi IFMIS, yang juga merupakan domain IT (Information 
Technology) yaitu infrastruktur, proses bisnis dan sistem aplikasi. 
3. Strategi pendekatan (approach) yang ditempuh dalam pengembangan 
kapabilitas untuk setiap seksi atau subunit Unit Pengelola IFMIS yaitu 
seksi Infrastruktur, seksi Proses Bisnis, dan seksi Sistem Aplikasi 
memperlihatkan kerangka atau pola pelatihan yang sama yaitu : 
a. Pertama, membangun pondasi kemampuan dasar berupa 
pengetahuan dasar, keahlian dan attitude, dengan serangkaian 
pelatihan prasyarat dan dasar, serta pelatihan manajemen 
perubahan 
b. Kedua, dilanjutkan dengan pengembangan kemampuan tingkat 
lanjut, yang mengkombinasikan pengetahuan dasar yang telah 
diterima, dengan pengetahuan tingkat lanjut yang disertai 
berbagai pelatihan langsung (hands-on) pengelolaan sistem 
dalam bentuk lingkungan sistem terbatas (sandbox).  
c. Ketiga, pengetahuan yang telah diterima ditahap kedua, 
kemudian di praktekkan dalam lingkungan sistem yang 
sebenarnya (real systems). Hal ini memperkuat pengetahuan 
yang telah diperoleh sebelumnya, dan meningkatkan kualitas 





fase ketiga, setiap personel Unit Pengelola IFMIS mempunyai 
pemahaman mendalam terhadap pengetahuan yang dipunyai, 
mempunyai keahlian dan budaya kerja baru yang telah teruji 
(karena telah dipraktekkan secara terus-menerus). 
4. Ketersediaan dan kehandalan sumberdaya pelatihan yang sesuai dan 
tepat waktu, seperti sandbox, stabilitas jaringan komputer dan instance 
server,  sangat mendukung kelancaran dan keberlangsungan proses 
pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS. 
5. Komunikasi dan sosialisasi memegang peran yang sangat penting dalam 
proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, terutama 
dalam menjalin kesepahaman pengertian dan mengatasi berbagai isu 
dan masalah yang menyertainya (political issue), dengan seluruh 
pemangku kepentingan (stakeholders), diseluruh fase, khususnya 
ditahap awal (fase I).  
6. Waktu pelaksanaan dan aktifitas-aktifitas dalam pelaksanaan penerapan 
IFMIS (seperti BPR, ERP Selection, Kustomisasi dan seterusnya), 
menyebabkan berbedanya aktifitas atau program pelatihan dalam tingkat 
pelaksanaan (execution level) proses pengembangan kapabilitas Unit 
Pengelola IFMIS, khususnya pada masing-masing seksi. Hal ini 
menyebabkan agenda atau program pelatihan di masing-masing seksi 
tersebut berbeda. 
7. Karakteristik manajemen perubahan, khususnya konsep transisi menjadi 
landasan dalam membangun kerangka atau pola aktifitas (program 





8. Aspek internal organisasi termasuk didalamnya tingkat kesiapan IT 
organisasi (IT maturity), kondisi dan situasi organisasi selama periode 
penerapan IFMIS menjadi pertimbangan dalam penentuan aktifitas 
(program pelatihan) pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS. 
Hal ini terlihat dalam pengadaan pelatiahan prasyarat.  
9. Peragaman jenis pelatihan dan banyaknya frekwensi pelatihan, seperti 
pelatihan dikelas, hands-on, maupun simulasi sangat membantu dalam 
peningkatan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS.  
10. Proses dan lamanya waktu kustomisasi ERP-COTS,  merupakan faktor 
yang sangat menghambat proses pengembangan kapabilitas Unit 
Pengelola IFMIS, khususnya pada seksi Sistem Aplikasi dan seksi 
Infrastruktur.  
11. Keberadaan dan fungsi team CMC sebagai mediator dan fasilitator 
mempunyai peran yang sangat sentral dalam kelancaran proses 
pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS. 
   
6.2 Saran  
Proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, hampir seluruhnya 
merupakan proyek yang dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama (satu tahun 
bahkan sering lebih dari satu tahun). Karena itu efektifitas dalam pelaksanaan 
proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS, perlu dikembangkan 
terus. Terkait dengan hal ini, dan berdasarkan proses dan hasil penelitian yang 
sudah dilakukan, terdapat beberapa saran terkait dengan model pengembangan 





1. SK atau Surat Keputusan Penetapan struktur organisasi Unit Pengelola 
IFMIS yang merupakan formalisasi dari Unit Pengelola IFMIS adalah 
sangat penting dan harus diterbitkan di bulan pertama fase I, atau 
sebelum BPR dilakukan. SK tersebut harus menjelaskan peran dan 
tanggungjawab setiap posisi yang ada didalamnya serta penentuan 
personel untuk setiap posisi tersebut sebaiknya dilakukan. Hal ini akan 
membuat program-program pelatihan dari proses pengembangan 
kapabilitas Unit Pengelola IFMIS menjadi lebih pasti untuk dilaksanakan 
dan dimulai sedini mungkin, termasuk pelibatan setiap personel Unit 
Pengelola IFMIS. 
2. Organisasi perlu memperhatikan rencana kebutuhan pelatihan secara 
rinci, khususnya pada ketersediaan lingkungan sistem (systems 
environment) yang sesuai dan tepat waktu, yang menjadi kebutuhan dari 
setiap jenis pelatihan. Misalnya sandbox untuk pelatihan materi tertentu 
di area infrastruktur dan sistem aplikasi. 
3. Komunikasi dan sosialisasi perlu dilakukan secara intensif, dengan 
berbagai pola pendekatan yang disesuaikan dengan pemangku 
kepentingan (stakeholders) guna membangun pemahaman, menghindari 
perbedaan informasi akibat kesalahan komunikasi (miscommunication) 
baik di fase I, II maupun fase III. 
4. Organisasi perlu melakukan pengawasan dan pengendalian yang baik 
terhadap proses kustomisasi yang dilakukan pengembang ERP-COTS, 
guna menekan keterlambatan (delay) dalam penyelesaian kustomisasi. 





berpengaruh pada proses pengembangan kapabilitas Unit Pengelola 
IFMIS, khususnya pada pelatihan teknis operasional. 
5. Organisasi perlu melakukan penyiapan tenaga profesioanl, dengan 
selalu melakukan peningkatan pengetahuan dan keahlian (IT Knowledge 
stock) terkait dengan pengelolaan sistem informasi IFMIS berbasis ERP, 
sebelum proses penerapan sistem IFMIS dimulai. Hal ini akan 
memberikan dukungan percepatan dalam proses penguasaan (acquire) 
proses pengelolaan sistem  IFMIS, khususnya pada sisi teknis 
operasional.  
6. Organisasi perlu menyiapkan calon anggota Unit Pengelola IFMIS 
sesuai dengan kriteria berbasis pada kompetensi yang diturunkan 
(generate) dari peran dan tanggungjawab yang ada pada masing-masing 
posisi dalam struktur organisasi Unit Pengelola IFMIS. 
7. Team CMC (koordinator pelatihan), perlu mengantisipasi tingkat 
kemampuan personel Unit Pengelola IFMIS yang tidak merata, dengan 
menyiapkan beragam jenis pelatihan, frekwensi pelatihan, termasuk 
pelatihan dikelas, hands-on, maupun simulasi, guna mendukung 
peningkatan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS.  
8. Organisasi perlu menyiapkan team manajemen proyek penerapan IFMIS 
yang khusus berfungsi sebagai mediator atau fasilitator program 
pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS. 
9. Team koordinator (team CMC), perlu menjadikan konsep transisi 
sebagai landasan pendekatan, dalam penyusunan program dan agenda 
pelatihan pengembangan kapabilitas, khususnya pada pelatihan teknis 





setiap personel Unit Pengelola IFMIS dalam memperoleh (acquire), 
pengetahuan dan keahlian pengelolaan sistem IFMIS, dari tingkat tanpa 
pengetahuan (dan dengan resistensi yang dimiliki), hingga menjadi 
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TRANSKRIP INTERVIU AWAL 
Kode Informan : Peserta_S01 (manajemen senior dan penanggungjawab 
penerapan IFMIS) 
 
Hari/Tanggal    : Jumat, 20 Januari 2012 
 
Waktu              : 13.05 – 14.20  
 
(Wawancara dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu dilakukan oleh Peneliti 
(P) dengan informan Peserta_S01 (P_S01). Berdasarkan perjanjian awal, 
seyogyanya wawancara akan dilakukan pada hari senin 16 Januari 2012, namun 
karena padatnya jadwal informan, wawancara baru bisa terlaksana setelah pada 
hari jum‘at, setelah sholat jum‘at. Wawancara berlangsung secara terbuka dan 
santai diruang pertemuan di kompleks DJPBN, sebelum dilakukannya pertemuan 
regular akhir-mingguan jam 14.30. Peneliti mempergunakan log book untuk 
mencatat hal-hal yang penting dalam wawancara ini.  ) 
 
Fokus : Latar Belakang Penerapan IFMIS dan konsep pengembangan 
Kapabilitas Unit Pengelola IFMIS yang diharapkan 
 
P             : Terimakasih Pak atas waktunya,  
P_S01     : Sama- sama (sambil tersenyum) 
P             : Apakah latar belakang penerapan IFMIS di Indonesia  
P_S01     : Penerapan IFMIS atau SPAN di Indonesia merupakan ―perintah‖ dari 
Undang-Undang. Ada tiga Undan-Undang utama yang menjadi 
landasan pnerapan SPAN ini yaitu,  UU No. 17 Tahun 2003 – Tentang 
Keuangan Negara,  UU No. 1 Tahun 2004 – Tentang 
Perbendaharaan Negara dan UU No 15 Tahun 2004 – Tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.  
Jika dilihat dari rentang waktu tahun 2003 hingga saat proyek SPAN 
ini di launch kira-kira di tahun 2009, maka ini merupakan perjalananan 
yang cukup panjang bagi kami. Tentunya dengan proses yang telah 
berjalan sejauh ini, kami seluruh pemangku kepentingan sangat 
berharap proyek SPAN ini dapat berjalan dengan sukses dan 
memberi manfaat bagi bangsa dan Negara. Dari seluruh pemangku 
kepentingan semua sudah bertekad untuk menyukseskan   
 
P             : Terkait dengan team yang akan diserahi untuk mengelola SPAN ini 
kelak, dapatkah Bapak jelaskan yang sedang dilakukan saat ini?  
 
P_S01     : Tentunya team ITSU-SPAN yang dimaksud dalam hal ini 
 
P             :  Betul Pak  
 





dapat mengambil ahli operasionalisasi SPAN yang saat ini sedang 
dikembangkan oleh pihak LG. Tentu kita tidak akan selamanya 
tergantung pada mereka (LG : red). 
 
P             : Bagaimana dengan kesiapan Unit Pengelola IFMIS itu sendiri Pak?  
 
P_S01     : Nah ini dia, saat ini kita belum memiliki program pelatihan yang lebih 
detil untuk setiap anggota ITSU-SPAN. Kami berharap Mas 
(maksudnya peneliti : red) dan rekan-rekan yang lain di PwC dapat 
memberikan arahan dan saran mengenai proses-proses terkait 
dengan pelatihan anggota ITSU-SPAN.   
 
(Seseorang anggota team CMC masuk, dan mengingatkan P_S01 
kalau akan nada pertemuan regular jam 14.30, P_S01 meminta waktu 
kepada P untuk berbicara sebentar dengan anggota team CMC, dan 
melanjutkan pembicaraan dengan P ) 
 
P_S01     : Oh ya, kita akan meeting jam 14.30 kan 
 
P             : Ya Pak, terimakasih Pak atas waktunya   
 
P_S01     : Sama-sama, oh ya nanti detil mengenai ITSU, coba bicara dan 
diskusikan dengan Bu. XXX (nama disamarkan). Beliau yang 
menangainya lebih jauh. 
 
                  (Kemudian P_S01 mengajak P, dan anggota team CMC tersebut 












Form Evaluasi Pelatihan Classroom dan Hands-on 
 
 
Untuk membantu kami dalam peningkatan kualitas pelatihan  di masa-masa 
selanjutnya, kami memerlukan tanggapan balik dari Anda.  
 
Petunjuk pengisian form: 
Lingkarilah  angka , yang menunjukkan pendapat Anda mengenai  pelatihan ini, 
dimana angka 1 menunjukkan tingkat pendapat Anda paling Rendah(Sangat 
KURANG)  dan angka 5 menunjukkan pendapat Anda paling Tinggi (Sangat 
BAIK) mengenai  pelatihan ini. 
 
A. Umum  
1. Apakah pelatihan ini secara keseluruhan 
menarik bagi Anda? 
1 2 3 4 5 
2.   Apakah ruangan kelas dan fasilitas 
pendukung, seperti listrik, AC(Air 
Conditioning), dan komputer cukup baik? 
1 2 3 4 5 
3.   Apakah koneksi ke Server (secara 
keseluruhan tanpa melihat sumber masalah 
koneksi) sudah cukup baik menunjang 
kelancaran proses pelaksananaan pelatihan 
?   
1 2 3 4 5 
 
B. Materi Pelatihan 
 
4.  Apakah manual pelatihan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelatihan cukup 
jelas dan mudah dimengerti untuk materi-materi dibawah ini : 
 
No. Materi 
1 Understanding Oracle  / Hyperion Component 1 2 3 4 5 
2 Backup Procedures 1 2 3 4 5 
3 Active and Stand by Server and work 
mechanism concepts 
1 2 3 4 5 
4 ODI and FDM concepts 1 2 3 4 5 
5 Migration Procedure / Life Cycle 
Management 
1 2 3 4 5 
6 Recovery Procedures 1 2 3 4 5 
7 DC and DRC Concepts  1 2 3 4 5 
8 Batch Scheduling  1 2 3 4 5 
9 How to check errors file 1 2 3 4 5 
10 Synchronization Process 1 2 3 4 5 
11 Troubleshooting 1 2 3 4 5 
12 Instance Management 1 2 3 4 5 
13 Essbase/ Oracle Data Import and Export 1 2 3 4 5 
14 Briefing in Oracle/Hyperion Server Installation 
and Configuration 






5.  Apakah skenario pelatihan dapat berjalan dengan berhasil, untuk materi-
materi dibawah ini : 
 
No. Materi 
1 Understanding Oracle  / Hyperion Component 1 2 3 4 5 
2 Backup Procedures 1 2 3 4 5 
3 Active and Stand by Server and work 
mechanism concepts 
1 2 3 4 5 
4 ODI and FDM concepts 1 2 3 4 5 
5 Migration Procedure / Life Cycle 
Management 
1 2 3 4 5 
6 Recovery Procedures 1 2 3 4 5 
7 DC and DRC Concepts  1 2 3 4 5 
8 Batch Scheduling  1 2 3 4 5 
9 How to check errors file 1 2 3 4 5 
10 Synchronization Process 1 2 3 4 5 
11 Troubleshooting 1 2 3 4 5 
12 Instance Management 1 2 3 4 5 
13 Essbase/ Oracle Data Import and Export 1 2 3 4 5 
14 Briefing in Oracle/Hyperion Server Installation 
and Configuration 





C. Penyiapan (Setup) Kebutuhan Sistem Pelatihan 
 
6.  Apakah persiapan sistem (instance server) 
guna pelaksanaan  pelatihan cukup lengkap,   
sehingga proses pelatihan berjalan lancar  
tanpa  jeda waktu penyiapan  sistem di kelas 
? 
 
1 2 3 4 5 
D. Pelatih (Trainer)  
 
7.  Apakah kemampuan trainer (LG-FC) dalam 
penyampaian materi termasuk teknis 
pelaksanaan  sudah sangat baik ? 
 
1 2 3 4 5 
 
E. Tingkat Pencapaian Anda Saat ini 
8.  Apakah kemampuan Anda dalam teknis pelaksanaan  sudah cukup baik, 
untuk materi-materi dibawah ini  ?  
 
No. Materi 
1 Understanding Oracle  / Hyperion Component 1 2 3 4 5 
2 Backup Procedures 1 2 3 4 5 





Lampiran 6. Form Kuesioner evaluasi hasil pelatihan Classroom dan 




4 ODI and FDM concepts 1 2 3 4 5 
5 Migration Procedure / Life Cycle 
Management 
1 2 3 4 5 
6 Recovery Procedures 1 2 3 4 5 
7 DC and DRC Concepts  1 2 3 4 5 
8 Batch Scheduling  1 2 3 4 5 
9 How to check errors file 1 2 3 4 5 
10 Synchronization Process 1 2 3 4 5 
11 Troubleshooting 1 2 3 4 5 
12 Instance Management 1 2 3 4 5 
13 Essbase/ Oracle Data Import and Export 1 2 3 4 5 
14 Briefing in Oracle/Hyperion Server Installation 
and Configuration 





Berilah saran dan pendapat Anda terkait keseluruhan proses dan materi 



























Form Evaluasi Training MBT 
 
 
Untuk membantu kami dalam peningkatan kualitas training dalam masa-masa 
selanjutnya, kami memerlukan tanggapan balik dari Anda.  
 
Petunjuk pengisian form: 
Lingkarilah  angka , yang menunjukkan pendapat Anda mengenai  training ini, 
dimana angka 1 menunjukkan tingkat pendapat Anda paling Rendah(Sangat 
KURANG)  dan angka 5 menunjukkan pendapat Anda paling Tinggi (Sangat 
BAIK) mengenai  training ini. 
 
A. Umum  
1.   Apakah Training ini secara keseluruhan menarik bagi 
Anda? 
1 2 3 4 5 
2.   Apakah ruangan kelas dan fasilitas pendukung, seperti 
listrik, AC (Air Conditioning), dan komputer  cukup baik ? 
1 2 3 4 5 
3.   Apakah koneksi ke Server (secara keseluruhan tanpa 
melihat sumber masalah koneksi) sudah cukup baik 
menunjang kelancaran proses pelaksananaan training ?   
1 2 3 4 5 
 
B. Materi Pelatihan 
 
Apakah manual pelatihan (buku petunjuk pelatihan) dari modul dibawah ini, 
sebagai bentuk  pelaksanaan tahap-demi tahap operasional sistem sudah 
cukup jelas dan mudah dimengerti ? 
4.  Modul Budget Commitment  (BC) 
 
1 2 3 4 5 
5. Modul Cash Management (CM) 
 
1 2 3 4 5 
6. Modul Payment Management (PM) 
 
1 2 3 4 5 
7. Modul Government Receipt (GR) 
 
1 2 3 4 5 
8. Modul Spending Authority (SA) 
 
1 2 3 4 5 
9. Modul General Ledger and Reporting (GL/R) 
 
1 2 3 4 5 
 
C. Penyiapan (Setup) Data Master Sistem Aplikasi 
 
Apakah persiapan data master (database utama) seperti COA (Chart Of 
Account), data Supplier dan sebagainya guna pelaksanaan  pelatihan cukup 
lengkap ?, sehingga proses pelatihan berjalan lancar  tanpa  jeda waktu 
penyiapan data pelatihan di kelas 
10.  Modul Budget Commitment  (BC) 
 
1 2 3 4 5 






12. Modul Payment Management (PM) 
 
1 2 3 4 5 
13. Modul Government Receipt (GR) 
 
1 2 3 4 5 
14. Modul Spending Authority (SA) 
 
1 2 3 4 5 
15. Modul General Ledger and Reporting (GL/R) 
 
1 2 3 4 5 
 
D. Penyiapan (Setup) Data Transaksi Pelatihan Sistem Aplikasi 
 
Apakah persiapan data transaksi guna pelaksanaan  pelatihan cukup lengkap 
?,  sehingga proses pelatihan berjalan lancar  tanpa  jeda waktu penyiapan 
data pelatihan di kelas 
16. Modul Budget Commitment  (BC) 
 
1 2 3 4 5 
17. Modul Cash Management (CM) 
 
1 2 3 4 5 
18. Modul Payment Management (PM) 
 
1 2 3 4 5 
19. Modul Government Receipt (GR) 
 
1 2 3 4 5 
20. Modul Spending Authority (SA) 
 
1 2 3 4 5 
21. Modul General Ledger and Reporting (GL/R) 
 
1 2 3 4 5 
 
E. Kesiapan Pelatih (Trainer)  
 
     Apakah kemampuan pelatih (LG_FC) dalam penyampaian materi proses 
bisnis dan teknis pelaksanaan aplikasi sudah cukup baik, untuk modul-
modul dibawah ini  ?: 
 
22. Modul Budget Commitment  (BC) 
 
1 2 3 4 5 
23. Modul Cash Management (CM) 
 
1 2 3 4 5 
24. Modul Payment Management (PM) 
 
1 2 3 4 5 
25. Modul Government Receipt (GR) 
 
1 2 3 4 5 
26. Modul Spending Authority (SA) 
 
1 2 3 4 5 
27. Modul General Ledger and Reporting (GL/R) 
 
1 2 3 4 5 
 
E. Tingkat Kemampuan Akhir Anda sebagai Peserta  
 









dalam materi proses bisnis dan teknis pelaksanaan aplikasi sudah cukup 
baik, untuk modul-modul dibawah ini  ?: 
 
28. Modul Budget Commitment  (BC) 
 
1 2 3 4 5 
29. Modul Cash Management (CM) 
 
1 2 3 4 5 
30. Modul Payment Management (PM) 
 
1 2 3 4 5 
31. Modul Government Receipt (GR) 
 
1 2 3 4 5 
32. Modul Spending Authority (SA) 
 
1 2 3 4 5 
33. Modul General Ledger and Reporting (GL/R) 
 
1 2 3 4 5 
 
E. Saran dan Komentar Anda  
 
     Berilah saran dan pendapat Anda terhadap proses pelatihan yang telah 
dilaksanakan, dan harapan Anda bagi bagi peningkatan kemampuan Anda 
dimasa yang akan dating 
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